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DISCLAIMER

Buku Acuan Alokasi Risiko ini disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan No 260 tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan No 8 Tahun 2016 kepada PT Penjaminan Infrastruktur Persero (PT PIl) sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI). Buku Acuan
Alokasi Risiko ini akan disempurnakan jika terdapat bagian yang memerlukan perbaikan.

PT PIl menyusun Acuan Alokasi Risiko infrastruktur setiap tahun untuk dipublikasikan secara luas agar dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan,
terutama para pihak Penangggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK), Badan Usaha (BU), Investor dan Penyedia Dana pada proyek Kerjasama Pemerintah Badan
Usaha (KPBU). Distribusi dan alokasi risiko yang diuraikan dalam buku ini diharapkan dapat disesuaikan penggunaanya dengan karakteristik maupun struktur
proyek yang dikembangkan.

Segala penggunaan sebagian atau keseluruhan isi materi buku ini untuk keperluan dan kebutuhan komersial antara lain namun tidak terbatas pada penggunaan
materi untuk training kepada khalayak umum, penggandaan dan penyebarluasan materi untuk diperjual belikan kembali serta penggunaan bertujuan komersial
lainnya dalam arti luas, harus melalui izin dan persetujuan dari Direksi dan Manajemen PT PII terlebih dahulu.

PT PII tidak bertanggung jawab atas segala bentuk penyalahgunaan sebagian atau seluruh materi dalam buku ini dengan segala yang diakibatkannya yang
dilakukan tanpa persetujuan dan izin dari Direksi dan Manajemen PT PII.
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SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN RI

Pembangunan infrastruktur di Indonesia diupayakan berlangsung secara berkesinambungan serta menjadi perhatian mengingat manfaatnya yang sangat besar dan
menimbulkan multiplier effect ke berbagai sektor lainnya guna mendukung roda perekonomian di tanah air. Presiden Joko Widodo telah menetapkan bahwa
infrastruktur tetap menjadi fokus Pemerintah khususnya infrastruktur yang terkoneksi dengan sektor lainnya untuk menciptakan nilai tambah perekonomian rakyat.
Hal ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang merencanakan pembangunan infrastruktur senilai Rp 6.445
Triliun, hal mana peran sektor swasta diharapkan dapat menyumbang 42% dari nilai tersebut.

Untuk dapat mengundang keterlibatan sektor swasta tersebut, Pemerintah perlu merubah paradigma pemikirannya tentang investasi publik dan pembiayaannya.
Kebutuhan untuk menciptakan peluang peluang kerja sama dengan tetap mengutamakan keberlangsungan fiskal dan prinsip efisiensi belanja yang terukur perlu
diimplementasikan, baik di level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Paradigma pemenuhan infrastruktur dengan mengandalkan belanja APBN/APBD
saja perlu diganti dengan menempatkan belanja APBN/APBD lebih untuk mendorong peningkatan nilai investasi terutama proyek infrastruktur yang dapat melibatkan
swasta. Lebih lanjut, belanja tersebut harus mengedepankan Value for Money. Apa yang dimaksud dengan mengedepankan Value for Money? Value for Money
adalah optimalisasi setiap rupiah yang dibelanjakan untuk memberikan manfaat yang setinggi-tingginya bagi masyarakat dengan memastikan infrastruktur yang
dibangun dapat memberikan layanan yang berkualitas dan menjaga keberlangsungan dari layanan infrastruktur tersebut.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah telah memperkenalkan skema KPBU sejak tahun 2005, tetapl implementasinya tidak semudah membalikkan telapak
tangan. Skema ini membuka mata kita bahwa diperlukan perencanaan yang matang baik dari segi pemilihan proyek, membangun business case untuk ditawarkan
kepada swasta pada tahap penyiapan proyek dan menjaga proses transaksi yang kompetitif, adil dan transparan guna meningkatkan peluang menciptakan efisiensi
belanja pemerintah selama periode proyek kerja sama. Walaupun masih membutuhkan perbaikan, namun kita telah membuktikan bahwa skema KPBU dapat
memberikan kontribusi yang signifikan untuk pembangunan infrastruktur. Selama periode 2015-2019, terdapat peningkatan dengan akumulasi jumlah proyek
sebanyak 19 proyek dan total nilai investasi sebesar Rp 166,9 Triliun.

PT PIlI telah dibangun pada tahun 2009 sebagai fiscal tool pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan dalam mengelola penjaminan utamanya untuk skema
KPBU. Dalam perjalanannya, PT PIl juga diberikan perluasan mandat yang artinya diberikan tambahan kepercayaan untuk menjadi agen pemerintah dalam
mengimplementasikan paradigma baru yang mengedepankan efektifitas belanja APBN/APBD. Selain menjadi alat untuk mengelola risiko melalui penjaminan, PT PI|
juga diminta untuk menjadi enabler dalam mendampingi Pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyiapkan business case yang menarik bagi swasta namun
tetap mengedepankan efektifitas dan efisiensi belanja pemerintah. Salah satu alat yang perlu disusun dan selalu diperbaharui adalah Acuan Alokasi Risiko.

Penerapan skema KPBU dan variasinya mendepankan Alokasi Risiko sebagai tumpuan dari pelaksanaan kerja sama pemerintah dengan swasta. Alokasi Risiko
digunakan pada setiap tahap mulai dari perencanaan, konstruksi, operasi sampai dengan berakhirnya kontrak Kerja Sama. Lebih lanjut, alokasi risiko yang mendasari
kontrak kerja sama juga menjadi acuan bagi pihak yang berkontrak untuk menjaga kesinambungan proyek sehingga akuntabilitas terhadap kesuksesan penyelesaian
proyek di masa konstruksi hingga kualitas layanan kepada publik di masa operasional dapat transparan, terukur dan dapat dievaluasi dengan baik. Hal ini diharapkan
semakin meningkatkan kepastian bagi pihak swasta dan lembaga pembiayaan dalam berinvestasi dan memberikan pembiayaan pada proyek infrastruktur Indonesia.

Sejak diterbitkan pertama kali pada tahun 2011, Acuan Alokasi Risiko selalu diperbaharui dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak termasuk para
pemilik proyek (Penanggung Jawab Proyek Kerja sama/ PJPK) dan pengalaman dalam menangani proyek-proyek KPBU. Ke depan, diharapkan manfaat Acuan
Alokasi Risiko harus bisa dirasakan oleh pihak swasta terutama investor dan pemilik dana untuk memberikan kenyamanan dalam menanamkan investasinya.

Merespon kondisi pandemi Covid-19 ini, perlu saya sampaikan bahwa, manfaat dari acuan alokasi risiko telah dirasakan. Tidak dapat.dipungkiri bahwa beberapa
proyek infrastruktur yang melibatkan pembiayaan swasta berpotensi terdampak dengan situasi ini. Dengan adanya acuan alokasi risiko, respon Pemerintah dalam
melakukan monitoring dan koordinasi untuk memitigasi risiko-risiko utamanya risiko force majeure yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, bisa dilakukan secara



lebih terukur dan akuntabel. Lebih lanjut, mekanisme yang dibangun PT PIl dapat dimanfaatkan secara efektif guna memastikan keberlangsungan proyek infrastruktur
yang dijamin sehingga kita mampu melalui masa pandemi Covid-19 ini.

Ke depan, Pemerintah akan berfokus pada penanganan pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19. Pembangunan infrastruktur diharapkan menjadi
backbone dari kegiatan pemulihan dimaksud hal mana skema KPBU akan digunakan secara signifikan untuk mengurangi tekanan pada APBN dan mengoptimalkan
belanja Pemerintah untuk infrastruktur. Oleh karena itu, Acuan Alokasi Risiko ini harus diikuti oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah terutama bagi para pemilik
proyek (PJPK/ Calon PJPK). Lebih lanjut, PT PII juga diminta dapat secara efektif mengkomunikasikan Acuan Alokasi Risiko ini kepada calon investor dan pemilik
dana lainnya sehingga Acuan Alokasi Risiko yang diterbitkan ini dapat menjadi jembatan bagi pihak publik dan swasta untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan
infrastruktur.

Jakarta, April 2020

Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Republik Indonesia



KATA PENGANTAR

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah keterbatasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah terus mendorong berbagai bentuk alternatif pembiayaan maupun skema pembiayaan kreatif, antara lain dengan
meningkatkan partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur nasional melalui dukungan kebijakan, instrumen, dan kerangka fiskal Pemerintah.

Sebagai salah satu bentuk dukungan tersebut, pada tanggal 30 Desember 2009 Pemerintah Indonesia T melalui Kementerian Keuangan RI i membentuk PT
Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII), sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertugas untuk memberikan penjaminan atas proyek
infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).

Memegang mandat sebagai pelaksana satu pintu dalam penyediaan penjaminan, PT Pll memiliki peran utama dalam mendukung percepatan penyediaan infrastruktur
yang berkelanjutan untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pemberian penjaminan juga diharapkan dapat memberikan nilai
tambah bagi pembangunan infrastruktur yang yang memiliki dampak kemanfaatan yang paling besar kepada masyarakat Indonesia, melindungi kepentingan
Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur melalui proses yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan dari para investor dengan memberikan
kenyamanan berinvestasi dan kepastian pembayaran atas klaim risiko dari sisi Pemerintah atas suatu proyek infrastruktur yang dikerjasamakan.

Sejalan dengan pesatnya pembangunan infrastruktur dan semakin terbangunnya kepercayaan atas skema KPBU, pada tahun 2018 PT PIl juga mendapatkan mandat
baru untuk mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK.08/2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan
Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman
dan/ atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur, serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.08/2018 tentang
Fasilitas Untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Melalui PT PII, penjaminan Pemerintah disediakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian lebih dalam mencapai financial closing (pemenuhan pembiayaan)
proyek, melalui peningkatan kelayakan kredit atau bankability dari proyek-proyek KPBU. Model bisnis PT PII sangat terkait erat dengan kerangka regulasi KPBU dan
penjaminan saat ini, yang harus menekankan pada:

1 Kelayakan proyek (teknis, legal, ekonomi, finansial, sosial, dan lingkungan);

1 Kesiapan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk implementasi skema KPBU; dan

1 Kemampuan PJPK untuk mengelola risiko proyek yang dialokasikan secara wajar kepada mereka.

Sehubungan dengan penekanan pada alokasi risiko yang wajar, keberadaan Buku Acuan Alokasi Risiko yang sudah diterbitkan dalam edisi ke-11 ini menjadi sangat
penting sebagai referensi utama dalam mengevaluasi dan mengalokasikan risiko untuk keperluan penyediaan penjaminan infrastruktur sesuai amanat regulasi. Acuan
ini juga dimaksudkan untuk menjadi referensi utama bagi:

1 PJPK dalam menyiapkan Perjanjian KPBU dan Usulan Penjaminan (UP) yang akan dievaluasi PT PIl untuk perolehan penjaminan; dan

1 Investor dan lembaga pembiayaan dalam mengevaluasi potensi investasi dan pembiayaan untuk proyek-proyek KPBU di Indonesia.

Acuan ini dapat digunakan dalam setiap tahapan KPBU mulai dari perencanaan, penyiapan, transaksi, pemenuhan pembiayaan, konstruksi sampai ke tahap operasi
komersial proyek. Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam penerapannya, beberapa alokasi risiko dapat berbeda dari penjabaran di dalam acuan ini, mengingat
adanya kondisi spesifik suatu proyek atau sektor tertentu, atau terkait posisi komersial yang disepakati para pihak. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.
260 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 8 Tahun 2016, bahwa acuan ini akan dilakukan peninjauan secara berkala
paling kurang sekali dalam jangka waktu 12 bulan, dengan menggalang masukan dari internal PT PIl dan pemangku kepentingan.

Vi



Kami berterima kasih kepada seluruh pihak; pemegang saham, para pemangku kepentingan, maupun mitra kerja PT PIl yang selama ini telah membantu dalam
mewujudkan, memberikan saran dan masukan dalam penerbitan buku Acuan Alokasi Risiko ini.

Harapan kami buku Acuan Alokasi Risiko ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat luas dalam mendorong pengembangan
infrastruktur di Indonesia.

Muhammad Wahid Sutopo

Direktur Utama
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)
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DEFINISI DAN ISTILAH UMUM

(0]0)

l

BOT

BOOT

(og)
(@

Financial Close

IIGF

Konsesi Penuh

KPBU

Off-taker

PJPK

Build Own Operate - suatu kontrak KPBU dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi, operasi dan memiliki suatu
fasilitas infrastruktur selama kontrak dan hingga setelah kontrak tersebut berakhir.

Build Operate Transfer i suatu kontrak KPBU dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi dan operasi suatu fasilitas
infrastruktur, termasuk pengalihan kepemilikan setelah kontrak tersebut berakhir dari pihak swasta ke pihak pemerintah.

Build Own Operate Transfer - suatu kontrak KPBU dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi, operasi dan memiliki
suatu fasilitas infrastruktur selama kontrak dan selanjutnya melakukan pengalihan kepemilikan pada saat kontrak tersebut berakhir.

Badan Usaha; Badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD), dan koperasi, yang merupakan mitra PJPK/Government Contracting Agency (GCA) dalam perjanjian KPBU. Juga dikenal sebagai
Project Company (PC).

Suatu tanggal dimana semua perjanjian dan dokumentasi finansial proyek ditandatangani para pihak, dan prasyarat (conditions precedent)
untuk penarikan pinjaman telah dipenuhi.

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund atau PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) i suatu entitas berbentuk BUMN yang
berdasarkan regulasi bertanggung jawab dalam penyediaan penjaminan infrastruktur

Suatu kontrak KPBU dimana pihak swasta bertanggung jawab terhadap desain, konstruksi dan operasi suatu fasilitas infrastruktur dan pihak
pelanggan retail/pengguna akhir (publik) membayar layanan infrastruktur secara langsung kepada pihak BU yang telah diberikan izin
pengusahaan selama jangka waktu tertentu oleh PJPK.

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri
/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber
daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak. KPBU dikenal juga sebagai Public-Private Partnership (PPP).

Pembeli layanan infrastruktur dalam suatu perjanjian KPBU (biasanya berupa suatu perusahaan utilitas sektor publik)

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PIJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, atau Badan Usaha
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dikenal juga sebagai Contracting Agency (CA) atau Public Authority (PA) atau Implementing Agency (IA).
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1 KPBU di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

PRAKARSA PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN IMPLEMENTASI KPBU

Indonesia menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur, termasuk keterbatasan anggaran pemerintah. Ratusan triliun rupiah diharapkan akan
datang dari sektor swasta dalam beberapa tahun ke depan untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Terkait kebutuhan ini, pemerintah Indonesia telah
menyediakan kerangka peraturan dan kelembagaan untuk menarik minat sektor swasta dalam berpartisipasi di proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPBU.

Mengutip Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, skema KPBU diharapkan menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan yang
bersifat pemulihan pembiayaan (cost-recovery) khususnya di daerah-daerah dimana daya beli masyarakat sudah mampu untuk melaksanakan prinsip pengguna
membayar (user pay principle) seperti di kawasan perkotaan. Pendanaan publik akan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan di daerah-daerah yang
masyarakatnya berpenghasilan rendah, daerah prioritas percepatan pembangunan dan pada layanan yang bersifat sosial atau non-cost recovery. Kebijakan
pendanaan juga akan diarahkan untuk membuka peluang adanya kombinasi pembiayaan (hybrid financing) yang menggabungkan potensi pendanaan dari sektor
publik, swasta maupun masyarakat. Kombinasi pembiayaan tersebut akan dilakukan dalam berbagai skema pembiayaan kreatif (innovative financing scheme) dalam
upaya mempercepat pembangunan di berbagai bidang.

Dalam konteks pemberian dukungan fiskal untuk proyek infrastruktur tersebut, pada bulan Desember 2009 Pemerintah telah mendirikan PT. Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (Persero) (PT PII), atau Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), sebuah Badan Usaha Milik Negara/BUMN yang diberi tugas menyediakan
penjaminan bagi pihak swasta akibat risiko tidak dipenuhinya kewajiban finansial pihak pemerintah/PJPK dalam kontrak KPBU yang dipicu pelanggaran kontrak
serta perubahan peraturan dan perundangan. PT PIl dan penjaminan infrastruktur ditujukan untuk membawa kenyamanan investasi bagi badan usaha dan pemberi
pinjaman, sehingga diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek KPBU di Indonesia.

1 KERANGKA REGULASI PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA

Dalam rangka meningkatkan kelayakan kredit (creditworthiness) proyek sebagai upaya mendorong partisipasi sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur,
Jaminan Pemerintah dapat diberikan kepada proyek infrastruktur yang dilaksanakan berdasarkan skema KPBU sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden
No0.38 tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastrutur (i R e g uKPRUD)i Sebagaimana diatur dalam peraturan
tersebut, pemberian jaminan pemerintah dapat diberikan oleh Menteri Keuangan melalui BUMN yang didirikan oleh Pemerintah untuk melaksanakan penjaminan
infrastruktur (Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur/BUPI). Berdasarkan PP N0.35/2009, PT PII didirikan sebagai BUPI melalui penanaman modal negara dengan
tujuan menyediakan penjaminan infrastruktur.

Pemberian penjaminan infrastruktur melalui PT PII diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden No.78 tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (fPerpres 78/201009, dan Peraturan Menteri Keuangan
N0.260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (fPMK 260/20109.

Dalam buku ini, kedua regul asi tersebut ke mudi a rBeladjutrg/ag Pamerintahenielalg ®ératurarRMentarl a s i

Keuangan No.223/PMK.011/2012 telah menerbitkan regulasi tentang penyediaan dukungan kelayakan (viability gap fund) sebagai salah satu bentuk dukungan
pemerintah terhadap proyek yang memiliki kelayakan ekonomi yang baik namun kelayakan finansialnya terbatas. Terakhir, sebagai payung hukum pelaksanaan
skema Pembayaran Ketersediaan Layanan (Availability Payment / AP) untuk Proyek KPBU, Pemerintah mengeluarkan PMK No. 190/PMK.08/2015 tentang
pembayaran ketersediaan layanan dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sebagai acuan bagi
Kementerian/Lembaga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 96 tahun 2016 tentang Pembayaran Ketersediaan Layanan Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah
Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Di Daerah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah.




2 KPBU di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

PMK 260/2010 pasal 11 mengamanatkan diterbitkannya suatu acuan mengenai kategori dan distribusi risiko infrastruktura nt ar a sekt or publ i k dze
AlokasiRi si koo atau singkatnya i Ac PIPKdaam maembuatdParjanjian KPBW knengajukan &sulan Pergaminan ( i U 8ntulk Proyek

KPBU kepada PT PII, serta rujukan bagi Badan Usaha ( fi B Unduk ikut menanamkan modal dan perbankan untuk mendanai proyek KPBU. Perlu dicatat bahwa

dalam penerapannya, beberapa alokasi risiko dapat berbeda dari penjabaran di dalam acuan ini, mengingat adanya kondisi spesifik suatu proyek atau sektor tertentu,

praktek yang berlaku umum, konteks regulasi di masing-masing sektor atau terkait posisi komersial yang disepakati para pihak.

Acuan Alokasi Risiko ini disusun melalui konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan utama (key stakeholders) antara lain Kementerian Keuangan,
Bappenas, BKPM, PJPK terkait (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah), investor/pengembang, perbankan, lembaga bilateral, lembaga multilateral, dan
pihak-pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang Risiko Infrastruktur. Acuan ini bersama Acuan Penyediaan Penjaminan Infrastruktur (Guarantee Provision
Guideline) merupakan bagian dari rangkaian publikasi oleh PT PII dan juga menjadi referensi utama bagi PT PIl dalam penyediaan penjaminan infrastruktur untuk
proyek KPBU di Indonesia.

2 STRUKTUR PROYEK KPBU DI INDONESIA

Identifikasi risiko-risiko infrastruktur dalam Acuan ini mengacu kepada struktur KPBU yang dapat berlaku menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
Dengan demikian, selain dari struktur KPBU secara umum yang dapat berlaku lintas sektor, diidentifikasi pula secara spesifik sektor-sektor KPBU yang termasuk
dalam Acuan ini yaitu:

1. Sumber Daya Airdan 5. Konservasi Energi 9. Pelabuhan 13. Kesehatan 17. Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan
Air Minum 6. Minyak dan Gas Bumi 10. Telekomunikasi 14. Pendidikan 18. Pemasyarakatan

2. Limbah 7. Kereta Api 11. Fasilitas Perkotaan 15. Olahraga 19. Kawasan

3. Jalan 8. Bandara 12. Perumahan Rakyat 16. Pariwisata

4. Ketenagalistrikan

Penambahan identifikasi juga dilakukan untuk Proyek Gabungan (Bundling Project) yaitu proyek gabungan 2 jenis infrastruktur.

2.1 Struktur Proyek KPBU secara Umum

Berdasarkan Regulasi KPBU, mengacu pada regulasi sektor terkait, PJPK adalah Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, dan dalam hal peraturan
perundang-undangan penyediaan infrastruktur publik diselenggarakan atau dilaksanakan oleh BUMN/BUMD, maka PJPK proyek sektor tersebut adalah Direksi
BUMN/BUMD. PJPK beserta institusi publik yang mempengaruhi KPBU merupakan pemangku kepentingan dari sisi Pemerintah. Dalam Acuan ini, struktur
yang disajikan merupakan bentuk generik yang hanya merupakan referensi dan tidak bersifat kaku, dengan mempertimbangkan dinamika peraturan perundang-
undangan, serta situasi dan kondisi spesifik dalam proyek yang ditinjau.

Selanjutnya, elemen pemangku kepentingan dari sektor swasta secara umum dibagi atas Badan Usaha (BU), pendukung aspek konstruksi dan operasi, dan
pendukung aspek pembiayaan. BU merupakan Badan Usaha Pelaksana yaitu pihak yang melakukan kontrak KPBU dan bertanggung jawab atas infrastruktur
dan layanan yang diberikan sesuai dengan spesifikasi keluaran yang termaktub di dalam kontrak. Pendukung aspek konstruksi dan operasi, terdiri atas
konsultan desain, kontraktor, dan operator. Fungsi konsultan desain dan kontraktor dapat disatukan dengan memilih Perusahaan Rekayasa, Pengadaan, dan
Konstruksi (Engineering, Procurement, Construction i EPC). Pihak pendukung aspek konstruksi dan operasi melakukan perikatan kontrak kerjasama dengan
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BU yang bertujuan agar infrastruktur yang tersedia dan layanan yang diberikan sesuai kontrak KPBU. Pendukung aspek pembiayaan terdiri atas Sponsor
Proyek dan Pemberi Pinjaman (Lenders). Sponsor Proyek adalah perorangan/perusahaan tunggal/konsorsium perusahaan/koperasi yang memberikan
pemodalan di BU sesuai dengan persyaratan kontrak KPBU, atau disebut juga investor. Umumnya, pembiayaan proyek tidak akan sepenuhnya bersumber dari
modal, tetapi terdapat juga pembiayaan dari Lenders. Lenders merupakan institusi keuangan atau perbankan baik tunggal maupun sindikasi yang memberikan
pinjaman untuk pembiayaan proyek. BU melakukan perjanjian pinjaman dengan Lenders yang bertujuan agar pembiayaan proyek dapat terpenuhi dan BU
dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Terpenuhinya kebutuhan pembiayaan proyek (financial close) merupakan faktor
kunci untuk awal dan keberlanjutan suatu proyek. Oleh karena itu, financial close menjadi salah satu indikator yang harus dipenuhi di dalam Conditions
Precedent (CP) sebelum dimulainya kontrak secara efektif. Pemerintah juga dapat memberikan berbagai bentuk dukungan diantaranya dukungan kelayakan
(Viability Gap Funding 1 VGF), insentif perpajakan, dukungan pembangunan sebagian konstruksi, dan bentuk-bentuk lainnya. Selain itu, jaminan pemerintah
juga diberikan bagi proyek-proyek yang membutuhkan melalui PT PII.

Berdasarkan Perpres 38/2015, pengembalian investasi BU dapat bersumber dari pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif (user payment), pembayaran
ketersediaan layanan (Availability Payment / AP), dan/atau bentuk lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Pada Proyek
KPBU dengan skema pembayaran AP, BU hanya boleh menerima pembayaran AP saja, tidak boleh dari sumber lain. Pendapatan dari sumber lain menjadi
milik atau harus disetorkan kepada PJPK. Adapun untuk skema pembayaran user pay atau bentuk lain, BU dapat menerima salah satu atau gabungan kedua
skema pembayaran sesuai dengan lingkup tugas di dalam Proyek KPBU.

Untuk keperluan penyusunan acuan ini, struktur KPBU diklasifikasikan berdasarkan sifat dari pelayanan dan pembagian risiko yang termuat dalam kontrak
KPBU. Modalitas yang merupakan struktur proyek KPBU dasar adalah struktur berbasis-penggunaan layanan infrastruktur (Usage-based PPP) dan struktur
berbasis-ketersediaan layanan infrastruktur (Availability-based PPP), dimana aplikasinya berdasarkan suatu kajian opsi skema kerjasama untuk merumuskan
suatu business case terhadap lingkup proyek.

2.1.1 Struktur berbasis-penggunaan layanan infrastruktur (Usage-based PPP)
Dalam struktur ini, lingkup penyediaan infrastruktur yang dikerjasamakan
e meliputi seluruh peran atau pekerjaan yang sebelumnya menjadi tanggung
jawab sektor publik. Sebagaimana terlihat dalam diagram di bawah ini, BU
secara langsung menyediakan layanan infrastruktur kepada pelanggan

. retail/pengguna akhir, dimana pemerintah lebih berperan sebagai regulator.

Sektor Publik

Sektor Swasta

Struktur ini kerap disebut juga sebagai model Konsesi Penuh (di Indonesia
di kenal |l uas sebagai mod el iKonsejaland) d:
tol, sektor transportasi (misal kereta api, pelabuhan) dan sektor utilitas (misal air

Kontrak Pembiayaan :
Konsultan Desain Desain Ekuitasl—', Financial
BADAN USAHA | . . . . .
limbah). Seperti terlihat dalam gambar di samping, PJPK secara kontraktual

Pemb\ayaanl_i Lenders Close
Penjaminan | sepakat untuk memberikan suatu hak pengusahaan/konsesi atas penyediaan

e
_Operator . |
B T layanan infrastruktur secara keseluruhan selama periode kontrak yang

Tarif

t " : , ! ? _ t disepakati. Dalam sektor tertentu dimana pengusahaan sepenuhnya oleh
onstruksi dan Operasi .
engguna

swasta masih dianggap sensitif (misalnya: air minum), implementasi skema ini

S—

i
\,

Gambar 1. Struktur berbasis-penggunaan (Usage-based PPP atau wholesale infrastructure)
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perlu dicermati lebih seksama terutama dalam penyusunan perjanjian kerjasama termasuk cakupan pengusahaan suatu wilayah tertentu yang belum dijangkau
layanan eksisting oleh entitas sektor publik.

2.1.2 Struktur berbasis-ketersediaan layanan infrastruktur (Availability-based PPP)

Dalam struktur ini, lingkup penyediaan infrastruktur yang dikerjasamakan hanya meliputi sebagian dari seluruh peran atau pekerjaan yang sebelumnya menjadi
tanggung jawab sektor publik. Kebanyakan dari layanan jenis ini mencakup sebagian dari proses bisnis pelayanan infrastruktur tersebut. Jenis penyediaan
pelayanan tersebut dapat berupapeny edi aan unit pemban gpenyddibap gamsmesihahan békad dntilsfasilitast kanst@Rsi,dan operasi
dari fasilitas pendukung layanan utama (seperti di sektor pendidikan dan kesehatan), atau distribusi output fasilitas menuju jaringan utama ke pelanggan.
Seperti terlihat pada diagram, BU menerima pembayaran berkala dari

selain BUEK PJPK selama periode kontrak atas ketersediaan fasilitas dan layanan
infrastruktur. Komponen pembayaran berkala ini meliputi pengembalian
investasi (CAPEX), biaya operasional dan pemeliharaan (OPEX), dan
Return on Investment (ROI). Adapun pengguna jasa membayar jasa
layanan kepada Pemerintah dan dapat juga melalui unit kerja yang
pengelolaannya menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (PPK BLU).

Kontrak Kinerja

Collecting Unit

Transaksi TarifT Sektor Publik

Sektor Swasta

Pengguna
Pelayanan

Pembiayaan

Kontrak e Skema kontraktual tipe ini diterapkan pada bentuk Build Operate Transfer
'—l BADAN USAHA Financial } (BOT) atau bentuk lain yang diperbolehkan secara peraturan perundang-

Cl - . . . . .
( <onvatcor Kontusi |<J onrak . e undangan selama status kepemilikan aset di akhir masa konsesi menjadi
ontruksi

[ Operator ] Penjaminan. milik pemerintah. Dalam skema tersebut, BU biasanya bertanggung jawab
ontrak Gperast atas desain, konstruksi, pembiayaan, dan operasional dan pemeliharaan

(O&M) dari fasilitas yang keluarannya digunakan/dibeli oleh PJPK.
T—( Konstruksi dan Operasi ’—T

Gambar 2. Struktur berbasis-ketersediaan (Availability-based PPP atau retail
infrastructure)

[]

|

Lenders

—————————

2.1.3 Struktur berbasis kontrak operasi dan pemeliharaan (O&M contract)

Sebagai tambahan terhadap 2 (dua) struktur dasar proyek KPBU, mengacu juga ke regulasi KPBU dan terkait potensi implementasi khususnya di sektor
transportasi, kontrak Operasi dan Pemeliharaan (O&M contract) juga akan didiskusikan lebih jauh dalam acuan ini. Mengingat skema ini tidak mencakup
pelaksanaan dan pembiayaan konstruksi fasilitas, kontrak O&M dapat mengacu pada suatu kontrak dimana BU adalah pihak yang diberikan hak untuk
mengelola (dalam kasus tertentu: menyewa) fasilitas dengan tanggung jawab untuk pengoperasian, pemeliharaan dan peremajaan tertentu dari fasilitas
infrastruktur tersebut.

Selama kontrak berlangsung, BU berkewajiban yang menyediakan layanan infrastruktur, namun kepemilikan dari fasilitas tersebut berada pada sektor publik
sebagai pihak yang melakukan investasi modal (capital investment). Di negara lain, Kontrak O&M dapat berbentuk sebagai affermage contract dan lease
contract. Persamaan keduanya adalah pemerintah melakukan investasi atas aset layanan, akan tetapi alokasi risiko pengumpulan tarif yang juga berdampak
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kepada pembayaran biaya sewa aset menentukan jenis kontrak yang diterapkan, yaitu affermage contract (risiko pemerintah dan biaya sewa tergantung tingkat
keberhasilan pengumpulan tarif) dan lease contract (risiko BU dan biaya sewa fix, tidak tergantung tingkat keberhasilan pengumpulan tarif). Berikut ini ringkasan
fitur-fitur struktur KPBU dasar yang dibahas di atas.

Tabel 1. Fitur-fitur dari Opsi Struktur KPBU

Lingkup Availability-based Usage-based 0&M

Kepemilikan aset selama kontrak Swasta Swasta (kec. Build Transfer Operate) Pemerintah

Investasi/Pendanaan Swasta Swasta Pemerintah

Konstruksi Swasta (+Pemerintah, jika Swasta (+Pemerintah) Pemerintah

proyek daerah)

Operasi & Pemeliharaan Swasta Swasta Swasta

Pelayanan dan pengutipan tarif pelanggan Swasta/Pemerintah Swasta Swasta/Pemerintah

retail/pengguna akhir (tergantung lingkup proyek) (tergantung lingkup proyek)

Horison Waktu (tipikal; sesuai sektor) <20 tahun 20-50 tahun 5-15 tahun

Pelanggan Pembeli tunggal/PIPK Pelanggan ritel/Pengguna Akhir Pembeli tunggal/PJPK atau Pelanggan
ritel/Pengguna Akhir

Sumber Arus Kas Pembayaran oleh PIPK Pembayaran dari pelanggan Persentase pendapatan dari tarif

2.2 Struktur KPBU pada masing-masing Sektor Infrastruktur

2.2.1  Struktur KPBU Sektor Sumber Daya Air dan Air Minum

Struktur KPBU di sektor sumber daya air dan air minum mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku terkait sistem penyediaan
air minum serta Regulasi KPBU. Merujuk kepada PP No. 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air, pengusahaan sumber
daya air termasuk penyediaan prasarana Sumber Daya Air (misal bendung dan bendungan) untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber
Daya Air guna mendukung berbagai jenis kegiatan usaha. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton,
dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan
menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk. Selanjutnya, PP No. 37 tahun 2010 tentang
Bendungan menyatakan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah sebagai Pemilik Bendungan menunjuk Pengelola Bendungan yang
berbentuk unit pelayanan teknis/daerah atau BUMN/D. Dalam hal Pemilik Bendungan adalah Badan Usaha, Badan Usaha menunjuk Pengelola
Bendungan dan unit pengelola bendungan. Dalam skema KPBU, Pemilik Bendungan selama masa kerjasama adalah Badan Usaha, sehingga tanggung
jawab sebagai Pemiliki Bendungan melekat kepada Badan Usaha.

Air Minum

Terkait pengelolaan air minum, merujuk kepada PP No. 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, BUMN/BUMD (PDAM atau PDAB) di
bidang air minum merupakan PJPK pengembangan SPAM. Dalam hal kemampuan pembiayaan BUMN/BUMD untuk memenuhi kebutuhan
Penyelenggaraan SPAM dengan jaringan perpipaan di dalam maupun di luar daerah pelayanannya belum memadai, BUMN/BUMD dapat melakukan
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kerjasama dengan BU berdasarkan prinsip yang meliputi: Surat Izin Pengambilan Air dimiliki oleh BUMN/BUMD dan Penyelenggaraan SPAM yang

dilakukan mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah. Kerjasama dengan BU hanya dapat dilakukan dalam bentuk:

1. investasi Pengembangan SPAM dan/atau Pengelolaan SPAM terhadap unit air baku dan unit produksi;

2. investasi unit distribusi yang selanjutnya dioperasikan dan dikelola oleh BUMN/BUMD yang bersangkutan; dan/atau

3. investasi teknologi pengoperasian dan pemeliharaan dalam rangka mengupayakan Penyelenggaraan SPAM yang efektif dan efisien dengan
mekanisme kontrak berbasis kinerja.

Sejalan dengan regulasi dan implementasi proyek saat ini, struktur KPBU yang dapat diterapkan hanya berupa struktur berbasis ketersediaan dengan skema
BOT. Dalam hal kemampuan finansial PDAM belum memadai dan untuk memberikan kenyamanan investasi bagi BU, Kepala Daerah dapat dilibatkan di dalam
perjanjian KPBU sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan struktur Proyek KPBU SPAM saat ini, keterlibatan Kepala Daerah/Pemerintah Daerah dapat
berupa pemberian dukungan finansial/non-finansial kepada PDAM sebagai PJIPK Proyek KPBU SPAM. Pemberian dukungan finansial/non-finansial ini dapat
dinyatakan di dalam surat Kepala Daerah.

2.2.1.1.

BOT Bendungan

Pihak swasta dapat melakukan investasi dengan membangun, mengoperasikan dan memelihara bendungan. Berdasarkan perjanjian kerjasama, BU
akan mendapatkan pembayaran berupa Availability Payment.

+ Penyaluran air
« Pengutipan retribusi

UPT/D atau
BUMN/D

—

v

Konsumen
Residensial/
Industri

Pendapatan T—{ Konstruksi dan Operasi ’_ .........
Output 1

Konsultan Desain
Kontraktor Kontruksi

AP

BANGUN GUNA SERAH 1 Sektor Publik
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~----| Kontrak KPBU ———
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Gambar 3. Struktur BOT Bendungan

Gambar 3 merupakan bentuk generik skema BOT Bendungan
dengan Menteri / Kepala Daerah selaku PJPK. Dalam hal ini, BU
disyaratkan di dalam kontrak untuk membangun, mengoperasikan,
dan memelihara bendungan sesuai tingkat layanan yang diinginkan
PJPK.

Hal penting lainnya, salah satu kunci sukses transaksi proyek adalah
data dan informasi yang handal dan akurat, khususnya mengenai
topografi, kondisi geologi, hidrologi, hidroorologi, tutupan vegetasi,
erositivitas, kependudukan, sosial, ekonomi, dan budaya, harus
disediakan oleh Pemerintah. Selain itu, mengingat risiko pengelolaan
bendungan ini cukup tinggi, khususnya bendungan air (risiko
pengisian awal), komitmen kebijakan tata ruang di hulu menjadi
sangat penting.
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2.2.1.2. BOT dan/atau ROT Air Minum

Pihak swasta dapat melakukan investasi pada salah satu atau kombinasi dari membangun dan/atau merehabilitasi, mengoperasikan dan memelihara
unit air baku dan unit produksi, membangun unit distribusi, dan/atau mengadakan, mengoperasikan dan memelihara sistem teknologi operasi dan
pemeliharaan, tetapi tidak menanggung risiko permintaan atau tugas penagihan biaya ke pelanggan. Berdasarkan perjanjian kerjasama, BU akan
mendapatkan pembayaran dari PIJPK atas air curah (yang telah diolah) yang disalurkan kepada PJPK. Pembayaran t er sebut Takeendpa t
Payo a fTakeior Rayo .

Gambar 4 merupakan bentuk generik skema BOT dan/atau ROT Air

BUMN/BUMD sebagai

+ Perjanjian PJPK Minum dengan PDAM/PDAB selaku PJPK. Dalam hal ini, BU

- Transate) Sesuai disyaratkan di dalam kontrak untuk dapat menyediakan pelayanan

et R sejumlah kuantitas tertentu, dengan kualitas pelayanan yang

eKtor Fubli . . . . . .

. BANCUNGUNA SERAH e o dipersyaratkan, dan kontinuitas yang terjamin selama masa operasi.

(BOT dan/atau ROT) Sektor Swasta

Kontrak KPBU

o e

Pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota merupakan tanggung
jawab Pemerintah Provinsi, seperti Proyek SPAM Regional Umbulan.

A\

Pelanggan
Modifikasi skema BOT dapat juga dalam bentuk penggabungan
dengan skema ROT (Rehabilitate-Operate-Transfer) atas fasilitas yang
ada. Proyek KPBU SPAM Pekanbaru menggunakan skema ROT dan
BOT+, karena juga terdapat lingkup bangun serah jaringan distribusi.
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Hal penting lainnya, kunci sukses transaksi proyek adalah pihak
swasta (terutama lender) perlu diyakinkan bahwa PJPK memiliki

T_( Konstruksi dan Operasi ’_T kelayakan kredit yang baik untuk melakukan pembayaran tarif layanan

secara periodik selama masa kontrak.

Operator Kontrak Operasi

IV}

Gambar 4. Struktur BOT dan/atau ROT Air Minum

2.2.2  Struktur KPBU Sektor Persampahan dan Limbah

Dalam sektor pengelolaan limbah struktur proyek dapat menggunakan struktur KPBU berbasis ketersediaan (AP) dengan skema BOT. Adapun untuk sektor
pengelolaan persampahan dapat menggunakan struktur KPBU berbasis penggunaan ataupun ketersediaan dengan skema BOT atau BOOT. Mengacu pada
regulasi, pihak yang dapat menjadi PJPK dalam sektor ini adalah Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (misal pemerintah kabupaten, kota atau provinsi)
tergantung dari lingkup proyek yang dikerjasamakan.
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2.2.2.1. BOT/BOOT Persampahan

Mengacu pada Regulasi KPBU saat ini, salah satu ruang lingkup yang dapat dikerjasamakan adalah pengolahan sampah sisi
hilir, yaitu pembangunan dan pengelolaan fasilitas pengolahan sampah di Tempat Pengelolaan Akhir (TPA). Selain diperbolehkan
secara regulasi, lingkup kerjasama pengelolaan sampah di sisi hulu (pengangkutan sampah) atau hilir (pengelolaan akhir) cukup
diminati investor.

-

Persampahan

STRUKTUR BOT/BOOT

. . DPRD
Pengambilan sampah, PJPK
SKPD/UPTD

+ A

1 1 .

1 BANGUN GUNA SERAH | Sekior Publik
E BOT (Built Operate Transfer) i Soltor Swastn
] 1

\ H

Tinping Fee -----| Konfrak KPBU ==

Pembiayaan

- Kontrak Ekuitas |
BADAN USAHA i C;;ascha
Koniraktor Koniruksi <J Konirak - |—| Lenders
T——— ] Koniruksi Pembiayaan |
R Fen!gmlnan *,
Op I Konirak Operas]

T—{ Konstruksi dan Operasi }—?

Gambar 5. Struktur BOT/BOOT Pengelolaan Sampah

e ——————

Pemerintah Daerah selaku PJPK (umumnya selaku penyedia sampah dan pengumpul pembayaran dari pelanggan domestik dan non-domestik)
memberikan pembayaran atas pelayanan yang diberikan BU baik dalam pengangkutan maupun di TPA berupa tipping fee atau bea gerbang.
Tergantung jenis teknologi yang diterapkan, output dari proses yang dilakukan oleh BU dapat dimanfaatkan atau dijual untuk menghasilkan pendapatan
tambahan kepada BU.
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2.2.2.2. BOT Pengelolaan Air Limbah (Terpusat atau Setempat)

Sebagaimana  sektor  persampahan, _

. ) « Pengumpulan limbah
proyek pengelolaan air limbah dapat + Pengutipan retribusi
dilaksanakan dengan struktur BOT. Dalam | oo e ter h]
hal ini BU hanya bertanggung jawab dalam e e e

T pembangunan, pengoperasian dan e
Air Limbah Terpusat

Kepala Daerah/BUMD
sebagai PJPK

BANGUN GUNA SERAH
| N . (BOT/Built Operate Transfer)
pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Konsumen
Limbah (IPAL), sedangkan pembangunan, (ke ~---{ KonmakkpBU |----
pengoperasian dan pemeliharaan jaringan perpipaan utama
maupun pengumpul, hingga penagihan ke pelanggan retail

biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah Akan tetapi lingkup

ini dapat berubah tergantung dari karakter konsumen yang

dilayani (residensial/industri).

Pemerintah Daerah selaku PJPK memberikan pembayaran atas T—{ Konstruksi dan Operasi ’—T
pelayanan yang diberikan fasilitas BU. Pada akhir masa kontrak

BOT, kepemilikan dari infrastruktur dialihkan kepada PIPK. Gambar 6. Struktur BOT Pengelolaan Air Limbah

Sektor Publik

Sektor Swasta

e
(R ——

Pembiayaan #

Kontrak Ekuitas

Desain

Sponsor Proyek 3 .
Financial
Close
| Lenders I

BADAN USAHA

1

Kontrak

Kontruksi Pembiayaan

1
S 1
Penjaminan

Nmm—mm e

Kontrak Operasi

Berbeda dengan pengolahan sampah, keluaran dari pengolahan air limbah masih berupa air dan lumpur (sludge). Pemanfaatan hasil pengolahan air
limbah hanya dapat digunakan untuk lingkungan sekitar, belum menjadi komoditas yang dapat menambah pendapatan.

2.2.3 Struktur KPBU Sektor Jalan

KPBU dapat dilakukan untuk sektor jalan tol, seperti yang sudah berlangsung selama ini, dan juga untuk sektor jalan non-tol. Pada sektor
jalan tol, selama ini KPBU dilakukan melalui skema berbasis penggunaan. PJPK dalam sektor jalan tol adalah Badan Pengatur Jalan Tol
(BPJT), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atas nama Menteri. Adapun untuk sektor jalan non-tol, skema KPBU
berupa skema berbasis ketersediaan layanan infrastruktur. PJPK dalam sektor jalan non-tol merujuk kepada kelas jalan (jalan nasional,
jalan provinsi, jalan kabupaten/kota).

Pada sektor jalan tol juga dikenal dengan skema Supporting BOT (SBOT), yaitu untuk proyek jalan tol skema BOT yang mendapatkan
dukungan pemerintah dalam bentuk dukungan konstruksi atau pembangunan ruas tertentu dari jalan tol tersebut. Skema ini juga disebut skema Kombinasi
Konsesi Penuh dan O&M (Hybrid).
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2.2.3.1. BOT Jalan Tol

Pada struktur ini, pengguna membayar atas pelayanan jalan

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)

tol kepada BU selaku pemegang (hak) Konsesi Penuh yang s=hagallE RtV piey

bertanggung jawab untuk melakukan desain, konstruksi,
operasi dan pemeliharaan fasilitas hingga akhir masa kontrak.
Konsesi biasanya diberikan kepada BU dengan struktur BOT.

Sektor Publik

Sektor Swasta

Risiko permintaan dan risiko terkait tarif adalah risiko yang

menjadi fokus perhatian BU. Untuk ruas jalan baru dimana

volume pengguna kendaraan masih terbatas dan tidak pasti, [ Konsultan Desain ]‘—| Secan
pihak BU biasanya memerlukan dukungan fiskal terhadap [Komrakmr Kontruksi ].J Kontake :
risiko permintaan, baik langsung maupun tidak langsung. [ I

Operator ) <
J Kontrak Operasi

T—( Konstruksi dan Operasi ’—T

Pengguna Jalan

Tol

> BADAN USAHA

Pembiayaan

/ \
Ekuit H [
das__ [ Sponsor Proyek ] _ o

| ! Financial |

L Close i
Pembiayaan : [ Lenders ] !
Penjaminan [y H

* Pelayanan
* Transaksi sesuai tarif

Gambar 6. Struktur Konsesi Penuh Jalan Tol

2.2.3.2. O&M Jalan Tol

Dalam skema ini, lingkup KPBU adalah pengoperasian dan Komrak
. . . . Desain
pemeliharaan fasilitas yang telah tersedia. Oleh karena itu,

pekerjaan desain, konstruksi dan pembiayaan fasilitas jalan tol l fontrator Kontruks! l'JKontrak_
tersebut tidak menjadi lingkup pekerjaan BU. Struktur ini dapat fone
dipilih pada kasus:
A suatu ruas jalan tol tidak mampu mencapai kelayakan
secara komersial jika biaya investasi termasuk ke dalam
lingkup KPBU yang ditawarkan; atau

A telah beralihnya infrastruktur jalan tol kepada pemerintah
setelah berakhirnya masa konsesi. Kontrak Operasi

N

¥

+ Pelayanan

BU selaku operator (dalam kontrak jenis ini) akan memelihara - Transaksi sesuai tarif
fasilitas dan menerima pembayaran atas layanan jalan tol ¢ conste & Operas ’
sesuai tarif dari pengguna atas nama pemerintah (sebagai
pemilik jalan tol). Dalam praktiknya, BU dapat membayar suatu Tol
concession fee kepada PJPK dan sisa perolehan pembayaran

Kontrak O&M

Kontrak KPBU |'-’

BADAN USAHA

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)
sebagai PJPK a/n Menteri PU

Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan

i i
Financial
Close
Pembiayaan | Lenders |
Penjaminan \

[.]

~——————

Pengguna Jalan

Gambar 7. Struktur O&M Jalan Tol
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tarif yang sudah diterima menjadi pendapatan BU, atau skema berbagi pendapatan antara Pemerintah dan BU sesuai dengan kesepakatan yang
tertuang di dalam kontrak.

2.2.3.3. SBOT (Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M i Hybrid) Kontrak
. . . . Desain Ruas A Desain Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)
Struktur kombinasi ini, juga dikenal dengan skema hybrid, dapat Kontraktor Kontrak sebagai PJPK aln Menteri PU

Kontruksi Ruas A Kontruksi

diaplikasikan sebagai suatu solusi terhadap suatu jaringan jalan tol
yang terdiri dari ruas yang dibangun dan dibiayai dari berbagai
sumber pendanaan. Dalam skema ini, lingkup pekerjaan yang
dikerjasamakan dibedakan berdasarkan ruas, namun menjadi
lingkup kontrak untuk seluruh jaringan. Dengan demikian profil

Sektor Publik

Sektor Swasta

i |l

L. R Konsultan Kontrak Pembiayaan H M

risiko para pihak akan sangat berbeda tergantung ruas mana yang Desain Ruas B Deaan Ekuitas : I i

menjadi perhatian. Pada skema ini, selain risiko pendapatan dan Kontraktor Kontrak SADANTSATE i°’°se i

risiko terkait tarif, risiko interface juga termasuk yang perlu M o Perjaminan | 5
- Pelayanan

diperhatikan oleh BU. Proyek Jalan Tol Cileunyi-Sumedang- ——
Dawuan (Cisumdawu), Balikpapan-Samarinda, dan Manado-Bitung | dan Ruas B l Kontrak Operasi + Transaksi sesuaitarif

merupakan jenis proyek yang menerapkan skema ini. - . -
Konstruksi dan Operasi Pengguna Jalan

Tol

Gambar 8. Struktur Kombinasi Konsesi Penuh dan O&M Jalan Tol

2.2.3.4. Availability Payment (AP) Jalan Tol dan Jalan Non-Tol

Skema ini dapat diterapkan untuk jalan tol yang tidak layak secara finansial, tapi layak secara ekonomi dan jalan non-tol. Penerapan skema ini di jalan
tol disebut juga dengan skema Performance Based Annuity Scheme (PBAS), dikarenakan pembukaan akses jalan tol dapat mempercepat
pembangunan daerah yang terisolasi, pemerataan pembangunan, ataupun isu strategis lainnya. Adapun penerapan untuk jalan non-tol bertujuan agar
terpenuhinya standar pelayanan minimal jalan non-tol, sehingga tingkat kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pengguna lebih baik. Pada struktur
AP, penerimaan BU hanya dari pembayaran AP.
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JALAN TOL

UPTBLU/
Kas Negara [ i

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) JALAN NON-TOL Menteri/Gubernur/Bupati/
sebagai PJPK a/n Menteri PU Delegasi Walikota

Tugas

UPT/DBLU [y N

Sektor Publik Sektor Publik

Transaksi
sesuai tarif

Konsu\t_an Kontrak
Desain ‘—l Desain

Sektor Swasta hd

Bayar Sektor Swasta

AP

[

Pembiayaan
Ekuitas

Pembiayaan
Ekuitas

Sponsor Proyek
Financial Sponsor Proyek . .
| Financial

BADAN USAHA

Kontraktor ‘J Kontrak
Kontruksi Kontruksi
Operator Ruas

Close

BADAN USAHA

Lenders

Pembiayaan
Penjaminan

——deod

——————————

Fungsi desain, konstruksi,
dan pemeliharaan jalan
dilakukan langsung oleh

BU

._______-.
S ——

| Close
l Lenders |

Pembiayaan
Penjaminan N

* Pelayanan
« Transaksi sesuai tarif

Kontrak Operasi Pelayanan

Pengguna Jalan i i
gg._.r - T—{ Konstruksi dan Operasi ’—T

N N N Pengguna Jalan
Konstruksi dan Operasi

Gambar 9. Struktur AP Jalan Tol dan Jalan Non-tol

Pada kasus jalan tol, UPT BLU bertugas mengumpulkan pembayaran pengguna kendaraan, bertindak selaku PMU dengan memantau kinerja BU, dan
melakukan pembayaran AP sesuai dengan kinerja BU. Jika sistem e-toll diterapkan dan berjalan di seluruh gerbang tol yang di-KPBU-kan dengan
skema AP, hasil pembayaran tiket secara elektronik dapat disetorkan langsung ke kas negara pada saat itu juga. Saat ini belum terdapat BLU di jalan
tol yang memiliki wewenang dalam mengelola uang dalam pengimplementasian skema AP.

Pada kasus jalan non-tol, pemerintah menunjuk PMU yang bertugas memantau kinerja BU, dan melakukan pembayaran AP sesuai dengan kinerja BU.
Lingkup BU dapat termasuk merancang, membangun dan memelihara jalan non-tol atau hanya melakukan pemeliharaan jalan selama periode tertentu.
BU terpilih sebaiknya merupakan kontraktor yang berpengalaman di pembangunan dan pemeliharaan jalan sehingga biaya dan risiko sub-kontraktor
dapat diminimalisir. Pada proyek jalan non-tol, risiko overloading angkutan berat memerlukan perhatian khusus karena akan sangat mempengaruhi
biaya operasional dan pemeliharaan. Pemerintah sedang merancang proyek KPBU Jembatan Timbang di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan
Bermotor (UPPKB) di Pulau Sumatera dan Jawa agar dapat menyediakan sistem jembatan timbang yang terintegrasi sehingga mendukung proses
penindakan.
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2.2.3.5. Struktur AP Sistem Pembayaran Non-Tunai Jalan Tol

Penerapan e-money untuk pembayaran diseluruh
jalan tol sudah dimulai sejak Oktober 2017.
Kebijakan ini dituangkan di dalam Peraturan Menteri
PUPR No. 16/2017 Pasal 6. Penerapan sistem ini

1. Sistem Transaksi Tol Pengembalian Tarif Tol
i ol  Sistem Transaksi " s
Nirsentuh .

2. Perjanjian Kerjasama
janj ] N
”
”
-
4

4

sebagai upaya mengatasi kemacetan di gerbang tol, o 8UT dengan nvestas ,/'
pelayanan kepada pengguna jalan tol, dan = eges i I e Nrsantin
pengembangan teknologi sistem transaksi tol non- 2. Petlanfan K750 Badan Usana TR0

tunai dengan berbasis kartu uang elektronik dan KU e

nirsentuh. Sistem ini harus sudah dapat diterapkan X
per 31 Desember 2018. —
‘erjanjian Penjaminan

Lingkup BU meliputi merancang, membangun,
menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara
fasilitas dan layanan fasilitas sistem pembayaran non-tunai jalan tol, termasuk pelaksanaan rekonsiliasi dan settlement, serta mengalihkan ke
pemerintah di akhir masa konsesi. Pada skema ini, BU menerima pembayaran dari Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). Risiko spesifik yang harus
diperhatikan BU adalah risiko teknologi, risiko jaringan, dan risiko settlement.

Gambar 10. Struktur AP Sistem Pembayaran Non-Tunai Jalan Tol

2.2.4  Struktur KPBU Sektor Ketenagalistrikan T

« Perjanjian Sambungan sebagai PJPK

Di sektor listrik, KPBU telah diterapkan hanya - Transaksi sesuai tariff
untuk lingkup pembangkitan tenaga listrik, melalui

, .
skema  Pembangkit  Listrik  Independen i Jual Beli Listrik i Sektor Publik .
(Independent Power Producer at au #Al PPRA) v dan | 5O (Bl Operate Transten Sektor Swasta
tidak termasuk penyediaan layanan infrastruktur A \o—{ Konwak kPBU |----

Ketenagalistrikan lainnya (seperti transmisi, distribusi, dan

Pembiayaan -

penagihan tarif). Meskipun dapat menggunakan Kontrak s |
. . . Konsultan Desai ; 1
skema BOT dan BOO, sebagai proyek KPBU di Indonesia cenderung Desain D ADAN.LSAHA F‘Financial

(Independent Power <

1
. . - . i Cl
menggunakan skema BOT saja dimana kepemilikan aset pembangkit |KontraktorKontruksi |._|Kontrak Produce) |—-| Lenders | o€
Kontruksi

ditransfer ke sektor publik (PLN) setelah berakhirnya kontrak KPBU (selama [E P;:}?;m:: ’
masa kontrak pembangkit tersebut dimiliki oleh pihak IPP swasta). Skema AP Kontrak Operasi

dimungkinkan dan perlu pengkajian lebih lanjut, khususnya untuk ¢ - - ? ? _ ?
infrastruktur listrik off-grid (di luar jaringan). Saat ini, Acuan hanya membahas Konetel oen o0

skema BOT dan BOO di sektor ketenagalistrikan.

e m———————

Gambar 11. Struktur BOT Ketenagalistrikan
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2.2.4.1. BOT Ketenagalistrikan

Secara kontraktual, BU atau IPP bertanggung jawab atas desain, konstruksi, pembiayaan serta operasi dan pemeliharaan dari fasilitas pembangkit
tenaga listrik (pembangkit), kemudian mengalihkan kepemilikan aset kepada pemerintah di akhir masa konsesi. Tenaga listrik yang dihasilkan kemudian
dijual oleh BU kepada PLN sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang ketenagalistrikan dan juga sebagai PJPK melalui sebuah perjanjian
pembelian listrik (Power Purchase Agreement / iPPAJ.

PLN sebagai pembeli tunggal listrik (single off-taker) akan membayar listrik dari BU secara berkala dengan dasar pembayaran ambil-atau-bayar (take-
or-pay) selama masa PPA. Sehingga, risiko pemenuhan kewajiban finansial PLN selalu menjadi risiko utamanya. Proyek PLTU Batang merupakan
contoh IPP atau KPBU Ketenagalistrikan yang saat ini sudah dioperasikan.

2.2.4.2. BOO Ketenagalistrikan

Secara kontraktual, skema BOO tidak jauh berbeda dengan skema BOT. Pembedanya terletak pada status kepemilikan aset pada akhir masa konsesi,
yaitu pada skema BOO, kepemilikan aset tetap berada di BU. Tenaga listrik yang dihasilkan tetap dijual oleh BU kepada PLN sebagai pembeli tunggal
listrik (single off-taker) dan juga sebagai PJPK melalui PPA.

Pembayaran PLN dilakukan secara berkala dengan dasar pembayaran ambil-atau-bayar (take-or-pay) selama masa PPA. Oleh karena itu, risiko
pemenuhan kewajiban finansial PLN tetap menjadi risiko utama. Proyek yang sesuai dengan skema BOO umumnya dilakukan pada proyek energi
terbarukan (renewable energy).

PTPLN

- Perjanjian Sambungan sebagai PJPK
« Transaksi sesuai tariff

Jual Beli Listrik Sektor Puclik

(BOO/Built Own Operate)

4 Sektor Swasta

.____-__-
P ———

Pelanggan

~----| Kontrak KPBU |___,

Pembiayaan ,.

Ay
; Kontrak Ekuitas !
[ Konsultan Desain ]<—| Desain BADAN USAHA |_E [ Sponsor Proyek ]Financial E
(Independent Power B i ¢l [
- L ose i
[ Kontraktor Kontruksi ]<J Kontrak Produce) ) d [ Lenders ] i
. Pembiayaan | |
Kontruksi o ;
‘I Penjaminan
[ Operator <
J Kontrak Operasi

T—( Konstruksi dan Operasi ’—T

Gambar 12. Struktur BOO Ketenaaalistrikan
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2.2.4.3.

BOT Mulut Tambang

Proyek pembangkit listrik mulut tambang adalah proyek PLTU
(Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Batubara) dengan fitur
berikut:

Dibangun dengan alasan utama untuk meminimalkan
risiko ketidakpastian suplai dan risiko kenaikan harga
batubara;

Komponen biaya transportasi batubara yang relatif rendah
karena lokasi tambang batubara dekat dengan
pembangkit;

Kualitas batubara yang dipasok relatif rendah sehingga
dibutuhkan fasilitas/teknologi yang dapat meningkatkan
kualitas batubara tersebut yang mengakibatkan biaya
kontruksi pembangkit yang relatif tinggi dibandingkan
dengan PLTU lainnya; dan

Lokasi pembangkit relatif terpencil dari jalur transmisi
utama sehingga membutuhkan biaya untuk fasilitas
transmisi tambahan.

Kepemilikan

PTPLN

Badan Usaha
Pemasok Batubara

. !

sebagai PJPK h « Perjanjian Sambungan

« Transaksi sesuai tariff

Jual Beli Listrik Sektor Publik

Kontrak Operasi

Operator Tambang

Konsultan Desain Kontrak
Desain

Kontrak

Suplai
Batubara| =~ Kontrak KPBU

Sektor Swasta

————————
)

1
1
!
: BOT (Built Operate Transfer)
1
|

——— Pelanggan

Pembiayaan .

o 1
Eluitas | Sponsor Proyek . .
|_E Financial

BADAN USAHA
(Independent Power

Kontraktor Kontruksi Kontrak
Kontruksi

I

Produce)

Smm————————

1
= Close
. I—i Lenders
Pembiayaan !

Penjaminan

|Operator Pembangkit I-
Kontrak Operasi

T—‘ Konstruksi dan Operasi ’—T

Gambar 13. Struktur BOT Mulut Tambang

Sebagai suatu proyek KPBU, variasi terhadap skema alokasi risiko dalam pembangkit mulut tambang ini tidak hanya tergantung dari struktur KPBU
yang dipilih. Faktor kepemilikan tambang batubara, penentuan lokasi tambang dan pembangkit sangat menentukan bagaimana risiko dialokasikan pada
proyek jenis ini. Sebagai ilustrasi dalam menyusun matriks risiko, opsi struktur proyek yang dipilih adalah jenis kontrak BOT (karena pertimbangan
teknologi yang relatif tinggi) dan dimana lokasi tambang pemasok batu bara pembangkit swasta ditentukan oleh (dan kemudian dimiliki oleh) PLN yang
juga sebagai PJPK.

Seperti terlihat dari struktur di atas, lingkup pekerjaan yang dikerjasamakan tidak berbeda dengan tipikal skema BOT yaitu pekerjaan detail desain,
konstruksi, operasi dan pemeliharaan fasilitas pembangkit dalam rangka penyediaan listrik untuk kemudian dibeli secara berkala dan didistribusikan
oleh PLN ke pelanggan. Perbedaan utamanya adalah pada profil risiko bagi para pihak, terutama risiko ketidakpastian suplai dan kenaikan harga
batubara (selain risiko dalam akuisisi dan pengoperasian tambang bagi PLN dalam opsi ini). Selain itu, risiko konektivitas jaringan transmisi juga perlu
diperhatikan. Mitigasi dilakukan dengan adanya kejelasan mengenai pihak yang akan menanggung biaya dan risiko terkait pengembangan jaringan
transmisi tambahan yang akan terhubung dengan jaringan transmisi utama, sebaiknya tercantum di dalam kontrak antara PLN dan IPP.
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2.2.5 Struktur KPBU Sektor Konservasi Energi

Di sektor konservasi energi, keluaran proyek
KPBU adalah terjadinya efisiensi pemakaian
energi. Proyek efisiensi energi antara lain dapat
berupa  efisiensi listrik PJU  dengan
menggunakan lampu LED dan/atau pemakaian
tenaga surya, atau efisiensi energi suatu
gedung. Umumnya, BU melakukan investasi
untuk menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan
layanan infrastruktur selama periode tertentu. Mempertimbangkan
aspek regulasi yang ada, skema Availability Payment (AP) menjadi
pilihan skema KPBU di sektor ini. Dalam melakukan strukturisasi
Proyek KPBU pada Sektor Konservasi Energi harus mendapatkan
persetujuan tertulis dari DPR/DPRD terkait dengan Pernbayaran

Konservasi Energi

Ketersediaan Layanan Avaitabiiity Payment (AP), mengingat pada T—‘ Konstruksi dan Operasi }—T

masa operasi dan pemeliharan, PJPK akan menganggarkan
pembayaran AP dalam APBN/APBD setiap tahunnya.

2.25.1.

Delegasi Tugas

Perjanjian
Pembelian

m

Gubernur/Bupati/Walikota

UPT/D BLU

Sektor Publik

—_— Y
Konsultan

Desain

|

Kontraktor
Kontruksi

|

Operator Ruas

Sektor Swasta

Pembiayaan
1
1

Desain Ekuitas

Sponsor Proyek
Financial
Close
Pembiayaan ! &]

Penjaminan

BADAN USAHA

[ ]

Kontrak

Kontruksi ‘

R —

Pelayanan PJU

—_—

Kontrak Operasi |

Pengguna

Gambar 14. Struktur AP Penerangan Jalan Umum atau Efisiensi Energi

AP Konservasi Energi - Penerangan Jalan Umum (PJU)

2.2.6

Skema ini diterapkan untuk KPBU Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan mempertimbangkan bahwa pelayanan PJU bukan user charge, meskipun
masyarakat membayar pajak PJU yang dikutip oleh PLN, tetapi ketersediaan layanan. Pajak PJU yang dikutip merupakan retribusi yang tidak bisa
menjadi pendapatan bagi BU. Oleh karena itu, skema AP dapat menjadi pilihan. PJPK Proyek sangat tergantung dari status jalan dan aset yang berada
di jalan tersebut, sehingga perlu dikaji aspek hukum terlebih dahulu.

Struktur KPBU Sektor Minyak dan Gas Bumi

£

Minyak & Gas Bumi
& Energi Terbarukan

Di sektor Minyak dan Gas Bumi, KPBU dapat diterapkan diantaranya terkait infrastruktur pengolahan, penyimpanan, pengangkutan,
dan/atau distribusi. Proyek KPBU di sektor ini di Indonesia saat ini belum ada. Proyek KPBU Kilang Minyak Bontang yang semula
direncanakan sebagai proyek KPBU diubah menjadi penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sesuai dengan Keputusan Menteri
ESDM No. 7935 K/10/MEM/2016 tentang Penugasan Kepada PT Pertamina Dalam Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Minyak di
Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur tertanggal Desember 2016.
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2.2.7

Perkeretaapian

2.2.6.1. BOT Kilang Minyak

Berdasarkan hasil kajian awal Pra-Studi  Kelayakan
Pengembangan Kilang Minyak Baru di Bontang yang disusun oleh
KPPIP pada tahun 2015, salah satu opsi struktur proyek
menyebutkan bahwa lingkup BU meliputi penyediaan pasokan
crude oil, membangun, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas
dan layanan kilang minyak, menjual produk minyak ke PT
Pertamina (sebagai wakil pemerintah), dan menjual produk
petrokimia ke pasar.

Risiko utama proyek Kilang Bontang adalah keekonomian yang
rendah. Untuk menghadapi keekonomian yang rendah dibutuhkan
pinjaman dengan bunga rendah dan tenor lama. Risiko utama
lainnya yang dihadapi adalah kondisi pasar, dimana pasar
domestik harga bensin berdasarkan import parity price, sedangkan
pasar domestik harga diesel untuk ekspor berdasarkan export
parity price.

Struktur KPBU Sektor Perkeretaapian

KPBU infrastruktur ~ perkeretaapian  dapat
diupayakan dengan skema berbasis penggunaan
dan skema AP. Sesuai regulasi yang berlaku,
PJPK dalam sektor ini adalah Direktorat Jenderal
™ Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) untuk proyek lintas propinsi atau
strategis nasional, Gubernur untuk proyek lintas
kabupaten/kota, Bupati untuk kereta api dalam 1 kabupaten, dan
Walikota untuk kereta api perkotaan dalam 1 kota. Proyek KPBU
infrastruktur Perkeretaapian dapat berupa KPBU Prasarana
dan/atau KPBU Sarana. Perbedaannya terletak pada lingkup
infrastruktur yang diusahakan/disediakan. Strukturnya cukup
generik seperti terlihat pada penjelasan berikut.

PT Pertamina
sebagai PJPK

Jual Beli Minyak Sektor Publik
BOT/Built Operate Transfer) Sokfor Swasta

Kontrak Pembiayaan
EPC Company | cpe; Ekuitas |
Bangun Kilang : Sponsor Proyek . .
BADAN USAHA | ’(';”’(')";’;c’a’
| Operator Kilang I Rontrak Kontrak P embiayaant | Lenders |
Kontruksi Penjaminan ¥

]

—————————

Jual Beli

. Pembeli Produk
Pemasok Crude Oil Petrokimia

T—{ Konstruksi & Operasi }—T

Gambar 15. Struktur BOT Kilang Minyak

Dirjen Perkeretaapian
sebagai PJPK a/n Menhub

Sektor Publik

Sektor Swasta

Konsultan Kontrak Pemlizlaky_atan 7
Desain Desain uttas_1 Sponsor Proyek
l_', N
BADAN USAHA i Financial
Kontraktor Kontrak | Close
Kontruksi Kontruksi

Lenders

I

~——————————

Pembiayaan i

Penjaminan ~

- Pelayanan
« Transaksi sesuai tarif

Kontrak Operasi
T—' Konstruksi & Operasi }—T

Gambar 16. Struktur BOT Perkeretaapian

Pengguna Akhir
(Penumpang/Kargo
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2.2.7.1. BOT Perkeretaapian

Dalam skema BOT, Pemerintah dapat memberikan kewenangan bagi BU untuk mengumpulkan pendapatan langsung dari pelanggan retail/pengguna
akhir. BU bertanggungjawab untuk melakukan desain, konstruksi, operasi dan perawatan sarana dan prasarana perkeretaapian hingga masa akhir
kontrak.

Terkait biaya investasi yang besar dan pengaturan terhadap tarif (regulated), pengalaman di negara lain menunjukkan proyek akan sangat sulit
memenuhi kelayakan finansial bila lingkup pengusahaan hanya mencakup sarana dan prasarana, kecuali menyertakan lingkup pemanfaatan komersial
untuk area sekitar stasiun atau konsep transit-oriented development (TOD), dan dukungan pemerintah tersedia.

2.2.7.2. Availability Payment (AP) Perkeretaapian

Skema AP diterapkan karena proyek yang layak secara ekonomi, tetapi tidak layak secara finansial jika dioperasikan sepenuhnya oleh BU. PJPK
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap risiko demand. PJPK membentuk UP / UPTD Perkeretapaapian sesuai keweangannya untuk memantau
kinerja BUP sesuai SPM dan juga melakukan pembayaran AP. Salah satu Proyek KPBU yang berjalan dengan skema ini adalah Proyek KPBU Kereta
Api Makassar i Pare-Pare.

Delegasi Tugas Dirjen Perkeretaapian
sebagai PJPK a/n Menhub

UP/UPTD Kereta

Api
Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan
El

y

kuitas

Sponsor Proyek
Financial
Close

USAHA

Desain Desain
[ 3 Pembiayaan

!,

SO —

Kontraktor Kontrak
Kontruksi Kontruksi
Penjaminan  *
« Pelayanan
Operator * i i tari
| I Kontrak Operasi Transaksi sesuai tarif

Pengguna Akhir
(Penumpang/Kargo

T—{ Konstruksi & Operasi }—T

Gambar 17. Struktur AP Perkeretaanian
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2.2.8

Bus Rapid Transit
(BRT)

2.2.7.3. O&M Perkeretaapian

Serupa dengan skema O&M di proyek jalan tol, skema KPBU ini
umumnya dirancang untuk proyek infrastruktur yang telah
dibangun, sehingga diperlukan BU yang dapat mengoperasikan
dan memelihara sarana dan prasarana perkeretaapian tersebut.

BU akan mengoperasikan dan memelihara sarana dan prasarana
serta menerima pembayaran atas layanan sesuai tarif dari
pelanggan retail/pengguna akhir atas nama pemerintah (sebagai
pemilik infrastruktur kereta api). Pendapatan kemudian dihitung
sebagai porsi dari tarif yang sudah diambil.

Struktur KPBU Sektor Angkutan Umum Massal Berbasis
Jalan (Bus Rapid Transiti BRT)

UU no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menjadi dasar penyediaan sistem
angkutan umum massal berbasis jalan (BRT).
Seperti halnya dalam sektor perkeretaapian,
KPBU infrastruktur BRT dapat diupayakan dengan
skema berbasis penggunaan. Sesuai regulasi
yang berlaku, PJPK dalam sektor ini adalah

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan

(Kemenhub)/ Gubernur/Bupati/ Walikota sesuai dengan kewenangannya.

2.2.8.1. BOT BRT

Dalam skema Konsesi Penuh, Pemerintah dapat memberikan
kewenangan bagi BU untuk mengumpulkan pendapatan
langsung dari pelanggan retail/pengguna  akhir. BU

Kontrak
| Konsultan Desain I‘—l Desain
> Dirjen Perkeretaapian sebagai

Kontraktor Kontruksi CJ Kontrak
Kontruksi

Operator
Kontrak Operasi

« Pelayanan

PJPK a/n Menhub

Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan
Ekuitas

JE

Sponsor Proyek . .
Financial
Lend Close
| enders I
Pembiayaan i

BADAN USAHA

[]

T —

Penjaminan ~

- Transaksi sesuai tarif

T—{ Konstruksi dan Operasi }—T

Pengguna Akhir
(Penumpang/Kargo)

Gambar 18. Struktur O&M Perkeretaapian

Dirjen Perhubungan Darat an.
Menteri/Gubernur/Bupati /Walikota

Konsultan Kontrak
Desain Desain
Kontraktor Kontrak
Kontruksi Kontruksi
Operator Bus

Operator Tiket

T—{ Konstruksi dan Operasi I—T

Kontrak Operasi

sebagai PJPK

Sektor Publik

Sektor Swasta

Pembiayaan
Ekuitas

| Sponsor Proyek I
Financial

i
{
BADAN USAHA i
i
1
]

[ ] Close
Lenders

Pembiayaan

—————————

Penjaminan -

- Pelayanan
« Transaksi sesuai tarif

Penumpang

Gambar 19. Struktur BOT BRT
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bertanggungjawab untuk melakukan desain, konstruksi, operasi dan perawatan sarana dan prasarana BRT hingga masa akhir kontrak.

Terkait biaya investasi yang besar dan pengaturan terhadap tarif (regulated), pengalaman di negara lain menunjukkan proyek akan sangat sulit
memenuhi kelayakan finansial bila lingkup pengusahaan Dgu?aassl
hanya mencakup sarana dan prasarana, kecuali menyertakan Kontrak

lingkup pemanfaatan komersial untuk area sekitar stasiun atau Desan oeser (.
konsep transit-oriented development (TOD), dan dukungan | fomecer o
pemerintah tersedia. Pemerintah harus memastikan izin jalan /
yang akan digunakan.

Dirjen Perhubungan Darat an.
Menteri/Gubernur/Bupati /Walikota
sebagai PJPK

=
)
3
=
|-
=
=
3
o
c
| Y

Pengaturan

& Monev Sektor Publik

Sektor Swasta
Pembayaran
Layanan

2.2.8.2. BOT Sarana BRT !
Pembiayaan

. P . . g;?‘;, KS Ekuitas
Pada skema ini BU memiliki lingkup menyediakan, BADAN USAHA

. . (Operator Bus)
mengoperasikan dan merawat bus BRT sesuai dengan Vendor Perawatan Kontrak

Bus Pemeliharaan Bus

ketentuan yang dikeluarkan pemerintah selaku pengelola Fereminan
sistem. BU menerima pembayaran dalam bentuk Rp/km. Biaya Pelayanan

Rp/km sudah termasuk biaya leasing, OM dan profit. 1_| Konstruksi dan Operasi |_T

Sponsor Proyek . i
Financial

Close

. Lenders
Pembiayaan

I

e ————t

1
|
.,

Penyesuaian tarif juga dilakukan secara berkala mengikuti - Pengguna Akhir
. . L. . . Pelayanan (Penumpang/Kargo)
inflasi atau rumusan tersendiri yang disepakati dalam kontrak. + Transaksi sesual Tarf
Risiko kualitas bus, risiko operasional, dan risiko usia bus Gambar 20. Struktur BOT Sarana BRT
merupakan risko spesifik yang dialokasikan kepada Badan
Usaha.
Kontrak Delegasi »
- Desain Tugas Dirjen Perhubungan Darat an.

2283 O&M BRT Menteﬂ!Gubgmur!Bupatl Walikota

UP/UPTD BLU LRI

- T . Kontraktor Kontruksi

Pada skema ini BU memiliki lingkup mengoperasikan dan ;‘]E‘“"EBL‘
merawat bus BRT sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan - e Sektor Publk
pemerintah selaku pengelola sistem. BU menerima Seltor Swasta

pembayaran dalam bentuk Rp/km. Biaya Rp/km sudah Pembayaran

termasuk biaya OM dan profit. Penyesuaian tarif juga dilakukan Leyenan -

n .. . .. embiayaan N
secara berkala mengikuti inflasi atau rumusan tersendiri yang ool ,’ i
disepakati dalam kontrak. Risiko spesifik yang dialokasikan ke SADAN USAHA [ Financial |
Badan Usaha adalah risiko operasional, dan usia bus. Femeliaraan Bus Pembmyaan'—H Lenders i
Penjaminan !

Pelayanan

|
Pengguna Akhir
- Pelayanan (Penumpang/Kargo)

* Transaksi sesuai tarif

Gambar 21. Struktur O&M BRT
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2.2.9 Struktur KPBU Sektor Kepelabuhanan

Dalam sektor ini, UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran Pasal 82 menyatakan bahwa Otoritas Pelabuhan (OP) di bawah Kemenhub
dapat memberikan konsesi penuh ataupun bentuk lain kepada Badan Usaha dalam rangka pengusahaan pelabuhan. KPBU termasuk ke
dalam bentuk lain. Sampai saat ini, pemberian konsesi penuh di sektor kepelabuhanan umumnya dalam bentuk penugasan kepada
Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang sudah ada. KPBU Pelabuhan dapat dilakukan untuk proyek yang membutuhkan dukungan dan/atau
penjaminan pemerintah. Skema KPBU yang sudah dilaksanakan di sektor kepelabuhanan adalah Proyek KPBU Alur Pelayaran Barat
Surabaya, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Proyek tersebut merupakan proyek unsolicited dimana pemrakarsanya PT Pelindo IlI
(Persero). Perjanjian kerjasama dilakukan pada awal tahun 2014, dan financial close diraih pada tahun 2014. Channel dredging selesai
dilakukan pada tahun 2015. Proyek ini resmi beroperasi pada tahun 2016.

Kepelabuhanan

2.2.9.1. BOT Kepelabuhanan

Dalam struktur BOT Kepelabuhanan, pengguna akhir dari KPBU ini Konsultan Desain Kontrak
dapat merupakan penumpang, perusahaan pelayaran, dan/atau B Desain R
perusahaan ekspedisi barang (kargo atau kontainer). PJPK adalah | konacor kontusi HE?.:::?L. sebagsl FUPan Menhid
X . K . ub-struktur
Menteri Perhubungan dengan didelegasikan kepada Direktorat Jendral Rl i A

Perhubungan Laut. Otoritas Pelabuhan (OP) bertindak selaku executing
agency dari Penyelenggara Pelabuhan.

Sektor Publik

Sektor Swasta

1
1
1
1 r
i
1

Kontrak KPBU

Mengacu pada model bisnis yang lazim sebagai skema KPBU di sektor

Pembiayaan

.. S .. . Konsultan D: . ! 3\
ini, skema yang dapat menjadi opsi implementasi adalah model LPA Superstuktr Desan E'“"“’Sl—i F. o |

. . . H inancial
(Landlord Port Authority) dimana pemerintah dapat menyewakan lahan onmakior Kook Komrak St L P Close |}
atau mendapatkan concession fee atas pengusahaan pelabuhan yang Super struur fontrukst e L[—] }

sudah ada beserta fasilitasnya kepada BU. Dalam hal ini, BU dapat _
membangun atau mengembangkan infrastruktur kepelabuhanan yang e Kontrak Operasi

H . i Pengguna
ada (m|s_alnya. pergudangan, penumpu_kan) untuk meningkatkan T T _ '
layanan infrastruktur dalam pengoperasiannya, dan mendapatkan

pembayaran dari pengguna atas layanan pelabuhan.

+ Pelayanan
+ Transaksi sesuai tarif

Gambar 22. Struktur BOT Kepelabuhanan

Dalam skema ini, dimana risiko permintaan umumnya akan diserap oleh swasta, Pe mer i nt a hl & 5 ¢)epatdn@neritna pembayaran atas
sewa tersebut atau concession fee dari BU. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk memulihkan sebagian atau seluruh biaya pengadaan tanah dan
fasilitas pendukung (misalnya break water, akses jalan dan fasilitas pendukung lainnya) yang menjadi kewajiban pemerintah dalam skema KPBU.
Besarnya sewa atau concession fee tersebut biasanya menjadi kriteria penentuan pemenang lelang KPBU; dengan kata lain, ditentukan oleh seberapa
besar minat para investor. Dalam hal masa kerjasama telah berakhir, fasilitas pelabuhan hasil kerjasama beralih atau diserahkan kepada penyelenggara
pelabuhan sesuai dengan perjanjian yang diperhitungkan dengan jangka waktu kerjasama, selanjutnya pengelolaan terhadap lahan dan fasilitas
pelabuhan yang sudah beralih kepada penyelenggara pelabuhan dapat diberikan kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk kegiatan penyediaan
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dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang berdasarkan kerjasama pemanfaatan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Terhadap model LPA ini, khususnya untuk kondisi saat ini di Indonesia masih agak sulit diterapkan, karena kapasitas anggaran Pemerintah yang
terbatas untuk membiayai investasi infrastruktur dasar yang besar.

2.2.10 Struktur KPBU Sektor Kebandarudaraan

Mengacu pada UU No. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan pasal 235, pelayanan jasa kebandarudaraan dapat dilaksanakan oleh Badan
Usaha Bandar Udara (BUBU) berdasarkan konsesi dan atau bentuk lainnya (termasuk BOT dan kontrak manajemen) dimana PJPK
adalah DirektoratJ e nder all Perhubungan Udar a Sedrd®unmum,dngkupipekenaandan jeniKirdrasguktirnyd .
dapat terbagi menjadi:
1 Infrastruktur bandara, terdiri atas:
o Air-side: landasan pacu, taxiway, apron, air traffic control (ATC)
0 Land-side: terminal
0 Area komersial sekitar bandara
1 Infrastruktur akses transportasi
0 Akses kereta api
. Dirjen Perhubungan Udara
0 Akses Jalan sebagai PJPK a/n Menhub

Kebandaraan

Terhadap opsi kerjasama melalui skema KPBU, karena jenis
infrastruktur tertentu sifatnya tidak komersial (khususnya Air-side),
perlu evaluasi terhadap kebutuhan peran BU, baik untuk area
brownfield (bandara yang sudah beroperasi) atau area greenfield

Sektor Publik

Sektor Swasta

(bandara di lokasi baru). Sebagai contoh, untuk melibatkan BU dalam

area greenfield, Pemerintah perlu terlebih dulu menyiapkan | Konsultan Kontrak Femomyean 3

. . . Desail i S P K

infrastruktur akses transportasi yang memadai termasuk membangun o J | pesan USAHA [ Financial |

. . . . . 1

infrastruktur Air-side dari sumber pendanaan lain. Kontraktor - ronrar I Lenders Close |

Kontruksi ontruksi b Pembiayaan | 1

) Penjaminan  “ !

Dalam melakukan transaksi Proyek KPBU, PJPK perlu

. e . - Pelayanan
mempertimbangkan persyaratan kualifikasi peserta Pengadaan KPBU [E- P - Transakei sesual tarit

telah memenuhi persyaratan Badan Usaha Bandar Udara, sehingga Pengguna
setelah Badan Usaha Pelaksana terpilih dan penandatanganan (Penumpang/Kargo _

i ) ) ! ? _P o ?
Perjanjian KPBU, segera dapai diperoleh izin Badan Usaha Bandar onsirie dan Opere! e
Udara (BUBU) untuk membangun dan mengoperasikan Proyek KPBU
sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati.

Gambar 23. Struktur BOT Kebandarudaraan
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2.2.10.1. BOT Kebandarudaraan

Dalam struktur Konsesi Penuh, KPBU pada sektor kebandarudaraan dapat meliputi penyediaan dan pengoperasian fasilitas dan layanan infrastruktur.
Pemerintah dapat memberikan kewenangan bagi BU untuk memperoleh pendapatan langsung dari pelanggan retail/pengguna akhir yaitu penumpang,
maskapai penerbangan dan/atau perusahaan ekspedisi barang seperti kargo.

Konsesi penuh biasanya diberikan kepada BU menggunakan struktur BOT, khususnya dalam konteks ekspansi di area brownfield. Lingkup kerja dari
BU, seperti diatur dalam peraturan berlaku, adalah mengembangkan dan mengoperasikan baik prasarana bandara maupun jasa-jasa yang ada
sehingga juga dimungkinkan untuk menyertakan lingkup pemanfaatan komersial untuk area bandara kepada BU. Untuk area greenfield, skema KPBU
lebih dimungkinkan untuk tidak menyertakan pembangunan infrastruktur Air-side sebagai lingkup yang dikerjasamakan dengan BU. Proyek KPBU di
sektor bandar udara yang sedang dalam proses pemenuhan pembiayaan adalah Proyek KPBU Bandara Udara Komodo Labuan Bajo.

2.2.10.2. O&M Kebandarudaraan

Serupa dengan struktur O&M di proyek transportasi lainnya, g::tariik Dirjen Perhubungan Udara
skema KPBU ini umumnya dirancang untuk proyek brownfield | Kontraktor Kontruksi |<—| Kontak SETG RS e
dimana pekerjaan desain, konstruksi dan pembiayaan fasilitas
Kebandarudaraan tersebut tidak menjadi lingkup pekerjaan BU.
Lingkup BU fokus untuk mengoperasikan dan memelihara
infrastruktur. Dalam kasus lain, BU juga ditugasi mengelola
kawasan komersial di dalam bandara yang juga dapat menjadi Sembiayaan

sumber pendapatan BU. Ekuitas |_| i
) N ) _Operator Bus - USAHA |
Operator akan memelihara fasilitas dan menerima pembayaran Kontrak Operasi - L | Lenders | Close

i . R i . embiayaan
atas layanan sesuai tarif dari pelanggan retail/pengguna akhir Penjaminan

atas nama pemerintah (sebagai pemilik infrastruktur). e s tant
Pendapatan kemudian dihitung sebagai porsi dari tarif yang

. . Pengguna
sudah diambil. T—( Konstruksi dan Operasi ’—T (Penumpang/Kargo)

2.2.11 Struktur KPBU Sektor Telekomunikasi Gambar 24. Struktur O&M Kebandarudaraan

Sektor Publik

L]

Sektor Swasta

L

KPBU dalam sektor telekomunikasi dapat berupa jaringan telekomunikasi, infratruktur e-government, dan infrastruktur pasif seperti pipa

saluran media transmisi kabel (ducting). Proyek KPBU di sektor telekomunikasi yang pertama di Indonesia adalah Proyek Palapa Ring

Q yang merupakan proyek pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional. Proyek ini menghubungkan seluruh nusantara
® dengan dibagi atas 3 paket, yaitu wilayah Barat, Tengah, dan Timur. Proyek ini menggunakan skema Availability Payment (AP).

Telekomuniasi Selain itu, Kementerian Komuni kasi dan | nf or mygek pelnlzanggninkSatelit Mufti-o 0 ) k
) fungsi Pemerintah (ASatelito) dengan menggunakan skema KPBlag Adaj
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Pemerintah untuk mengatasi kesenjangan dalam penyebaran informasi di seluruh wilayah Indonesia dan menjadi pelengkap dari proyek Palapa Ring. Mengingat
karakteristik sektor teknologi informasi dan komunikasi yang hampir sama, maka struktur proyek Satelit berpotensi menyerupai proyek Palapa Ring.

Delegasi Tugas Menteri Kominfo

2.2.11.1. Availability Payment (AP) Proyek Jaringan Serat Il sebagai PJPK

Optik Nasional m

Skema AP diterapkan karena proyek ini layak secara ekonomi, *

tetapi tidak layak secara finansial jika dioperasikan sepenuhnya Transaksi
sesuai tarif

Sektor Publik

Sektor Swasta

oleh BU. Menteri Kominfo sebagai PJPK bertanggungjawab

sepenuhnya terhadap risiko demand. Konsutan Pembiayaan \
Desain Ekmtas|_= | Sponsor Proyek I i ol i

! inancial |

BAKTI sebagai badan regulator di sektor telekomunikasi dan pa— HSAHA L P Close |

informatika bertindak selaku Project Management Unit (PMU) Kontruksi conrer Pembiayean i\;] i

bertugas mengumpulkan pembayaran tarif dari pengguna ) -Pelayanan

jaringan, memantau kinerja BU, dan melakukan pembayaran S o | Trensaks! sesual tant

AP sesuai dengan kinerja BU. Lingkup BU meliputi merancang, Pengguna Jaringan

membangun, mengoperasikan, dan memelihara jaringan T_{ Konstwksidanoperasi}—T

telekomunikasi selama periode tertentu.

Gambar 25. Struktur AP Proyek Jaringan Serat Optik Nasional
2.2.11.2. Availability Payment (AP) Proyek High Throughput
Satellite (HTS) e R

/" LINGKUP KPBU
,
/

Skema AP diterapkan karena proyek ini layak secara ekonomi,
tetapi tidak layak secara finansial jika dioperasikan
sepenuhnya oleh BU. Menteri Kominfo sebagai PJPK
bertanggungjawab sepenuhnya terhadap risiko demand.

Perjanjian
Regres

Perjanjian
Penjaminan

BADAN USAHA

Penyedia
Layanan
Telco

Lingkup BU meliputi:
- merancang, membuat, dan meluncurkan satelit

- merancang, dan membangun stasiun pengendali
(bumi)

- mengoperasikan, dan memelihara satelit dan stasiun |
pengendali (bumi)

- BUP melakukan kontrak perjanjian sewa kapasitas |
satelit dengan penyedia layanan telekomunikasi yang !

Instansi
Pemerintah

Perjanjian
Sewa Sat.

Perjanjian
KPBU

Penanjian
Sewa Sat

Pembayaran
Jasa Sat.

Pembayaran AP dan
Kewajiban Finansial
Lainnya sesuai
Perjanjian KPBU

Kolaborasi
uso

akan berhubungan langsung dengan pengguna akhir, [ Peiaksanaan |
b uso

yaitu Kementerian/Lembaga dengan titik-titik di wilayah = J

uso. T

Gambar 26. Struktur AP Proyek High Throughput Satellite (HTS)
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- mengalihkan satelit dan stasiun pengendali (bumi) ke pemerintah di akhir masa konsesi.

Pada skema ini, BU menerima pembayaran AP dari BAKTI. Risiko spesifik yang harus diperhatikan BU adalah risiko keterlambatan mendapatkan
alokasi spektrum frekuensi dan slot orbit, risiko kegagalan perakitan, risiko kegagalan peluncuran, risiko kegagalan orbit, risiko operasional, risiko usia
satelit lebih pendek, risiko inefektif pemanfaatan kapasitas satelit, risiko obsolette teknologi di ground segmen.

2.2.11.3.  Struktur AP Sistem E-government Delegasi Tugas Menteril Gubernur/ Bupati!
l Walikota sebagai PJPK
Penerapan e-government untuk kemudahan pelayanan publik T
di zaman digital merupakan sesuatu hal yang harus Sektor Publik
dikedepankan. Sistem e-government akan meningkatkan ¢ PR, °
kinerja pelayanan publik. Transaksi
sesuai tarif

Lingkup BU meliputi merancang, membangun, menyediakan,

. . .- Konsultan Kontrak Pembiayaan v 3
mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan layanan Desain Desain Ekunasl_iFinanciali
fasilitas sistem e-government, termasuk pelaksanaan pa—— Kontrak_ USAHA | — Close |
rekonsiliasi dan settlement (jika ada), serta mengalihkan ke Kontruksi I rontruks| \ F’;:}:’am:: i\[—] ;
pemerintah di akhir masa konsesi. Pada skema ini, BU )
menerima pembayaran dari unit pemerintah. Risiko spesifik Operator [“Rortar Gperas | Petevenan

yang harus diperhatikan BU adalah risiko teknologi, risiko Pengguna Sistem

jaringan, dan risiko settlement. T_‘ BES— }_T

Gambar 27. Struktur AP Sistem Pembayaran Non-Tunai Jalan Tol

2.2.12 Struktur KPBU Sektor Fasilitas Perkotaan

KPBU dalam sektor fasilitas perkotaan diantaranya pasar umum dan sistem jaringan utilitas terpadu. Jaringan utilitas terpadu dibutuhkan
dalam rangka pengelolaan jaringan telekomunikasi, listrik, minyak dan gas, air minum, dan/atau limbah, bahkan pengelolaan banijir sesuai
dengan kebutuhan masyarakat dan perencanaan yang diharapkan. PJPK pada proyek ini adalah Gubernur (khusus DKI Jakarta), Bupati,

@ @?ﬁ? atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. BUMD, dapat menjadi PJPK jika ada pendelegasian dari Kepala Daerah. Skema
maVaaa kerjasama untuk pengembangan sistem jaringan utilitas dapat menggunakan skema BOT atau AP. Akan tetapi, untuk kondisi saat ini
skema AP menjadi pilihan karena risiko tarif end user yang cukup tinggi sehingga berimplikasi kepada tarif kepada pengguna sistem
jaringan utilitas. Hal ini mengingat pengguna utilitas adalah badan usaha yang melakukan penyedia layanan ke masyarakat, sehingga
kemungkinan terjadi intervensi tarif di sisi penyedia layanan oleh Pemerintah (misal tarif air minum sesuai kemampuan masyarakat berimplikasi kepada biaya

Fasilitas Perkotaan
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utilitas yang diharapkan lebih murah agar bisa memenuhi tarif tersebut) Delegasi Tugas Menten | Gubermur 1 Bunat
. . 5 ) enteri / Gubernur / Bupa
dimungkinkan. Apabila PJPK menggunakan skema selain AP, struktur : | Walikota sebagai PUPK
proyek dan acuan alokasi risiko perlu disesuaikan. HFTIDEES
: Sektor Publik
Keberadaaan pasar umum menjadi salah satu media untuk memantau dan * r P -
. . Ti ki 1 r
menstabilkan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Kebutuhan sl tarf 2y [ Kowakkeeu_ |-
pengembangan pasar tradisional menjadi pasar modern cukup tinggi. —
. . onsultan , \
Pembangunan dan pengoperasian pasar merupakan tanggung jawab -—| foniak Pembiayatn :[ P——— ] o
pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kontraktor | Kontrak BADAN USAHA |_' Cypancial |
. . . L . Kontruksi Kontruksi Pembiayaanl_} Lenders |
mengenai otonomi daerah, kecuali DKI Jakarta menjadi tanggung jawab Peniaminan l\[—] i
Gubernur. Regulator sektor pasar adalah Kementerian Dalam Negeri terkait
pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional, sedangkan Kementerian flontrak Operas Pesyanan
Perdagangan mengatur penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan Pengaina

toko modern. PJPK pada proyek ini adalah Gubernur (khusus DKI Jakarta), (Tenann)

Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. BUMD, seperti PD
Pasar, dapat menjadi PJPK jika ada pendelegasian dari Kepala Daerah.

Skema kerjasama untuk pengembangan pasar dapat menggunakan skema Gambar 28. Struktur AP Proyek Sistem Jaringan Utilitas

BOT atau Availability Payment. Akan tetapi, untuk kondisi saat ini skema BOT menjadi pilihan karena BU dapat lebih fleksibel melakukan inovasi untuk menjaring
tenant dan juga pembeli. Selain itu, skema ini cukup diminati oleh swasta. Skema AP akan sangat tepat digunakan jika Pemerintah ingin melakukan intervensi
terkait tarif sewa bagi tenant, sehingga mencapai tingkat kemampuan dan keinginan pedagang.

2.2.12.1. AP Sistem Jaringan Utiltias Terpadu

Pada skema ini, BU melakukan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan, serta pengalihan aset setelah kontrak berakhir. Adapun risiko
demand menjadi aspek yang menjadi fokus utama pemerintah, sehingga perlu dilakukan kajian yang komprehensif sebagai mitigasi.

BU disyaratkan memberikan pelayanan sesuai spesifikasi keluaran. Pemerintah membayarkan Availability Payment atas pelayanan yang diberikan
secara berkalan. Spesifikasi keluaran harus mampu memenuhi standar kebutuhan jaringan utilitas yang berbeda-beda. Hal ini juga mengingat bahwa
jaringan utiltias yang dibangun dapat berupa jaringan primer ataupun sekunder yang natinya akan dihubungkan ke jaringan tersier atau pengguna
layanan. PJPK dapat juga Menteri atau Direksi BUMN/BUMD sesuai dengan ketentuan sektor. Pembayaran AP kepada BU melalui SKPD/UPTD
merupakan opsi (bukan kewajiban) disesuaikan dengan regulasi yang berlaku dan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh PJPK.
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2.2.12.2. BOT Pasar Umum

Pada skema ini, BU membayar kontribusi tetap kepada pemerintah
atas pemakaian aset dan juga hak pengusahaan jika memang
dikaji sangat komersial. Risiko spesifik terkait pengelolaan pasar
adalah risiko lokasi, risiko demand (tenant), dan risiko kompetisi.
Risiko lokasi khususnya terkait dengan luas keterjangkauan pasar
dan aksesibilitas pasar. Risiko demand atas minat tidaknya tenant
yang mengisi juga menjadi perhatian. Selain itu, adanya pasar
kompetitor di sekitar daerah tersebut juga akan mempengaruhi
tingkat kunjungan dan daya beli masyarakat yang akan berdampak
kepada risiko tenant. Kondisi lokasi menjadi aspek yang harus
dikaji dengan komprehensif di awal studi sebagai mitigasi. Adapun
risiko demand menjadi aspek yang menjadi fokus utama BU.

2.2.12.3. AP Pasar Umum

Gubernur/Bupati/Walikota
sebagai PJPK

]
: Sektor Publik

Konsultan gontr_ak
Desain esain

Sektor Swasta

Pembiayaan

Ekuitas |
Sponsor Proyek
| Financial

BADAN USAHA
Kontraktor . | Londere Close
Konstruksi Pembiayaani
Kontrak |

Penjaminan s

Kontruksi

« Pelayanan
« Transaksi sesuai tarif

Kontrak Operasi
Pengguna

- - (Tenant) -
Konstruksi dan Operasi

Gambar 29. Struktur BOT Proyek Pasar Umum

———— e ———

Pada skema ini, BU melakukan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan, serta pengalihan aset setelah kontrak berakhir. Adapun risiko
demand menjadi aspek yang menjadi fokus utama pemerintah, sehingga perlu dilakukan kajian yang komprehensif sebagai mitigasi.

Delegasi Tugas Gubernur/Bupati/Walikota
l sebagai PJPK
SKPD/UPTD
Konsesi Sektor Publik
. BOT (Built Operate Transfer) o
Sektor Swasta

Transaksi Bayar
sesuai tarif AP

Kontraktor — Kontrak
Kontruksi Kontruksi [

| Operator I‘
Kontrak Operasi
T—{ Konstruksi dan Operasi |—T

Y

k.

Konsultan Kontrak
Desain Desain
> BADAN USAHA

Pelayanan

Pengguna (Tenant)

Pembiayaan N
H 1 1
Ekuitas__1 Sponsor Proyek i

! Financial |

! Close |}

Pembiayaan | l Lenders I i
g

Penjaminan

Gambar 30. Struktur AP Proyek Pasar Umum
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2.2.13 Struktur KPBU Sektor Perumahan Rakyat

-}

Perumahan Rakyat

Ketersediaan rumah bagi masyarakat golongan menegah bawah menjadi isu yang harus segera dipecahkan dalam rangka mewujudkan
kota yang lebih humanis. Pelaksanaan KPBU dalam sektor perumahan rakyat dapat membantu akselerasi pembangunan tersebut.

PJPK pada proyek ini adalah Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. Skema kerjasama untuk
pengembangan perumahan rakyat menggunakan skema BOT atau Availability Payment. Akan tetapi, untuk kondisi saat ini skema BOT
menjadi pilihan karena BU dapat lebih fleksibel melakukan proses transaksi dengan pembeli menggunakan skema pembiayaan/kredit
kepemilikan hunian yang lebih fleksibel. Sesuai Permen PUPR No. 21 tahun 2018 Pasal 5, Infrastruktur perumahan yang dapat
dilaksankan secara KPBU adalah rumah susun umum, rumah susun khusus; dan/atau rumah susun sederhana sewa.

2.2.13.1. BOT Perumahan Rakyat

Pada skema ini, BU membayar kontribusi tetap kepada pemerintah atas pemakaian aset. Risiko spesifik terkait perumahan rakyat adalah risiko lokasi,
risiko demand (penghuni dan tenant), dan risiko wanprestasi pembayaran pemilik/penyewa hunian/ruangan. Risiko lokasi khususnya terkait dengan
aksesibilitas (transportasi), ketersediaan fasilitas umum dan sosial di sekitar hunian, dll. Risiko demand atas minat tidaknya tenant yang mengisi juga
menjadi perhatian. Selain itu, risiko wanprestasi pembayaran pemilik/penyewa hunian/ruangan atas biaya sewa atau biaya pemeliharaan. Kondisi lokasi
menjadi aspek yang harus dikaji dengan komprehensif di awal studi sebagai mitigasi. Adapaun risiko demand dan wanprestasi pembayaran
pemilik/penyewa hunian/ruangan menjadi aspek yang menjadi fokus utama BU.

Menteri/Gubernur/Bupati/
Walikota sebagai PJPK

Sektor Publik

Sektor Swasta

Kontrak Pembiayaan
Desain EkUitaS I’
Desain i Sponsor Proyek
9 | I P
> BADAN USAHA 1
Kontraktor 'J . I—: Lenders Close
Konstruksi Kontrak } Pembiayaan i

Kontruksi Penjaminan '\,

Operator - Pelayanan
| } Kontrak Operasi « Transaksi sesuai tarif

Pengguna

T—{ Konstruksi dan Operasi}—T (Penghuni & Tenant)

Gambar 31. Struktur BOT Perumahan Rakvat

S
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2.2.13.2. AP Perumahan Rakyat Delegasi Tugas
Menteri/Gubernur/Bupati/
.. . .. Walikota sebagai PJPK
Pada skema ini, BU tidak menanggung risiko demand dan
wanprestasi pembayaran pemilik/penyewa hunian/ruangan. sektor Publ
. eKtor Publil
Pembangunan rusunawa ataupun rusunami dengan konsep e AN .
. Sektor Swast
tanpa uang muka ataupun keringan pembayaran oleh warga Trensaksi Baya eilor=wasia
. . . sesual tar
dapat diterapkan sehingga dapat mengakselerasi program
pemerintah dalam rangka menyediakan hunian yang layak dan Konsultan oo Pembiayaan .
. . L - . ‘ k4 Ekuit i
terjangkau. Risiko-risiko tersebut menjadi fokus perhatian L Desain )™ pesain u'as|—iF,-,,a,,c,-a,i
1 1
intah (™ romraktor e Kontrak AL R ! Close |
pemerintah. Kontraktor e R - Lenders !
Kontruksi ontrukst Pembiayaan H [
| — Penjaminan  \ J
 C—
Operator < - Pelayanan
Kontrak Operasi
Pengguna

(Penghuni & Tenant) -
T—‘ Konstruksi dan Operasi I—T

Gambar 32. Struktur AP Perumahan Rakyat

2.2.14 Struktur KPBU Sektor Kesehatan

Sektor kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya terkait tingkat pelayanan. Tingginya kebutuhan layanan kesehatan
harus diimbangi dengan peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit. Oleh karena itu, KPBU sektor kesehatan
merupakan salah satu cara percepatan pembangunan di sektor kesehatan. Layanan BPJS yang bersifat nasional juga menunjang
perbaikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 tahun
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Kesehatan. PJPK
pada proyek ini adalah Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. Skema kerjasama untuk sektor
kesehatan menggunakan skema User charge atau Availability Payment (AP) untuk Kontrak Pelayanan Rumah Sakit Publik Eksisting,
Kontrak Bangun Guna Serah, dan Rehabilitasi Guna Serah.

2.2.14.1. BOT Rumah Sakit

Pada skema ini, BU menerima pembayaran atas layanannya secara berkala dari pemerintah selama masa konsesi. Lingkup BU meliputi penyediaan
bangunan, prasarana, peralatan medis, dan/atau sumber daya manusia, serta mengalihkan ke pemerintah di akhir masa konsesi. Pemerintah
bertanggung jawab di dalam pengelolaan rumah sakit keseluruhan, termasuk pengaturan dokter dan perawat.
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Risiko spesifik terkait rumah sakit adalah risiko keterlambatan pengiriman peralatan medis, risiko data medis, risiko sistem IT dan teknologi, risiko
penanganan medis, dan risiko kelebihan pasien. Risiko-risiko tersebut merupakan fokus utama BU yang tentunya tergantung dari luasan lingkup proyek.
Untuk proyek brownfield, risiko terganggunya pelayanan rumah sakit eksisting menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Menteri / Gubernur /
Bupati / Walikota
i Bangun Guna Serah &
Menteri / Gubernur / Pendelegasian
Bupati / Walikota PUPK

I UPT/DBLU

e e Rumah Sakit
Sektor Publik

i Kontrak AP

]
== Kontrak KPBU }—

Pembiayaan
Ekuitas

Pelayanan RS Publik Eksisting /
Rehabilitasi Guna Serah

Pembayaran Pasien BPJS

Sektor Swasta Sektor Publik

Pembayaran
Pasien Non-
BPJS Sesuai
Tarif atas
Layanan RSUD

Desain
'_] Desain | Pembiayaan
Kansultan Kontrak Ekutas |

Kontraktor <J Kontrak Lenders Desain '—l Desain Sponsor Proyek ) .
Kontruk: Kontruksi Pembiayaan Financial

ontruksi _ i USAHA cl
P \ Kontraktor ] Kontrak Lenders ose
+ :Blﬂ&’:ﬂaﬂ Kontruksi Kontruksi . Pelayanan P:mp\aylaan
S Kesshan  Penjaminan
Operator ’ Sebagian/
Kontrak Operasi Tarif Seluruh
Operator . P
Pasien Kontrak Operasi Tarif

Konstruksi dan Operasi

Gambar 33. Struktur BOT Rumah Sakit

Sektor Swasta

Konsultan Kontrak

Sponsor Proyek . .
Financial

BADAN USAHA
Close

I

[]

2.2.14.2.  Availability Payment (AP) Rumah Sakit

Pada skema ini, BU menerima pembayaran atas layanannya secara berkala dari pemerintah selama masa konsesi. Lingkup BU meliputi penyediaan
bangunan, prasarana, peralatan medis, dan/atau sumber daya manusia, serta mengalihkan ke pemerintah di akhir masa konsesi. Pemerintah
bertanggung jawab di dalam pengelolaan rumah sakit keseluruhan, termasuk pengaturan dokter dan perawat.

Risiko spesifik terkait rumah sakit adalah risiko keterlambatan pengiriman peralatan medis, risiko data medis, risiko sistem IT dan teknologi, risiko
penanganan medis, dan risiko kelebihan pasien. Risiko-risiko tersebut merupakan fokus utama BU yang tentunya tergantung dari luasan lingkup proyek.
Untuk proyek brownfield, risiko terganggunya pelayanan rumah sakit eksisting menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Proyek KPBU Pavilion RS Pirngadi Medan menjadi pilot project yang sedang dirintis pada tahun ini.
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2.2.15 Struktur KPBU Sektor Pendidikan

Amanat konstitusi bahwa pemerintah
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Gambar 34. Struktur AP Rumah Sakit
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Pemerintah di sektor ini. Kebutuhan pendidikan merupakan kebutuhan
primer masyarakat. Kementerian yang bertanggung jawab di dalam
sistem pendidikan nasional adalah Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan. Selain itu, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi bertanggung jawab atas perguruan tinggi, dan Kementerian
Agama bertanggung jawab atas madrasah, pondok pesantren, dan
perguruan tinggi islam.

PJPK pada proyek ini adalah Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota
sesuai dengan kewenangannya. Berdasarkan undang-undang,
pendidikan dasar dan menengah pertama merupakan tanggung jawab
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Gambar 35. Struktur AP Sekolah/Perguruan Tinggi
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Bupati/Walikota, pendidikan menengah atas dan kejuruan menjadi tanggung jawab Gubernur, sedangkan pendidikan tinggi sedangkan menjadi tanggung jawab




32

KPBU di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

Menteri. Pada Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Berbadan Hukum dan PTN Satker BLU, Rektor dimungkinkan menjadi PJPK dengan terlebih dahulu mengkaji
aspek hukum fleksibilitas/otonomi yang dimilikinya. Skema kerjasama untuk sektor pendidikan menggunakan skema Availability Payment.

PJPK untuk pendidikan dasar dan menengah adalah kepala daerah sesuai kewenangannya. Struktur kerjasama untuk KPBU pendidikan dasar/menengah
umumnya menggunakan skema AP, sehingga dapat merujuk kepada struktur dan matriks risiko di Perguruan Tinggi. Untuk proyek KPBU pendidikan tinggi
yang disampaikan dalam acuan ini merupakan model generik untuk penyediaan fasilitas belajar mengajar. Adapun untuk fasilitas seperti rumah sakit ataupun
inkubator bisnis, perlu memperhatikan kondisi sektoral dan kekhasan fasilitas.

2.2.15.1. Availability Payment (AP) Sekolah / Perguruan Tinggi

Lingkup BU meliputi membangun, menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan layanan pendukung sekolah/perguruan tinggi, serta
mengalihkan ke pemerintah di akhir masa konsesi. Pemerintah bertanggung jawab di dalam pengelolaan sekolah/perguruan tinggi secara keseluruhan
layanan, termasuk pengaturan kurikulum, dan guru. Pada skema ini, BU menerima pembayaran atas layanannya secara berkala dari pemerintah selama
masa konsesi.

Risiko spesifik terkait sektor pendidikan adalah risiko tidak berfungsi media ajar, keterlambatan pengiriman materi ajar, risiko kebocoran data siswa,
risiko sistem IT dan teknologi, dan performa fasilitas. Risiko-risiko tersebut merupakan fokus utama BU yang tentunya tergantung dari luasan lingkup

proyek.
UU12/2012 & PP 4/2014: e mmmm = — > /ﬁ\ ________
Menteri bertanggung jawab | Perjanjian IIGF Perjanjian :
atas penyelenggaraan | Penjamian "

Regres
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v

- _;[ Menristek
1
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Pembayaran Bulanan
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PDF it
Penugasan Equity Pinjaman
Pendampingan
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Perjanjian KPBU
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anggaran KL
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Sumber Pengalokasian APBN dalam

Pembayaran Ap | DUk Bantuan Pendanaan +  Pasal 3ayat (1) hurufa PMK 190/2015 jo. Pasal 13 ayat (3) Perpres
PTN BH 38/2015, pembayaran AP dilakukan melalui mekanisme APBN,

khususnya melalui anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah.

Pembayaran AP dilakukan Kemenristek melalui anggarannya dengan
mekanisme APBN.

Gambar 36. Indikasi Skema Pembayaran AP KPBU PTN Badan Hukum
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2.2.16 Struktur KPBU Sektor Olahraga

Ketersediaan fasilitas olah raga yang memadai bagi masyarakat, baik atlit maupun umum, sangat diperlukan. Hal ini sangat
mempengaruhi prestasi bidang olah raga Indonesia di tingkat dunia dan juga berdampak kepada kualitas kesehatan masyarakat.
Percepatan ketersediaan fasilitas olah raga dapat dilakukan dengan skema KPBU.

PJPK pada proyek ini adalah Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya. Skema kerjasama untuk sektor
olahraga dapat menggunakan skema Availability Payment ataupun skema usage based.

2.2.16.1. BOT Stadion/Fasilitas Olahraga T ————
Walikota sebagai PJPK

Lingkup BU meliputi membangun, menyediakan, mengoperasikan,
dan memelihara fasilitas dan layanan stadion/fasilitas olahraga,

Konsesi Sektor Publik
serta mengalihkan ke pemerintah di akhir masa konsesi. BU juga * BOT (Built Operate Transfer) o —— .

mengalokasikan pemanfaatan stadion untuk kebutuhan latihan atlit.
Pada skema ini, pendapatan BU sepenuhnya dari sewa fasilitas

j i i i Konsultan gontrgk Pembiayaan

esain N II
olahraga dan juga pendapatan dari bangunan penunjang, seperti onsute Jayaan —— -
hOtel. BADAN USAHA __ Financial

Kontraktor Close
.. . . . .. Konstruksi Kontrak
Risiko spesifik yang harus diperhatikan BU adalah Risiko Non- ;]Kontmksi

event, yaitu tidak adanya sumber pendapatan pada saat tidak ada
perator
Pengguna

event atau paska event besar, seperti PON, SEA Games, Asian

Games, dan Olimpiade. Biaya pengoperasian dan pemeliharaan : : (Pengunjung & Tenant) :
stadion sangat besar, sehingga sumber pemasukan dari event saja Konstruksi dan Operasi _
tidak cukup, perlu pendapatan dari fasilitas penunjang yang justru

menjadi pemasukan utama. Gambar 37. Struktur BOT Olah Raga

[ 1

Lenders

~——————————

. Pembiayaan|
Penjaminan l\

« Pelayanan
« Transaksi sesuai tarif

Kontrak Operasi

2.2.16.2. Availability Payment (AP) Stadion/Fasilitas Olahraga

Lingkup BU meliputi membangun, menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan layanan stadion/fasilitas olahraga, serta mengalihkan
ke pemerintah di akhir masa konsesi. BU juga mengalokasikan pemanfaatan stadion untuk kebutuhan latihan atlit. Adapun pemanfaatan waktu di luar
kebutuhan atlit dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah. Pada skema ini, BU menerima pembayaran atas layanannya secara
berkala dari pemerintah selama masa konsesi.
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Risiko spesifik yang harus diperhatikan pemerintah adalah Delegasi Tugas Henteri(GubemurBupatl
Risiko Non-event, yaitu tidak adanya sumber pendapatan Walikota sebagai PJPK
pada saat tidak ada event atau paska event besar, seperti UPT/DBLU
PON, SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade. Biaya N Sekior Publc
pengoperasian dan pemehharaan stadion sangat bgsar, = TFamgavar P — .
sehingga sumber pemasukan dari APBN/APBD saja tidak tarif Bayar
cukup. Menghidupkan stadion sepanjang tahun merupakan AP
tantangan utama. Risiko spesifik yang harus diperhatikan BU Konsultan Kontrak ! Pembiayaan Y
adalah risiko performa fasilitas, risiko sistem IT dan teknologi, Desain Desain . Financial |
dan risiko keselamatan dan keamanan (khususnya pada saat [ Kontraktor Kontrak L Lenders Close |
. Kontruksi Kontruksi Pembiayaan H 1
kegiatan berlangsung). Penjaminan | ’
Pelayanan
Fasilitas

Operator <
Kontrak Operasi

Pengguna
T—( Konstruksi dan Operasi ’—T

Gambar 38. Struktur AP Olah Raga

i

2.2.17 Struktur KPBU Sektor Pariwisata

KPBU sektor pariwisata berupa fasilitas penunjang pariwisata seperti pusat promosi dan pemasaran produk pariwisata, tourism
information center, dan lain-lain. Menteri Pariwisata menjadi regulator sektor ini. PJPK pada proyek ini adalah Menteri, Gubernur, Bupati,

ﬁg@& atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Skema kerjasama untuk sektor pariwisata Delegasi Tugas Menteri/Gubernur/Bupatil
Walikota sebagai PJPK

menggunakan skema Availability Payment.
Pariwisata
Adapun Kawasan Pariwisata yang dibangun
secara KPBU dapat menjadi bagian dari KPBU infrastruktur kawasan ~ SeitorPublk
yang memiliki kekhasan risiko tersendiri tergantung pada cara | fereaken

penyediaannya. Beberapa contoh kawasan pariwisata yang akan

Sektor Swasta

Pembiayaan

AP
dikembangkan adalah 10 destinasi pariwisata prioritas, diantaranya: po—— )
Danau Toba, Mandalika, dan Borobudur. Desain \4—‘ Rontrax - Bhuitas__t -
r BADAN USAHA Financial
. - i Kontraktor Kontrak ) L enders Close
2.2.17.1. Availability Payment (AP) Pusat Informasi, Kontruksi Kontruksi ‘ Pembiayaan
Penjaminan \

I

S —

Promosi, dan Pemasaran Pariwisata

Pelayanan

. . . . Operator < - s
Lingkup BU  meliputi  membangun,  menyediakan, ) Kontrak Operasi Fasiitas

mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan layanan Pusat Pengguna
Informasi, Promosi, dan Pemasaran Pariwisata, serta T—{ Konstruksi dan Operasi |—T

mengalinkan ke pemerintah di akhir masa konsesi. Pada

Gambar 39. Struktur AP Pariwisata
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skema ini, BU menerima pembayaran atas layanannya secara berkala dari pemerintah selama masa konsesi. Pendapatan dari keberhasilan promosi
dan pemasaran produk bisa menjadi insentif bagi BU. Risiko spesifik yang harus diperhatikan adalah risiko performa fasilitas, risiko sistem IT dan
teknologi, dan risiko promosi dan pemasaran (tergantung lingkup proyek). Ketiganya merupakan risiko yang perlu diperhatikan oleh BU.

2.2.18 Struktur KPBU Sektor Pemasyarakatan

Infrastruktur pemasyarakatan khususnya Lembaga
Permasyarakatan (Lapas) merupakan hal prioritas yang
sangat dibutuhkan karena saat ini 470 dari 476 lapas
mengalami kelebihan kapasitas. Fungsi Lapas adalah
untuk pembinaan, sehingga terdapat fasilitas pelatihan
bagi warga binaan agar memperoleh keahlian yang
bermanfaat saat berasimilasi kembali di masyarakat.
Lapas sudah memiliki pengalaman bekerjasama dengan pihak ketiga, akan
tetapi tidak dalam skema KPBU. PJPK pada proyek ini adalah Menteri Hukum
dan HAM sesuai dengan kewenangannya. PJPK dapat didelegasikan Menteri
Hukum dan HAM kepada Dirjen terkait. Skema kerjasama untuk sektor lapas
umumnya menggunakan skema Availability Payment, tetapi skema BOT juga
terbuka untuk dilakukan. Pengguna layanan BUP meliputi warga binaan,
pengunjung, dan petugas LAPAS.

Lembaga

EEMESEEEE]

2.2.18.1. BOT Lembaga Permasyarakatan (Lapas)

Lingkup BU meliputi membangun, menyediakan, mengoperasikan,
dan memelihara fasilitas dan layanan /fasilitas lapas, serta
mengalihkan ke pemerintah di akhir masa konsesi. Fasilitas Lapas ini
sering disebut sebagai Lapas industri yang menggabungkan fungsi
pembinaan dan fungsi produksi sebagai satu kesatuan.

Risiko spesifik yang harus diperhatikan BU adalah risiko keamanan
dari kemungkinan pelarian dan risiko bawaan dari fungsi produksi
yang digunakan. Contoh Lapas yang sedang direncanakan untuk
dikembangkan dengan skema BOT adalah Lapas Nusakambangan.

2.2.18.2. Availability Payment (AP) Lembaga Permasyarakatan
(Lapas)

Lingkup BU meliputi membangun, menyediakan, mengoperasikan,

dan memelihara fasilitas dan layanan fasilitas lapas, serta

Direktur Jendral terkait
sebagai PJPK a/n Menteri

Hukum dan HAM

1 Konsesi

H BOT (Built Operate Transfer)
]

1

e Kontrak KPBU |'-'

Pembiayaan

Ekuitas
BADAN USAHA

Pembiayaan
Penjaminan

v
e

Pembinaan

Sektor Publik

Sektor Swasta

Kgnsu\tan Kontrak
=52 ‘_I Desain

Kontraktor qJ Kontrak

Kontruksi Kontruksi

Operator
Pemeliharaan
Kontrak Operasi
Produk
Konstruksi dan Operasi

Gambar 40. Struktur BOT Lapas
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.

T—| Konstruksi dan Operasi }Q
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|
Gambar 41. Struktur AP Lanas
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mengalihkan ke pemerintah di akhir masa konsesi. Pada skema ini, BU menerima pembayaran atas layanannya secara berkala dari pemerintah selama
masa konsesi. Risiko spesifik yang harus diperhatikan BU adalah risiko keamanan dari kemungkinan pelarian dan risiko bawaan dari industri yang
digunakan.

2.2.19 Struktur KPBU Sektor Kawasan

Kawasan yang dimaksud di sektor ini dapat berupa kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan ilmu
pengetahuan, teknologi dan inovasi termasuk pembangunan science and techno park. Pengelola kawasan wajib menyediakan

infrastruktur ~ dasar  Infrastruktur  kawasan Delegasi Tugas
o merupakan penyediaan infrastruktur dasar di Henteri | Subornur / Bupat
dalam kawasan seperti jalan, sistem air minum, UPT/DBLU
Kawasan . . . . .
persampahan, sistem air limbah, listrik, Pengutipan Transaksi S

telekomunikasi, trasnprotasi, dan lainnya yang
berfungsi sebagai pendukung utama operasional kawasan.

AP

2.2.19.1. Availability Payment (AP) Kawasan
Kontrak
Desain 4—l Desain

Sektor Swasta

Pembiayaan :’ ‘:

Lingkup BU  meliputi  membangun,  menyediakan, — - Ek“'tasﬁpinanc,-a, i

. . e e Kontraktor ontra 1
mengoperasikan, dan memelihara fasilitas dan layanan fasilitas | Koniruksi | Kontruksi bembiayas— | Lenders |‘”"Se ;
. . . - . ;
infrastruktur dasar kawasan, serta mengalihkan ke pemerintah Penjaminan |
di akhir masa konsesi. Pada skema ini, BU menerima Pelayanan

. ) Operator Fasilitas

pembayaran atas layanannya secara berkala dari pemerintah Pemeliharaan pA—
selama masa konsesi. Risiko spesifik yang harus diperhatikan Pengguna

BU adalah risiko operasional dan risiko bawaan dari industri
yang digunakan. ?—{ Konstruksi dan Operasi }—T

Gambar 42. Struktur AP Kawasan

2.2.20 Struktur KPBU Proyek Gabungan (Bundling Project)

Proyek Gabungan (Bundling Project) adalah penyediaan infrastruktur yang berupa gabungan 2 atau lebih jenis infrastruktur. Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah yang yang memiliki kewenangan terhadap sektor infrastruktur yang dikerjasamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan bertindak bersama-
sama sebagai PJPK. Kesepakatan kedua PJPK dituangkan di dalam Nota Kesepahaman yang sekurang-kurangnya memuat:

- Kesepakatan pihak yang menjadi koordinator PJPK

- kesepakatan mengenai pembagian tugas dan anggaran dalam rangka penyiapan, transaksi, dan manajemen KPBU

- jangka waktu pelaksanaan KPBU

- Struktur Proyek
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2.2.20.1. BOT Bundling Project

Lingkup BU meliputi merancang, membangun, menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara 2 jenis infrastruktur, serta mengalihkan ke pemerintah
di akhir masa konsesi. Pada skema ini, BU menerima pembayaran langsung dari pengguna di kedua jenis infrastruktur. Risiko spesifik yang harus
diperhatikan BU adalah risiko demand, risiko operasional, risiko spesifik infrastruktur terkait, risiko integrasi proyek, dan risiko kelembagaan.

2.2.20.2. Availability Payment (AP) Bundling Project

Lingkup BU meliputi merancang, membangun, menyediakan, mengoperasikan, dan memelihara 2 jenis infrastruktur, serta mengalihkan ke pemerintah
di akhir masa konsesi. Pada skema ini, BU menerima pembayaran AP dari PJPK. Risiko spesifik yang harus diperhatikan BU adalah risiko operasional,

risiko spesifik infrastruktur terkait, risiko integrasi proyek, dan risiko kelembagaan.

Nota Kesepahaman PJPK

PJPK
Infrastruktur 2

Infrastruktur 1

UPT/D BLU
‘ Infrastruktur 2

UPT/D BLU
— m —

‘SektorPuhlik
Sektor Publik

I

Transaks|
tarif

Sektor Swasta
Sektor Swasta |

Pengguna

-Knnsultan
Kentrak
i Konsuitan
‘_] ceear } | Sponsor Proyek Financial Konirak Pembiayaan | 3
ps— ,J — S | c:;z:cla ‘—l Desain Ekunasl—i Sponsor Proyek Financial
Kontruksi Kentruksi Pembiayaan Lenders Kontraktor 4J Kontrak BADAN USAHA i Close
[ l ; i i
Penj | Kontruksi Kontruksi pemb‘ayaaﬂl—g l Lenders l
I\
sesuai tarif
Kontrak Operasi Operator
Pemeliharaan
Kontrak Operasi Pelayanan

Penjaminan
Operator
Pemeliharaan
Pengguna
Konstruksi dan Operasi

Pembiayaan
Ekuitas

L

Transaksi

Gambar 43. Struktur BOT Bundling Project Gambar 44. Struktur AP Bundling Project
2.2.21 Proyek KPBU Khusus
Proyek KPBU Khusus merupakan jenis proyek KPBU sektor yang memberikan pelayanan sangat spesifik dan kemungkinan melakukan KPBU hanya 1 kali.

Proyek KPBU Khusus yang dimaksud adalah:
- Proyek KPBU Proving Ground
- Proyek KPBU Marine Observation
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2.2.21.1. AP Proving Ground

Proving Ground adalah fasilitas pengujian kendaraan
bermotor di luar ruangan yang dinamis dan memenuhi
standar internasional. Unit penyelenggara adalah Balai
Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan
Bermotor (BPLJSKB). BPLJSKB mempunyai tugas
melaksanakan pengujian dan penyiapan bahan
sertifikasi laik jalan terhadap tipe kendaraan bermotor,
kereta gandengan, kereta tempelan, karoseri, dan
kendaraan khusus.

Lingkup BU meliputi Desain Proving Ground, Konstruksi
infrastruktur Proving Ground (70%) dan penyediaan
fasilitas uji, Pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas
Proving Ground, termasuk pengujian peralatan dan
sistem informasi manajemen, dan Memberikan pelatihan

Konsumen Lingkup BUP:
- Perancangan

Lingkup Pemerintah:

- Pembangunan
- Pembiayaan
- Pemeliharaan

Pembayaran
Layanan

- Pengoperasian
- Membayar AP

Kementrian
Perhubungan

BPLJSKB

Delegasi Pembayaran

AP

R Priaman
Perjanjian Kerjasama Pinjaman
Direktorat ! ! Badan Usaha -
Jendral AT Equity |—1 Equity Sponsor I
Perhubungan

Darat

Perianiian Perjanjian Perjanjian EPC
Rég[les Penjaminan Perusahaan EPC
Mekanisme

Anggaran

Kementrian
LGUELLED]

Gambar 45 Struktur AP Proving Ground

teratur untuk menambah kemampuan pegawai pemerintah sebagai operator yang kompeten. Pada skema ini, BU menerima pembayaran AP dari
BPLJSKB. Risiko spesifik yang harus diperhatikan BU adalah risiko pemeliharaan, risiko integrasi sistem teknologi informasi, risiko keusangan teknologi,
dan risiko kebocoran informasi dan data. Proyek ini diprakarsai pemerintah dan masih dalam tahap penyiapan.

2.2.21.2. AP Marine Observation

Marine Observation adalah fasilitas penelitian kondisi kelautan di permukaan dan bawah air. Proyek ini sedang dalam proses diprakarsai oleh Badan
Usaha. Proyek ini akan bermanfaat di dalam memetakan kondisi kelautan di permukaan dan bawah laut, serta kondisi cuaca. Informasi yang diperoleh
dapat bermanfaat bagi sektor kelautan dan perikanan, minyak dan gas bumi.

Lingkup BU meliputi perencanaan, pembangunan dan penyediaan fasilitas riset, pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas riset, termasuk sistem informasi
manajemen, dan memberikan pelatihan teratur untuk menambah kemampuan pegawai pemerintah sebagai operator yang kompeten. Pada skema ini,
BU menerima pembayaran AP dari Unit Pemerintah. Risiko spesifik yang harus diperhatikan BU adalah risiko pemeliharaan, risiko integrasi sistem
teknologi informasi, risiko keusangan teknologi, dan risiko kebocoran informasi dan data.
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3

PENILAIAN ASPEK ALOKASI RISIKO UNTUK PROYEK KPBU DAN PENYEDIAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
3.1 Prinsip Alokasi Risiko dalam Konteks Implementasi Proyek KPBU

1 Pada tahap penyiapan proyek KPBU, kesesuaian alokasi risiko menjadi substansi analisis risiko dalam studi kelayakan proyek dalam konteks transaksi
proyek KPBU, penentuan kewajiban PJPK dalam Perjanjian Kerjasama (Perjanjian KPBU) perlu memenuhi prinsip Alokasi Risiko. Alokasi risiko secara
kontraktual yang optimal berbanding lurus dengan value for money yang maksimal.

9 Prinsip yang lazim diterapkan untuk alokasi risiko adalah bahwa (lihat Gambar 46. Urutan Logika dalam Alokasi Risiko KPBU), fi Riko sebaiknya
dialokasikan kepada pihak yang relatif lebih mampu mengelolanya atau dikarenakan memiliki biaya terendah untuk menyerap risiko tersebut. Jika prinsip
ini diterapkan dengan baik, diharapkan dapat menghasilkan premi risiko yang rendah dan biaya proyek yang lebih rendah sehingga berdampak positif bagi

pemangku kepentingan proyek tersebut.o

ALOKASI RISIKO

1: KEMUNGKINAN KETERJADIAN RISIKO
Risiko harus
PENILAIAN dapat -
B - Risiko harus 3: BIAYA RISIKO TERENDAH
IDENTIFIKASI RISIKO ‘k"ea;g';gsgi‘:;k dapat PENANGANAN

RISIKO (Kemungkinan, yang paling dialokasikan Risiko harus dapat (MITIGASI
Dampak, Nilai mampu kepada pihak dlalokas!kan kepada pihak RISIKO)
Risiko mengendalikan | Yang paling yang paling mampu

kemungkinan mampu menyerap risiko dengan

L mengendalikan biaya terendah jika
keterjadiannya damgak risiko kemungkinan dan dampak

terhadap proyek tidak dapat dikendalikan

!
; ;

> PEMANTAUAN DAN EVALUASI RISIKO <+

Gambar 46. Urutan Logika dalam Alokasi Risiko KPBU

1 Secara konseptual, penerapan prinsip tersebut di proyek KPBU adalah sebagai berikut (lihat juga Kotak Teks 1):

o0 Risiko yang berdasarkan pengalaman sulit untuk dikendalikan pemerintah agar memenuhi asas efektivitas biaya (konstruksi, operasi), sebaiknya
ditanggung pihak swasta;

o Risiko di luar kendali kedua belah pihak, atau sama-sama dapat dipengaruhi kedua belah pihak sebaiknya ditanggung bersama (kejadian kahar);

0 Risiko yang dapat dikelola pemerintah, karena posisinya lebih baik atau lebih mudah mendapatkan informasi dibandingkan swasta (risiko peraturan
atau legislasi) sebaiknya ditanggung pemerintah;

o0 Risiko yang walaupun sudah ditransfer, tetap memberikan eksposur kepada pemerintah atau PJPK (menghambat tersedianya layanan penting ke
masyarakat), dimana jika BU gagal memenuhi kewajiban maka pemerintah dapat mengambil alih proyek.

o Potensi kasus proyek: penyediaan infrastruktur sosial yang kritikal dan jasa terkait.
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Kotak Te ks 1: Pertanyaan Kunci dalam Menentukan Alokasi Risiko

Beberapa pertanyaan perlu djjawab dari perspektif baik lembaga publik maupun entitas swasta, Awalnya dapat denga
pi hak publ i ké

1 Mengelola kemungkinan risiko terjadi?

1 Mengelola dampak risiko tersebut?

1 Menyerap/menanggung dampak risiko?

1 Mengambil langkah -1 angkah spesi fi k dalam mengel ol a risiko tersebut?o

Logikanya, pertanyaan yang sama dapat diajukan atas kemampuan entitas swasta dalam KPBU. Yang pada akhirnya, kita dapat menja wab:: 0S8i
yang paling mampu mengel ol a dan menyerap risi ko i ni 2?06
Sebagal tambahan pertimbangan diatas, perlu djjawab untuk menjaw ab beberapa hal berikut:
1 Kontrak yang serupa: Adakah alasan khusus untuk berbeda dari alokasi risiko tertentu dalam transaksi sebelumnya dan tercermin dalam
perjanjian KPBU?
1 Marketability - Apakah ada alasan untuk berasumsi bahwa sektor swasta tidak akan menerima risiko atau juga menentukan nilai risiko yang
terlalu tinggi?
1 Insentif: Apakah ada mekanisme alokasi risiko yang berpotensi menciptakan unintended incentives  untuk sektor swasta?
1 Pendekatan holistik: Apakah ada mekanisme alokasi risiko yang berpo tensi menci pt akaab wd ackalaahm atbail t anggu

3.1.1 Implementasi Alokasi Risiko dalam Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Proyek KPBU
Umumnya, sebagaimana dalam Kotak Teks 2, penerapan alokasi risiko mulai dilakukan sejak perencanaan proyek KPBU, melalui suatu analisis kriteria
faktor kunci nilai manfaat proyek (termasuk risiko yang ditransfer ke BU) sebagai bagian dari studi pendahuluan. Selanjutnya, analisis risiko tersendiri
dan lebih dalam dilakukan pada tahap penyiapan proyek sebagai bagian dari pra studi kelayakan proyek (kemudian menjadi dasar penyusunan draft
Perjanjian KPBU).

Secara umum, pemanfaatan Acuan Alokasi Risiko di dalam proses KPBU dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Pemanfaatan Acuan Alokasi Risiko di setiai Tahaian KPBU

Penyusunan Studi Penyiapan Kajian Awal Penyiapan Dokumen Amandemen PKS Pasca
Pendahuluan: Prastudi Kelayakan (OBC): Perjanjian: Transaksi:
Penyusunan Studi & Rencana bentuk KPBU - Kajian  Teknis  (Penetapan Structuring/Drafting PKS  Perubahan lingkup dan risiko

SPM), Komersial (Besaran
AP), dan Lingkungan
Skema Pengembalian = Kajian Lingkup KPBU dan Structuring/Drafting GA Perubahan Capex/ Opex
Investasi Proyek Struktur Proyek (Guarantee Agreement) terhadap Kelayakan

Dokumen Pendukung pengusahaan proyek (Perjanjian Kerja Sama) proyek
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' Risk Transfer dalam Analisis Kajian Risiko Proyek dan | Structuring/Drafting RA  Penyesuaian Kewajiban
VM Proyek Mltigasi Risiko PIPK (Regres Agreement) Finansial
Penyiapan Kajian Akhir Pengembangan Rencana

Prastudi Kelayakan (FBC): Mitigasi Risiko dan KRI
Pemutakhiran analisis risiko
dan dukungan proyek

Konsultasi Publik: Konsultasi Publik:

Penjelasan  Risk  Sharing Penjelasan Risk  Sharing

Konsultasi Publik dan kepada Publik kepada Publik
Penjajakan Minat Pasar Konsultasi Minat Pasar Penjajakan Minat Pasar Konfirmasi Minat Pasar
Penjelasan  Risk  Sharing Penjelasan Risk  Sharing Diskusi Risk Sharing PJPK
kepada Calon Bidders kepada Calon Bidders dan Calon Bidders
Permohonan Dukungan

Permohonan Dukungan
Kelayakan /Penjaminan
Pemerintah

/Penjaminan Pemerintah
Penetapan SPM dan Estimasi
Besaran AP

Penyiapan Kajian  Risiko
Dukungan Kelayakan (VGF)
Penyusunan Fatal Flaw Kajian
CTP Penjaminan

Kotak Teks 2: Proses, waktu, informasi, dan keahlian yang dibutuhkan dalam alokasi risiko KPBU

1
1

Proses: Alokasi risiko merupakan inti dari penstrukturan berbagai metode penyediaan, serta membutuhkan pengalaman transaksi dan penge tahuan pasar.
Waktu: Alokasi risiko awal perlu ditentukan sebelum penyusunan perjanjian KPBU selesai. Dalam prakteknya, proses pe nyusunan perjanjian tersebut sering
memicu diskusi tentang alokasi risiko, dan hal ini dapat difasilitasi dengan suatu penilaian risiko.

Informasi:  Alokasi risiko yang optimal dalam suatu KPBU adalah spesifik terhadap proyek dan berkembang dari wakitu ke w aktu. Sebuah titik awal yang baik
adalah dengan melihat transaksi sebelumnya untuk memahami pertimbangan dalam alokasi risiko. Alokasi risiko yang optimal dala m KPBUberkembang dari
waktu ke waktu, perlu melihat kontrak yang lebih terkini.

Keahlian: Seperti dalam langkah lainnya dalam penilaian risiko, alokasi risiko membutuhkan masukan dari berbagar disiplin ilmu:

Tenaga ahli teknis, lingkungan, perizinan, dan lalu lintas dan pendapatan untuk menentukan ukuran dan kemampuan pengelolaan b erbagai tipe risiko
Tenaga ahli biaya, untuk menentukan biaya upaya mitigasi risiko.

Tenaga ahli asuransi, untuk menentukan kemungkinan asuransi dari sejumlah risiko (memfasilitasi transfer risiko ke sektor swa sta).

Tenaga ahli hukum, untuk menyediakan kerangka alokasi risi ko yang didefinisikan dalam perjanjian KPBU.

Tenaga ahli keuangan, untuk menentukan marketability dari suatu risiko.
ebih diminati tenaga ahli tersebut telah terlibat dalam identifikasi risiko proyek untuk memastikan pemahaman yang baik atas risiko tertentu.

O O o o o

~
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1 Dalam mengevaluasi alokasi risiko, sebagai bagian dari dokumen tender dalam tahap transaksi proyek, draft Perjanjian KPBU tersebut akan mencerminkan

bagaimana alokasi risiko-risiko yang diidentifikasi dan dievaluasi sebelumnya kepada para pihak terkait (BU dan PJPK) dalam bentuk klausul kontraktual.

91 Dari klausul kontrak tersebut, risiko dapat digambarkan berdasarkan peristiwa pemicunya (trigger), periode terjadinya dan konsekuensi (dampak/revenue

& cost driver) bagi para pihak apabila risiko tersebut terjadi, baik berupa kewajiban fisik ataupun kewajiban finansial sebagaimana dapat diilustrasikan
secara sederhana dalam Tabel 2. berikut:

Tabel 3. llustrasi Alokasi Risiko dalam suatu Perjanjian KPBU
Alokasi Risiko dalam Perjanjian KPBU

Jenis Risiko

Bersama

Risiko A X
Risiko B* X ;
Risiko C X
Risiko D* X
Risiko E X
Risiko F* X
*: Risiko yang mengarah pada kewajibain finansial tertentu dari pihak yang menanggungnya

Sebagai catatan, kewajiban finansial secara kontraktual munculdariper i st i wa r i s i k compersatign evertddangpak&nadari yang sifatnya
Gelief eventb(hanya perlu perpanjangan waktu saja, tanpa kompensasi finansial).

1 Menentukan alokasi risiko yang optimal melalui suatu diskusi dengan para pemangku kepentingan. Peserta diminta untuk bersama-sama menjawab
pertanyaan kunci seperti yang dijelaskan dalam Kotak Teks 1. Hal ini penting untuk bersama-sama menentukan argumen yang meyakinkan bagi alokasi
risiko untuk masing-masing risiko.

1 Langkah selanjutnya adalah menentukan mekanisme yang mencerminkan alokasi risiko ini. Kebanyakan mekanisme seperti definisi, kompensasi, dan
supervening events, adalah standar yang telah digunakan di sebagian besar transaksi KPBU sebelumnya. Namun, pertimbangan spesifik proyek dapat
membawa penyesuaian dalam mekanisme ini.

1 Secara umum, pengalokasian risiko dalam suatu kontrak KPBU kepada para pihak adalah sebagai berikut:

0 BU biasanya menanggung risiko terkait financing, design, construction, procurement, operation dan maintenance (kemudian menalihkan sebagian
risiko ke peserta lainnya, konsultan desainer/kontraktor/pemasok/operator/pengguna).

0 PJPK mewakili Pemerintah biasanya menanggung risiko politik, termasuk perubahan peraturan perundangan yang faktor pemicunya (relatif atau
lebih dapat) dikendalikan oleh pemerintah.

0 Keduanya berbagi risiko terkait Keadaan Kahar/Force Majeure.

3.1.2 Implementasi Alokasi Risiko dalam Proses Penyediaan Penjaminan Proyek KPBU oleh PT PII

Pada dasarnya, penjaminan infrastruktur oleh PT PIl mencakup kewajiban finansial PJPK dalam suatu perjanjian KPBU, dimana alokasi penganggaran
PJPK dan mekanisme keuangannya perlu ditetapkan dalam memastikan pemenuhan kewajiban finansialnya tersebut. Dalam menentukan cakupan
penjaminan risiko infrastruktur dalam suatu proyek KPBU tersebut, sesuai mandat dalam regulasi, PT Pll mengevaluasi, antara lain, kesesuaian draft
perjanjian KPBU dengan prinsip alokasi risiko, sebagaimana digambarkan sebagai berikut.
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KONSULTASI &
PENGARAHAN
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USULAN PENJAMINAN (UP)
+ Draft Perjanjian KPBU
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Gambar 47. Hubungan Acuan Alokasi Risiko PT PIl dan Kerangka Regulasi Penjaminan Infrastruktur

4 ACUAN ALOKASI RISIKO INFRASTRUKTUR

Prinsip

Alokasi
Risiko

Cakupan Cakupan
Risiko Risiko
Penjaminan Co-Guarantor|
1 PTPII

Terhadap cakupan penjaminan infrastruktur
oleh PT PII, Regulasi Penjaminan Infrastruktur
mendefinisikan bahwa kewajiban finansial
PJPK dalam kontrak KPBU tersebut timbul
akibat risiko yang disebabkan oleh peristiwa
penyebab (triggering events) berikut:
a) tindakan atau tiadanya tindakan PJPK atau
Pemerintah selain PJPK dalam hal-hal
yang menurut hukum atau peraturan

perundang-undangan PJPK atau
Pemerintah  selain PJIPK memiliki
kewenangan atau otoritas untuk

melakukan tindakan tersebut;
b) kebijakan PJPK atau Pemerintah selain
PJPK;

c) keputusan sepihak dari PJPK atau
Pemerintah selain PJPK;

d) ketidakmampuan PJIPK dalam
melaksanakan suatu kewajiban yang
ditentukan kepadanya oleh BU

berdasarkan Perjanjian Kerjasama (breach
of contract).

Acuan Alokasi Risiko Infrastruktur ini terdiri atas 1) Kategori Risiko dan 2) Matriks Alokasi Risiko untuk dapat digunakan oleh PJPK dalam menyiapkan alokasi risiko
untuk proyek KPBU, yang berlaku sebagai basis bagi PJPK dalam menyiapkan usulan penjaminan ke PT PII, serta dapat berperan meningkatkan penerapan dari
kerangka manajemen risiko suatu proyek KPBU.

Kategori Risiko KPBU

Checklist Kategori Risiko KPBU dikembangkan sebagai suatu daftar kelompok risiko yang generik, yang diharapkan dapat digunakan untuk membantu
mengidentifikasi peristiwa-peristiwa risiko spesifik kepada setiap proyek KPBU. Peristiwa-peristiwa risiko yang teridentifikasi tersebut dapat digunakan lebih
jauh untuk tahapan penilaian risiko dan pengembangan matriks/strategi alokasi risiko.

Kategori risiko ini tidak bermaksud untuk menjadi suatu daftar risiko yang kaku untuk setiap proyek KPBU. Situasi dan kondisi spesifik dalam suatu proyek
KPBU perlu juga dipertimbangkan.
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Risiko Lokasi adalah kelompok risiko dimana lahan proyek tidak tersedia atau tidak dapat digunakan sesuai jadwal yang sudah ditentukan dan dalam
biaya yang diperkirakan, atau bahwa lokasi dapat menimbulkan suatu beban atau kewajiban bagi pihak tertentu. Dengan demikian, risiko-risiko yang
termasuk kategori ini adalah:

a).

b).

C).

d).

Risiko pembebasan lahan: risiko-risiko yang terkait proses pembebasan lahan yang dibutuhkan proyek, yang dapat melibatkan potensi tambahan
biaya dan keterlambatan;

Risiko ketidaksesuaian lokasi lahan: risiko bahwa lokasi lahan yang diusulkan tidak dapat digunakan untuk proyek, dimana penyebabnya dapat
meliputi kontaminasi, penemuan artefak, keterlambatan/penolakan perolehan persetujuan perencanaan, status lahan, dan lainnya;

Risiko lingkungan: risiko kerugian terkait kerusakan lingkungan yang terjadi (1) akibat kegiatan konstruksi dan operasi selama masa proyek, atau
(2) dari kegiatan sebelum pengalihan lahan proyek dari PJPK kepada BU atau pihak sub-kontraktor.

Risiko terkait lokasi yang tak terduga: risiko kesulitan pemanfaatan lokasi dikarenakan suatu kondisi tanah yang tidak dapat terdeteksi lebih awal
termasuk kondisi geologis atau hal lain terkait dengan kondisi di bawah tanah pada lokasi tersebut.

Risiko Desain, Konstruksi dan Uji Operasi adalah risiko desain, konstruksi atau uji operasi suatu fasilitas proyek atau elemen dari prosesnya,
dilakukan dengan cara yang menyebabkan dampak negatif terhadap biaya dan pelayanan proyek. Dengan demikian, risiko yang termasuk dalam
kategori ini adalah:

a).

b).
C).

d).
e).

Risiko perencanaan: risiko bahwa penggunaan lokasi proyek yang diusulkan dalam perjanjian KPBU dan, khususnya, konstruksi fasilitas yang
dibangun tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku terkait perencanaan, tata guna lahan atau bahwa perizinan terlambat (atau tidak dapat)
diperoleh atau, kalaupun diperoleh, hanya dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih besar dari yang diperkirakan;

Risiko desain: risiko dimana desain dari BU tidak dapat memenuhi spesifikasi output yang ditentukan;

Risiko penyelesaian: risiko dimana penyelesaian pekerjaan yang dibutuhkan suatu proyek dapat (1) terlambat sehingga penyediaan layanan
infrastruktur tidak dapat dimulai sesuai Commercial Operation Date (COD) yang sudah ditetapkan, atau (2) terlambat, kecuali biaya lebih besar
harus dikeluarkan untuk mempertahankan COD yang sudah terjadwal, atau (3) terlambat karena perubahan/variasi yang terjadi;

Risiko kenaikan biaya: risiko dimana pada tahap desain dan konstruksi, biaya realiasi proyek melebihi proyeksi biaya proyek;
Risiko uji operasi: risiko dimana uji operasi terlambat atau hasilnya tidak memenuhi spesifikasi PJPK atau pihak otoritas lainnya.

Risiko Sponsor adalah risiko dimana BU tidak dapat memenuhi kewajiban kontraktualnya kepada PJPK akibat tindakan pihak investor swasta sebagai
sponsor proyek, kegagalan BU memenuhi persyaratan lender, ataupun kegagalan lender menyediakan pinjaman.

Risiko Finansial adalah risiko-risiko terkait aspek kelayakan finansial proyek. Risiko-risiko tersebut dapat berupa:

a).

b).

Risiko ketidakpastian pembiayaan: risiko bahwa pihak penyedia dana (debt dan equity) tidak akan atau tidak dapat melanjutkan komitmen untuk
menyediakan pendanaan proyek, atau risiko bahwa dukungan pemerintah (subsidi, insentif, VGF, dll) terlambat atau tidak dapat diberikan sesuai
yang dijanjikan;

Risiko parameter finansial: risiko yang disebabkan berubahnya parameter finansial (misalnya tingkat inflasi, nilai tukar, kondisi pasar) sebelum
kontraktor sepenuhnya berkomitmen untuk proyek ini, berpotensi memberikan dampak buruk terhadap biaya proyek;

Risiko struktur finansial: risiko bahwa struktur keuangan tidak cukup baik untuk memberikan hasil yang optimal sesuai porsi hutang dan ekuitas
selama periode proyek dan karenanya dapat mengganggu keberlanjutan kelayakan proyek;
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d). Risiko asuransi: (i) bahwa risiko-risiko yang sebelumnya dapat diasuransikan (insurable) pada tanggal penandatanganan sesuai dengan asuransi
proyek yang telah disepakati tetapi kemudian menjadi uninsurable atau (ii) tetap insurable tetapi dengan kenaikan premi asuransi yang signifikan.

Risiko Operasional adalah risiko dimana proses penyediaan layanan infrastruktur sesuai kontrak - atau suatu elemen dari proses tersebut (termasuk
input yang digunakan atau sebagai bagian dari proses itu) - akan terpengaruh dengan cara yang menghalangi BU dalam menyediakan layanan kontrak
sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan/atau sesuai proyeksi biaya. Dengan demikian, risiko termasuk dalam kategori ini adalah:

a). Risiko pemeliharaan: risiko dimana (i) realisasi biaya pemeliharaan aset proyek lebih tinggi/berubah dari biaya pemeliharaan yang diproyeksikan,
atau (ii) terdapat dampak negatif akibat pemeliharaan tidak dilakukan dengan baik;

b). Risiko cacat tersembunyi (latent defect): risiko kehilangan atau kerusakan yang timbul akibat cacat tersembunyi pada fasilitas yang termasuk
sebagai aset proyek;

¢). Risiko teknologi, dimana (i) teknologi yang digunakan berpotensi gagal menghasilkan spesifikasi output yang diperlukan, atau (ii) perkembangan
teknologi membuat teknologi yang digunakan menjadi usang (risiko keusangan teknologi);

d). Risiko utilitas: risiko dimana (i) utilitas (misalnya air, listrik atau gas) yang diperlukan untuk operasi proyek tidak tersedia, atau (ii) keterlambatan
proyek karena keterlambatan akibat pemindahan atau relokasi utilitas yang terletak di lokasi proyek;

e). Risiko sumber daya atau input: risiko kegagalan atau kekurangan dalam penyediaan input atau sumber daya (misalnya, batubara atau bahan
bakar lainnya) yang diperlukan untuk operasi proyek, termasuk dalam hal kualitas pasokan yang tersedia;

f). Risiko hubungan industri: risiko setiap bentuk aksi industri - termasuk demonstrasi, larangan bekerja, pemblokiran, tindakan perlambatan dan
pemogokan - yang terjadi dengan cara yang, secara langsung atau tidak langsung, berdampak negatif terhadap uji operasi, penyediaan layanan
atau kelayakan proyek.

Risiko Pendapatan (Revenue) adalah risiko bahwa pendapatan proyek tidak dapat memenuhi proyeksi tingkat kelayakan finansial, karena perubahan
yang tak terduga baik permintaan layanan atau tarif yang disepakati atau kombinasi keduanya. Dalam hal risiko dimana pendapatan BU yang diperoleh
dari pembayaran layanan oleh PJPK (contoh, skema BOT/Konsesi Sebagian, skema Performance Based Availability Scheme atau skema Availability
Payment), risiko non-payment tersebut dapat termasuk ke dalam kategori risiko politik (risiko sub sovereign atau parastatal). Dengan demikian, risiko
termasuk dalam kategori ini adalah:

a). Risiko permintaan: risiko bahwa realisasi permintaan penyediaan layanan secara tak terduga lebih rendah dari proyeksi, karena: 1) faktor pemicu
(tindakan, keputusan/kebijakan, regulasi) dari pihak Pemerintah, atau 2) kesalahan yang dilakukan pihak swasta baik dalam estimasi volume
permintaan dan yang terkait penurunan kualitas layanan; dan

b). Risiko tarif: risiko bahwa tarif layanan lebih rendah dari proyeksi, karena: 1) penyesuaian tarif secara periodik tidak dilakukan sesuai rencana atau
tingkat tarif disesuaikan lebih rendah dari proyeksi, atau 2) kesalahan estimasi tarif atau tidak terpenuhinya standar yang disyaratkan untuk
permintaan penyesuaian tarif.

Risiko Konektivitas Jaringan adalah risiko terjadinya dampak negatif terhadap ketersediaan layanan dan kelayakan finansial proyek akibat perubahan
dari kondisi jaringan saat ini atau rencana masa depan. Risiko yang termasuk dalam kategori ini adalah:

a). Risiko konektivitas dengan jaringan eksisting: risiko bahwa akses ke jaringan eksisting tidak (akan) dibangun sesuai rencana,
b). Risiko pengembangan jaringan: risiko bahwa jaringan tambahan yang dibutuhkan tidak (jadi) dibangun sesuai rencana;
c). Risiko fasilitas pesaing/kompetitor: risiko bahwa dibangunnya fasilitas/infrastruktur yang menyaingi output penyediaan layanan sesuai kontrak.




46

KPBU di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

10.

11.

4.2

Risiko Interface adalah risiko dimana metode implementasi proyek oleh para pihak terkait atau standar penyediaan layanan akan menghalangi atau
mengganggu penyediaan fasilitas dan layanan infrastruktur yang dilakukan sektor publik atau sebaliknya. Risiko ini termasuk ketika kualitas pekerjaan
yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai/tidak cocok dengan spesifikasi yang diperlukan oleh BU untuk menghasilkan spesifikasi keluaran sesuai
kontrak KPBU, atau sebaliknya.

Risiko Politik adalah risiko yang dipicu tindakan/tiadanya tindakan PJPK yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang merugikan secara material dan
mempengaruhi pengembalian ekuitas dan pinjaman. Risiko yang termasuk kategori ini adalah:

a). Risiko mata uang yang tidak dapat dikonversi atau ditransfer: risiko bahwa pendapatan/profit dari proyek tidak bisa dikonversi ke mata uang asing
dan/atau direpatriasi ke negara asal investor;

b). Risiko pengambil-alihan: risiko tindakan pengambilalihan aset proyek (termasuk nasionalisasi) oleh pemerintah, baik secara langsung maupun
tidak langsung, yang dapat memicu pengakhiran kontrak proyek.

c). Risiko perubahan regulasi dan perundangan, yang bersifat diskriminatif dan spesifik sehingga secara langsung dapat mengurangi tingkat
kelayakan finansial proyek (dapat dipicu oleh tindakan PJPK atau Pemerintah di luar PJPK);

d). Risiko sub-sovereign atau parastatal: risiko bahwa PJPK tidak mampu/bersedia melaksanakan kewajiban finansial atau kewajiban material lainnya
dalam kontrak dipicu hal yang terkait status sebagai entitas pemerintah, termasuk perubahan status hukum atau organisasi PJPK mengacu pada
regulasi terkait;

e). Risiko perizinan: risiko dimana perizinan yang diperlukan dari suatu otoritas pemerintah lainnya tidak dapat diperoleh atau, jika diperoleh,
diperlukan biaya yang lebih besar dari proyeksi;

f). Risiko perubahan tarif pajak: risiko perubahan tarif pajak yang berlaku (tarif pajak penghasilan, PPN) atau pajak baru yang dapat menurunkan
pengembalian ekuitas yang diharapkan.

Risiko Kahar (Force Majeure) adalah risiko terjadinya kejadian kahar yang sepenuhnya di luar kendali kedua belah pihak (misalnya bencana alam
atau akibat manusia) dan akan mengakibatkan penundaan atau Default oleh BU dalam pelaksanaan kewajiban kontraknya.

Risiko Kepemilikan Aset adalah risiko terjadinya peristiwa seperti kejadian kehilangan (misalnya hilangnya kontrak, force majeure), perubahan
teknologi, dan lainnya, yang menyebabkan nilai ekonomi aset menurun, baik selama atau pada akhir masa kontrak.

Matriks Risiko KPBU per Sektor

Setelah penggunaan Kategori Risiko KPBU, peristiwa-peristiwa risiko yang telah diidentifikasi kemudian dievaluasi menggunakan matriks alokasi risiko yang
di buat untuk setiap s ekt okPBUDgDalan mengekkangkan rhalriksaersebiutkpsinsiR alokasikisiko, best practice dan kerangka
regulasi terkait di Indonesia menjadi referensi yang digunakan. Namun, sebagaimana disampaikan pada bagian 4.1, matriks ini hanya merupakan referensi
dan tidak bersifat kaku, mengingat alokasi suatu risiko yang akhirnya dianggap optimal perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi spesifik dalam proyek
yang ditinjau.
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4.2.1 Matriks Risiko KPBU Sektor Bendungan

Matriks risiko di bawah ini mengacu pada suatu proyek dengan kontrak BOT (Built, Operate, Transfer) Bendungan. Adapun skema pembayaran mengunakan
skema AP.

Tabel 4. Matriks Risiko untuk AP Bendungan

Sektor Bendungan

Kategori Risiko dan Deskripsi

Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice

. Kondisi Spesifik terkait
Publik Bersama Alokasi Risiko

Peristiwa Risiko [Pra-Konstruksi/Konstruksi/Operasi]

1. RISIKO LOKASI
Keterlambatan dan kenaikan
biaya pembebasan lahan

Keterlambatan dan kenaikan biaya akibat

proses pembebasan

lahan

yang

berkepanjangan i [Tahap Pra-konstruksi dan

Konstruksi]

Pemerintah menyediakan lahan proyek
sebelum proses pengadaan BU melalui:
9 Pemerintah melakukan analisis
kesesuaian tata ruang lokasi proyek
dengan RTRW dimana proyek akan
dilaksanakan

9 Pemerintah perlu menetapkan lokasi disarankan menghindari
proyek dan memastikan semua kawasan pemukiman dan area
persyaratan telah dipenuhi sebelum perdagangan untuk

mengajukan Izin Penetapan Lokasi

9 Pemerintah perlu memastikan
tersedianya dana pembebasan tanah;

9 Pemerintah perlu memastikan adanya
tim yang melaksanakan proses
pembebasan tanah;

9 Pemerintah perlu memastikan proses
pembebasan tanah dapat berjalan
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

9 Proses pemantauan dan evaluasi
proses pembebasan lahan, khususnya
untuk lahan-lahan kritis atau prioritas.

9 Kebutuhan lahan biasanya

i Lamanya

i Perencanaan trase  jalan

1 Pembebasan lahan  yang

masif

pengeluaran
Penetapan Lokasi oleh pihak
berwenang

menghindari  biaya  sosial
proyek

dilakukan secara paralel
dengan  proses  konstruksi
memiliki risiko tinggi terjadinya
keterlambatan masa konstruksi.
Hal ini berimplikasi adanya
perpanjangan masa konstruksi.
Perpanjangan masa konstruksi
tidak menjamin diberikannya
perpanjangan grace period
pinjaman, sehingga BU perlu
memastikan kepada lender.

Lahan tidak dapat
dibebaskan

Kegagalan perolehan lokasi lahan proyek

karena proses pembebasan lahan yang sulit,
seperti tanah wakaf, Tanah Kas Desa (TKD),
dan kehutanan yang membutuhkan waktu

lama i [Tahap Pra-konstruksi]

9 Status hukum lahan dan prosedur
yang jelas dalam pembebasan lahan
proyek.

9 Proses pembebasan tanah wakaf,
Tanah Kas Desa (TKD), dan
kehutanan diprioritaskan

9 Penyempurnaan regulasi tanah wakaf
dan TKD

1 Penitipan Ganti Kerugian ke
pengadilan sehingga proses
pembebasan lahan dapat dilanjutkan

1 Risiko terdapat ketidaksesuaian

1 Risiko bahwa penetapan lokasi

1 Risiko tidak dikeluarkannya Izin

9 Tanah milik BUMN tidak dapat

RTRW.
atau izin lokasi tidak
dikeluarkan oleh Pemerintah
Daerah

Pinjam Pakai Kawasan Hutan

dibeli




48

KPBU di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko

Deskripsi

[Pra-Konstruksi/Konstruksi/Operasi]

Publik

(=10) ‘ Bersama

Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice

Sektor Bendungan

Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
1 Risiko tidak dikeluarkannya Izin
Kementerian Agama  untuk
tanah wakaf
1 Keterlambatan pengeluaran
hasil appraisal oleh BPN

Lahan tidak dapat digunakan | Kesulitan akses ke lahan dikarenakan X X 1 Strategi komunikasi proyek 1 Preventif:
setelah dibebaskan. gangguan sosial 1 [Tahap Konstruksi] termasuk, pemetaan isu sosial dan o0 Pemerintah dan BU
tokoh kunci yang terkait melakukan sosialisasi
1 Kesepakatan dikontrak yang jelas proyek sejak dini.
terkait pelibatan warga setempat di o Biaya penyediaan
proyek (beli/sewa) alternatif akses
| Menyiapkan alternatif akses ke lokasi diperhitungkan di RAB

1 Korektif: Pemerintah terlibat
dalam proses mediasi.

1 Risiko ini tidak bisa
sepenuhnya ditanggung
bersama, karena bisa jadi
risiko tersebut diakibatkan
tindakan atau aksi yang
dilakukan oleh BU, seperti
janji pelibatan warga di proyek
tetapi tidak dilakukan.
Pemerintah membantu
mediasi.

Proses pemukiman kembali Keterlambatan dan kenaikan biaya karena X 9 Kompensasi yang wajar dan Kebutuhan lahan proyek jenis ini
yang rumit rumitnya isu proses pemukiman kembali komunikasi yang baik dengan pihak biasanya tidak luas dan dampak
[Tahap Pra-konstruksi] yang terkena dampak sosial relatif kecil
9 Koordinasi antar pihak terkait dalam

menentukan pelaksana atau pemberi

kompensasi termasuk skema dan

bentuk kompensasi
Risiko Status Tanah Kepemilikan sertifikat tanah ganda ditemukan X 1 Melaksanakan validasi dan

saat proyek dilaksanakan i [Tahap Pra-
konstruksi]

penyelesaian status kepemilikan
lahan

9 Dukungan otoritas terkait (BPN, Dinas
Kependudukan) sangat penting

9 Dilakukan pengumuman di desa
setelah proses inventarisasi dan
identifikasi selesai dilaksanakan

Kesulitan pada kondisi lokasi
yang tak terduga

Tidak teridentifikasinya utilitas dan kesulitan

proses relokasi utilitas, sehingga terjadi

1 Pelaksanaan identifikasi utilitas pada
saat perencanaan dengan didukung
oleh data yang memadai.

Data utilitas tidak tersedia, baru
diketahui saat proses penggalian
berlangsung. Kesulitan yang
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(=10) ‘ Bersama

Best Practice
1 Melibatkan Warga Terkena Proyek
(WTP) dalam perencanaan
permukiman kembali

Alokasi Risiko
tidak mungkin teridentifikasi pada
tahap perencanaan diambil oleh
Pemerintah.

Keterbatasan ruang kerja
/working space konstruksi

Terkait penyediaan lahan untuk ruang kerja
pada masa konstruksi i [Tahap Konstruksi]

1 Metode konstruksi yang baik dan
apabila tidak memungkinkan,
dilakukan sewa lahan lain;

9 Sosialisasi oleh pemerintah

Bila ada penolakan masyarakat,
Pemerintah dapat membantu BU

Kerusakan artefak dan
barang kuno pada lokasi

Rusaknya artefak dan barang kuno yang
ditemukan di lokasi saat konstruksi proyek i
[Tahap Konstruksi]

Data historis penggunaan lahan dan
penyelidikan tanah

Kontaminasi/polusi ke
lingkungan lokasi

Kontaminasi/polusi di lingkungan lokasi yang
mengganggu pelaksanaan proyek i [Semua
Tahap]

i Kesesuaian dengan studi AMDAL
yang baik

1 Implementasi AMDAL

1 Melakukan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan sesuai RKL
dan RPL

Risiko perubahan kondisi
lingkungan

Adanya potensi perubahan kondisi pada
lingkungan tempat proyek dibangun, misalnya
sedimentasi. | [Tahap Operasi]

Melakukan pengerukan berkala untuk
memastikan kedalaman sungai dan
waduk sesuai standar

Potensi pendangkalan
sungai/waduk sehingga dapat
mempengaruhi kinerja
bendungan.

Kerusakan Kawasan Lindung

Metode konstruksi proyek yang tidak sesuai
dapat mempengaruhi ekosistem kawasan
lindung - [Tahap Konstruksi]

9 BUP mengunakan metode konstruksi
yang memberikan dampak minumim
bagi lingkungan

1 BUP menggunakan metode
konstruksi yang terlah terbukti
(proven)

1 BUP melaksanakan upaya
pengelolaan lingkungan mengacu
kepada Dokumen ANDAL

Relokasi masyarakat
terdampak pembangunan

Kegagalan atau keterlambatan proses relokasi
masyarakat terdampak karena adanya

1 PJPK memastikan pemberian
kompensasi yang sesuai kepada

lingkungan/ekosistem

air dapat mengakibatkan terganggunya
morfolagi dan eskosistem Daerah Aliran
Sungai

1 Adanya potensi tercemarnya ekosistem
sungai dan hutan akibat dari proses
konstruksi - [Tahap Konstruksi]

bendungan penolakan dari masyarakat - [Tahap masyarakat
Konstruksi]
Kerusakan 1 Alih fungsi hutan sebagai lokasi genangan 1 PJPK memastikan penentuan lokasi

proyek telah ~mempertimbangkan
dampak risiko yang minimal bagi
lingkungan

1 BUP melaksanakan upaya
pengelolaan lingkungan mengacu
kepada Dokumen ANDAL
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Pondasi

Kekuatan struktur bendungan dipengaruhi
oleh konstruksi pondasi. Jika pondasi tidak
kokoh ada kemungkinan terjadinya kegagalan
berupa keruntuhan bendungan - [Tahap
Konstruksi]

1 BUP melakukan studi independen
terkait kondisi dan struktur tanah

1 BUP menyususun DED dengan
mempertimbangkan hasil studi terkait
kondisi dan struktur tanah

Perbedaan bunga pinjaman
dana talangan tanah

Perbedaan antara nilai bunga yang diterima
BU dari lembaga keuangan pemberi pinjaman
dengan LMAN

1 Selisih bunga dimasukkan ke dalam
CAPEX sehingga dapat
dikompensasikan melalui
penyesuaian tarif atau masa konsesi

Kondisi ini terjadi karena dana
talangan LMAN menggunakan
skema reimburse, sehingga
BUP membutuhkan dana awal
dari sumber lain.

Risiko Lokasi di bawah ini berlaku untuk skema BOT dan ROT

Ketidakjelasan spesifikasi
output

Keterlambatan dan kenaikan biaya akibat
spesifikasi output tidak jelas i [Tahap Pra-
konstruksi]

1 Klarifikasi saat proses tender

1 Kapasitas desain yang baik

9 Dokumen lelang sebaiknya tersaji
dengan jelas dan mudah dipahami
agar dapat meningkatkan kompetisi
dan menurunkan biaya proyek

Spesifikasi output PJPK harus
mengacu ke best practice

Kesalahan desain

Menyebabkan ekstra/revisi desain yang
diminta operator i [Tahap Pra-konstruksi &
Konstruksi]

9 Konsultan desain atau EPC yang
berpengalaman dan handal.

9 Untuk proyek KPBU solicited,
Pemerintah sebaiknya menyediakan
data topografi dan soil investigation
yang valid dan aktual sebagai
referensi saat lelang.

Biasanya teridentifikasi saat uji
operasi teknis

Gagal menjaga keamanan
dan keselamatan dalam
lokasi

Tingkat kecelakaan selama pekerjaan
konstruksi berlangsung tinggi. 1 [Tahap
Konstruksi]

9 Implementasi prosedur keamanan
dan keselamatan kerja (K3) yang baik
menuju Zero Accident.

9 EPC yang berpengalaman dan
handal.

9 Klausul penalti atas pelanggaran K3
di dalam kontrak

Terlambatnya penyelesaian
konstruksi

Dapat termasuk akibat kualitas keahlian SDM
yang buruk, terbatasnya ketersediaan
material & peralatan, terlambatnya
pengembalian akses lokasi. i [Tahap
Konstruksi]

Kontraktor yang handal dan klausul
kontrak yang standar, termasuk klausul
penalti atas Liquidity Damages
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Kenaikan biaya konstruksi

Kenaikan akibat perubahan volume pekerjaan
ataupun harga material i [Tahap Konstruksi]

‘ Bersama

9 Kesepakatan prosedur persetujuan
perubahan volume dan ambang batas
perubahan

9 Akomodir perhitungan faktor eskalasi
harga di dalam kontrak

9 Hubungan baik dengan supplier

1 Klausul penalti atas Liquidity
Damages

manajemen internal & finansial i [Tahap
Konstruksi]

Kinerja Kontraktor/Sub-kontraktor tidak mampu 9 Proses pemilihan kontraktor &
kontraktor/subkontraktor melakukan pekerjaan sesuai kontrak i [Tahap subkontraktor yang kredibel
yang buruk Konstruksi] 1 Penerapan penalti

Default kontraktor/sub- Kegagalan penyelesaian kontrak oleh 1 Proses pemilihan kontraktor &
kontraktor kontraktor/sub-kontraktor karena faktor subkontraktor yang kredibel

9 Penerapan penalti

paska penandatanganan
kontrak

perubahan lingkup pekerjaan atas permintaan
Pemerintah dan/atau usulan BU i [Semua
Tahap]

menjawab kebutuhan masyarakat

1 Adanya klausul amandemen terkait
risiko ini

1 Pemahaman kontrak yang baik oleh
kedua pihak

Risiko pengisian awal waduk | Hasil pengisian awal tidak sesuai dengan X 1 Rencana pengisian awal disusun Pengisian awal waduk umumnya
spesifikasi minimum yang disyaratkan. 1 dengan menggunakan data dan membutuhkan waktu 1 tahun.
[Tahap Konstruksi] informasi yang handal dan akurat Kondisi tata guna lahan di hulu
1 Pemantauan yang ketat di saat dan juga cuaca  sangat
konstruksi. berpengaruh. Dalam hal akibat
{1 Konstruksi oleh kontraktor tata ruang, risiko ini dibagi
berpengalaman. bersama Pemerintah. Akan
 Pemantauan dan penerapan tetapi, hal ini juga merupakan
kebijakan tata ruang yang tegas dan | fisiko Badan Usaha sebagai
konsisten Pemilik Bendungan.
9 Pengaturan batas toleransi tingkat
pemenuhan level pengisian awal
waduk di dalam kontrak.
Risiko uji operasi (testing & Kesalahan estimasi waktu/ biaya dalam uji 9 Sistem komunikasi & koordinasi Sertifikasi uji operasi bendungan
comissioning) operasi teknis i [Tahap Konstruksi] kontraktor, konsultan penguji, dan harus memenuhi  ketentuan
operator yang tepat peraturan perundang-undangan
1 Konsultan testing & comissioning dan memenuhi standar
yang berpengalaman internasional.
1 Memastikan konstruksi memenuhi
standar kelaikan operasi bendungan
Perubahan lingkup pekerjaan | Perubahan CAPEX dan/atau OPEX akibat X 1 Penyiapan proyek yang baik dan
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[ [ [  [fAmandemenkontak [ |

3. RISIKO SPONSOR

Kegagalan mencapai financial
close

(atau sindikasi) karena perubahan
kebijakan/trust terhadap BU atau akibat isu
internal i [Semua Tahap setelah financial
close]

Tidak tercapainya financial close karena
ketidakpastian kondisi pasar atau struktur
modal proyek yang tidak optimal i [Tahap
Pra-Konstruksi]

X

Default BU Default BU yang mengarah ke terminasi atau X Konsorsium didukung sponsor yang
step-in oleh financier i [Semua Tahap] kredibel dan solid

Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota X Proses PQ untuk memperoleh sponsor
konsorsium) i [Semua Tahap setelah yang kredibel
financial close]

Default lender proyek Default pihak institusi keuangan/perbankan X 1 Pemilihan lender yang kredibel

1 Kinerja BU memenuhi kontrak
1 Pemenuhan persyaratan lender

4. RISIKO FINANSIAL

Koordinasi dan konsorsium yang baik
dengan lender yang kredibel dan
potensial

Bisa karena conditions
precedence tidak terpenuhi

Risiko keterlambatan
dukungan pemerintah
(insentif, subsidi, dIl)

Pelaksanaan dukungan pemerintah tidak
dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang
dijanjikan sehingga mengganggu
pembangunan dan/atau operasional layanan
i [Tahap Konstruksi & Operasi]

9 Memastikan sumber pendanaan
(APBN, pinjaman, dll) tersedia dan
tepat waktu

9 Untuk dukungan sebagian konstruksi,
Pemerintah memastikan proses lelang
berjalan sesuai jadwal proyek,
termasuk pelaksanaan lelang
sebelum anggaran ditetapkan (lelang
bersyarat).

9 Penjaminan Pemerintah

Risiko pencairan VGF

Pencairan VGF bertahap berisiko tidak dapat
dilakukan tepat waktu i [Tahap Konstruksi]

1 Koordinasi antar Pihak terkait dalam
pemenuhan persyaratan pencairan
VGF

9 Memastikan sumber pendanaan
(APBN, pinjaman, dll) tersedia dan
tepat waktu

9 Penjaminan Pemerintah

Risiko pengembalian dana
talangan tanah

Pengembalian dana talangan tanah oleh
Pemerintah (LMAN) kepada BU terlambat 7
[Tahap Konstruksi]

9 Kepastian ketersediaan dana LMAN
dengan kepastian penambahan dana
dari APBN jika sudah mencapai
treshold tertentu.

9 Badan Usaha dapat terlibat aktif
dalam memastikan kualitas dan
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kelengkapan dokumen agar sesuai
dengan standar

Risiko nilai tukar mata uang Fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar i [Semua X 9 Pembiayaan dalam Rupiah; Bisa dibagi dengan Pemerintah
Tahap] 1 Indeks harga pembelian apabila fluktuasinya ekstrim

memperhitungkan fluktuasi mata
uang;

1 Instrumen lindung nilai, diantaranya
kontrak berjangka dan opsi mata uang

Risiko tingkat inflasi dan suku | Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi X Faktor indeksasi tarif dan lindung nilai Bisa dibagi dengan Pemerintah

bunga terhadap asumsi dalam life-cycle cost dan tingkat suku bunga apabila fluktuasinya ekstrim
suku bunga i [Semua Tahap]

Risiko asuransi Cakupan asuransi untuk risiko tertentu tidak X Konsultansi dengan spesialis/broker Khususnya untuk cakupan risiko
lagi tersedia di pasaran dan kenaikan asuransi terkait keadaan kahar
substansial tingkat premi terhadap estimasi
awal 1 [Semua Tahap]

Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun i [Tahap X Kontraktor yang handal
Konstruksi]

Buruk atau tidak tersedianya Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi i [Tahap X Operator yang handal;

layanan Operasi] Spesifikasi output yang jelas

Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja,dsb i [Tahap X Kebijakan SDM dan hubungan Bisa oleh staf operator,
Operasi] industrial yang baik subkontraktor atau penyuplai;

Aksi demo skala nasional yang
berujung kepada pemogokan
kerja nasional dapat
dipertimbangkan ke  dalam
kategori force majeur

Risiko sosial dan budaya Risiko yang timbul karena tidak X 1 Menerapkan program pengembangan

lokal diperhitungkannya budaya atau kondisi sosial masyarakat yang people-oriented;
masyarakat setempat dalam implementasi 1 Pemberdayaan masyarakat
proyek i [Semua Tahap]

Kegagalan manajemen Kegagalan atau ketidakmampuan Badan X Menyusun rencana manajemen operasi

proyek Usaha dalam mengelola operasional Proyek dan dijalankan oleh secara professional
Kerjasama i [Tahap Operasi]

Kegagalan kontrol dan Terjadinya penyimpangan yang tidak X X Menyusun rencana kontrol dan

monitoring proyek terdeteksi akibat kegagalan kontrol dan monitoring serta evaluasi berkala
monitoring oleh Badan Usaha atau PJPK i terhadap efektivitas rancangan dan
[Semua Tahap] pelaksanaan

Kenaikan biaya O&M Akibat kesalahan estimasi biaya O&M atau X 1 Operator yang handal; Perawatan lebih sering dari yang
kenaikan tidak terduga i [Tahap Operasi] 1 Faktor eskalasi dalam kontrak diduga
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Kesalahan estimasi biaya life | Kesalahan estimasi biaya diakibatkan tidak X Kesepakatan/kontrak dengan supplier
cycle mendapatkan harga yang fix dan terkini dari seawal mungkin
supplier i [Tahap Operasi]
Kenaikan biaya energii Biaya energi naik disebabkan kinerja operasi X Kualitas dan spesifikasi unit yang baik
karena inefisiensi unit yang tidak efisien. i [Tahap Operasi]
Tidak teraturnya ketersediaan | Ketersediaan utilitas, seperti listrik, internet, X Tindakan antisipasi: fasilitas back up Biasanya sudah harus
utilitas tidak dapat teratur/ dihandalkan. i [Tahap listrik/utilitas lainnya diantisipasi sedini mungkin
Operasi]
Berkurangnya kuantitas Air Defisit air bendungan karena alasan dalam X i Tata ruang di hulu DAS dijaga Penurunan kuantitas air
Bendungan (input dan output) | kendali sektor publik. i [Tahap Operasi] sebagai daerah resapan. bendungan diantaranya
1 Penindakan tegas bagi pelanggar tata | dipengaruhi oleh faktor cuaca,
ruang perubahan tata guna lahan hulu
1 Regulasi dan koordinasi yang baik Daerah Aliran Sungai (DAS) dan
antar instansi terkait. faktor teknis bendungan.
Menurunnya kualitas Air Kualitas air yang berada di bendungan turun X 1 Regulasi dan koordinasi yang baik | Penurunan kualitas Air
Bendungan sehingga melebihi baku mutu i [Tahap antar instansi terkait Bendungan yang disebabkan
Operasi] 1 Pemeliharaan bendungan factor alam, perubahan tata
guna lahan hulu Daerah Aliran
Sungai (DAS) dan faktor teknis
bendungan sehingga kualitas air
baku berada diatas baku mutu.
Ketidakpastian kontinuitas Kontinuitas output tidak pasti disebabkan X 9 Badan Usaha yang handal;
output Air Bendungan kinerja proses dalam operasi. | [Tahap 1 Mekanisme penalti
Operasi]
Berkurangnya kuantitas Kuantitas output berkurang disebabkan X 9 Operator yang handal; Kondisi ini terjadi untuk waduk
output selain Air Bendungan kinerja proses dalam operasi. i [Tahap 1 Mekanisme penalti multifungsi dengan PLTA atau
Operasi] peruntukan lainnya.
Ketidakpastian kontinuitas Kontinuitas output tidak pasti disebabkan X 9 Operator yang handal; Kondisi ini terjadi untuk waduk
output selain Air Bendungan kinerja proses dalam operasi. 1 [Tahap 1 Mekanisme penalti multifungsi dengan PLTA atau
Operasi] peruntukan lainnya.
Perubahan lingkup pekerjaan | Perubahan CAPEX dan/atau OPEX akibat X 9 Penyiapan proyek yang baik dan
paska penandatanganan perubahan lingkup pekerjaan atas permintaan menjawab kebutuhan masyarakat
kontrak Pemerintah dan/atau usulan BU i [Semua 1 Adanya klausul amandemen terkait
Tahap] risiko ini
1 Pemahaman kontrak yang baik oleh
kedua pihak
1 Amandemen kontrak
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yang mengakibatkan
kegagalan mengaliri lahan
pertanian

apabila bendungan gagal mengairkan air - [
Tahap Operasi]

Limpasan air bendungan Terdapat potensi limpasan air keluar X 1 BUP melaksanakan operasional
bendungan apabila pada periode debit air bendungan sesuai dengan standar
maksimal pengelola terlambat melakukan pengelolaan yang baik
penanganan yang diperlukan - [Tahap
Operasi]

Kekuarangan air bendungan Adanya potensi lahan pertanian kekeringan X 1 BUP  melaksanakan  operasional

bendungan sesuai dengan standar
pengelolaan yang baik

9 BUP melaksanakan pengairan pada
lahan pertanian dengan
menyesuaikan kebutuhan musim
tanam

6. RISIKO PENDAPATAN

bendungan yang tidak sesuai dengan standar
yang disepakati, sehingga menyebabkan
kegagalan operasi bendungan secara
temporer bahkan jangka panjang - [Tahap
Operasi]

Kesalahan perhitungan Nilai AP yang ditetapkan terlalu rendah X Asumsi dan perhitungan (financial
estimasi nilai AP sehingga tidak dapat menutup biaya operasi model) atas proyeksi Badan Usaha
dan mengembalikan biaya investasi [Tahap yang akurat
Operasi]

Kegagalan pembayaran AP Pemerintah tidak dapat melakukan X 1 Memastikan kapasitas fiskal PJPK
secara tepat waktu pembayaran secara tepat waktu i [Tahap mencukupi selama waktu perjanjian
Operasi] KPBU

1 Penjaminan oleh PT PII untuk risiko
kegagalan pembayaran AP
Ganguan teknis Terdapat potensi operasional dan perawatan X 9 BUP melaksanakan operasional dan

perawatan bendungan sesuai dengan
standar yang baik

Rencana Obyek dan Tujuan
Wisata (ODTW) tidak
terintergrasi

Risiko konektivitas jaringan
distribusi dan fasilitas
penghubung

Jika bendungan direncanakan sebagai ODTW,
maka pengelolaan bendungan sebagai obyek
wisata yang tidak memperhatikan prosedur
keselamatan dan keamanan bendungan dapat
menyebabkan terganggunya aktivitas operasi
bendungan - [Tahap Operasi]

Ingkar janji otoritas membangun dan
memelihara jaringan yang diperlukan dan
membangun fasilitas penghubung, seperti
jaringan irigasi dan jaringan transmisi listrik,

X

9 PJPK perlu mengkaji dampak ODTW
terhadap keselamatan dan keamanan
pengelolaan bendungan

9 BUP perlu menerapkan standar
keamaan dan keselamatan yang baik

7. RISIKO KONEKTIFITAS JARINGAN

9 Pemahaman kontrak yang baik oleh
sektor publik
1 Sinkronisasi konstruksi
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Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko

8. RISIKO INTERFACE
Risiko ketimpangan waktu
dan kualitas pekerjaan

Deskripsi
[Pra-Konstruksi/Konstruksi/Operasi]
sehingga mempengaruhi kinerja bendungan 1

[Tahap Operasi]

Ketimpangan waktu dan kualitas pekerjaan
dukungan pemerintah dan yang dikerjakan
BU. 1 [Tahap Konstruksi]

Publik

Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice

9 Koordinasi dan integrasi jadwal
pelaksanaan proyek

9 Pekerjaan perbaikan oleh pihak yang
kualitas pekerjaannya lebih rendah

Sektor Bendungan

Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko

Risiko perbedaan
standar/metode layanan

Rework yang substantial terkait perbedaan
standar / metode layanan yang digunakan 1
[Tahap Konstruksi]

Kesepakatan standar/ metode yang
akan diterapkan para pihak sedini
mungkin

transportasi

transportasi disekitar lokasi proyek yang
berpengaruh pada keterlambatan konstruksi -
[Tahap Konstruksi]

Risiko relasi Miskomunikasi di dalam internal dan eksternal X Sistem komunikasi dan koordinasi Alokasi risiko tergantung dari
organisasi, termasuk mengakibatkan dirancang, disepakati, dan pemicu risiko.
keterlambatan/ kesalahan proses karena disosialisasikan dengan baik ke semua
kurang pengalaman di proyek KPBU/Project pihak terkait.

Financing - [Semua Tahap]
Risiko kelancaran sistem Keterbatasan pemerintah dalam mengatur X Pemerintah mengkaji terkait

pengaturan sisitem transportasi yang
sesuai, dengan mempertimbangkan
dampak minimal kepada masyakat

9. RISIKO POLITIK

perolehan persetujuan &
perizinan

wajar dari otoritas terkait - [Semua Tahap]

Mata uang asing tidak dapat Tidak tersedianya dan/atau tidak bisa X 9 Pembiayaan domestik
dikonversi dikonversinya mata uang asing ke/dari 1 Akun pembiayaan luar negeri

Rupiah - [Semua Tahap] 9 Penjaminan dari bank sentral
Mata uang asing tidak dapat Mata uang asing tidak bisa ditransfer ke X 9 Pembiayaan domestik
direpatriasi negara asal investor - [Semua Tahap] 9 Akun pembiayaan luar negeri

9 Penjaminan dari bank sentral

Risiko ekspropriasi Nasionalisasi/pengambilalihan tanpa X 1 Mediasi,negosiasi

kompensasi (yang memadai) i [Tahap 9 Asuransi Risiko Politik

Operasi] 1 Penjaminan pemerintah
Perubahan regulasi (dan Bisa dianggap sebagai risiko bisnis - [Semua Sosialisasi regulasi terkait kepada BU.
pajak) yang umum Tahap]
Perubahan regulasi (dan Berbentuk kebijakan pajak oleh otoritas terkait X 9 Mediasi,negosiasi Selain memiliki provisi kontrak
pajak) yang diskriminatif dan (pusat dan/atau daerah) - [Semua Tahap] 9 Asuransi Risiko Politik yang jelas termasuk
spesifik 1 Penjaminan pemerintah kompensasinya
Keterlambatan perolehan Hanya jika dipicu keputusan sepihak /tidak X Provisi kontrak yang jelas termasuk Perencanaan awal maupun
persetujuan perencanaan wajar dari otoritas terkait - [Tahap Pra- kompensasinya perubahan desain karena

konstruksi & Konstruksi] pekerjaan konstruksi
Gagal/terlambatnya Hanya jika dipicu keputusan sepihak /tidak X 1 Pemerintah harus memastikan bahwa | Biasanya terkait isu selain

dokumen pendukung untuk izin
pemanfaatan aset atau izin lainnya

perencanaan
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Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko

Deskripsi
[Pra-Konstruksi/Konstruksi/Operasi]

Publik

Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice

Sektor Bendungan

Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko

(=10) ‘ Bersama

sudah lengkap dan memenubhi
ketentuan

1 Koordinasi antar instansi yang baik

9 Izin sudah diperoleh sebelum lelang
KPBU

1 Provisi kontrak yang jelas termasuk
kompensasinya

Keterlambatan perolehan
akses ke lokasi proyek

Hanya jika dipicu keputusan sepihak /tidak
wajar dari otoritas terkait - [Semua Tahap]

Provisi kontrak yang jelas termasuk
kompensasinya

Risiko parastatal

1 Wanprestasi kewajiban kontraktual PJPK
sebagai offtaker

9 Akibat privatisasi offtaker atau Default PIPK

[Semua Tahap]

1 Asuransi Risiko Politik
9 Penjaminan pemerintah

Bencana alam

Terjadinya bencana alam sehingga tidak
dapat beroperasi secara normal - [Semua
Tahap]

9 Asuransi, bila dimungkinkan

i Adanya sistem dan SOP
penanggulangan bencana alam yang
memadai

9 Koordinasi dengan BMKG dan
Pemerintah Daerah setempat

9 Memastikan adanya titik kumpul yang
aman bagi warga dan pekerja sekitar
jika terjadi bencana alam

9 Diadakannya evacuation drill secara
rutin

Force majeure politis

Peristiwa perang, kerusuhan, gangguan
keamanan masyarakat - [Semua Tahap]

Asuransi, bila dimungkinkan

Cuaca ekstrim

Akibat perubahan iklim atau faktor lain -
[Semua Tahap]

9 Asuransi, bila dimungkinkan

1 Adanya sistem dan SOP
penanggulangan bencana alam yang
memadai

9 Koordinasi dengan BMKG dan
Pemerintah Daerah setempat

9 Memastikan adanya titik kumpul yang
aman bagi warga dan pekerja sekitar
jika terjadi bencana alam

9 Diadakannya evacuation drill secara
rutin

Force majeure
berkepanjangan

Jika di atas 6-12 bulan,dapat mengganggu
aspek ekonomis pihak yang terkena dampak

Setiap pihak dapat mengakhiri kontrak
dan memicu terminasi dini

Yang dimaksud dengan
ditanggung bersama adalah
bahwa risiko keadaan kahar
ditanggung swasta sepanjang
terdapat asuransi yang menutup
peristiwa-peristiwa tersebut.
Atas porsi yang tidak ditanggung
asuransi, maka diambil alih oleh
Pemerintah.
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Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko

Deskripsi
[Pra-Konstruksi/Konstruksi/Operasi]

Publik

Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice

Sektor Bendungan

Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko

(terutama bila asuransi tidak ada) - [Semua
Tahap]

‘ Bersama

Bahaya longsornya
bendungan

9 Terdapat potensi longsornya bendungan
akibat kondisi aliran air yang melebihi
kemampuan bendungan

Terdapat potensi longsornya bendungan

akibat perawat bendungan yang tidak

memenuhi standar - [Tahap Operasi]

9 BUP melaksanakan operasional dan
perawatan bendungan sesuai dengan
standar yang baik

I PJPK melaksanakan pengelolaan
lingkungan yang baik di hulu

operasi

kelaikan operasi bendungan - [Tahap
Operasi]

Risiko nilai aset turun Kebakaran, ledakan, dsb - [Tahap Operasi] X Asuransi
Transfer aset setelah kontrak | Proses transfer aset terkendala karena ada X 9 Pembuatan kontrak yang mengatur
KPBU berakhir perbedaan mekanisme pengalihan atau perihal transfer aset dengan jelas.
penilaian - [Tahap Operasi] 9 Penilaian dilakukan oleh penilai
independen yang disepakati bersama
Risiko kondisi aset tidak laik Kondisi aset tidak dapat memenuhi standar X 1 Pelaksanaan pemeliharaan berkala

dan sesuai SOP

9 Laporan analisis perilaku bendungan
disusun berdasarkan data yang
handal, valid dan akurat.

Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko

Deskripsi
[Pra-Konstruksi/Konstruksi/Operasi]

Publik

‘ Bersama

Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice

Sektor Bendungan

Kondisi Spesifik terkait

Keterlambatan dan kenaikan
biaya pembebasan lahan

Keterlambatan dan kenaikan biaya akibat
proses pembebasan lahan yang
berkepanjangan i [Tahap Pra-konstruksi dan
Konstruksi]

Pemerintah menyediakan lahan proyek

sebelum proses pengadaan BU melalui:

1 Pemerintah melakukan analisis
kesesuaian tata ruang lokasi proyek
dengan RTRW dimana proyek akan
dilaksanakan

1 Pemerintah perlu menetapkan lokasi
proyek dan memastikan semua
persyaratan telah dipenuhi sebelum
mengajukan Izin Penetapan Lokasi

1 Pemerintah perlu memastikan
tersedianya dana pembebasan tanah;

1 Pemerintah perlu memastikan adanya
tim yang melaksanakan proses
pembebasan tanah;

1 Pemerintah perlu memastikan proses
pembebasan tanah dapat berjalan

Alokasi Risiko

9 Kebutuhan lahan biasanya
masif

i Lamanya pengeluaran
Penetapan Lokasi oleh pihak
berwenang

9 Perencanaan trase jalan
disarankan menghindari
kawasan pemukiman dan area
perdagangan untuk
menghindari biaya  sosial
proyek

1 Pembebasan lahan  yang
dilakukan secara paralel
dengan proses  konstruksi

memiliki risiko tinggi terjadinya
keterlambatan masa konstruksi.
Hal ini berimplikasi adanya
perpanjangan masa konstruksi.
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Kategori Risiko dan

Deskripsi

Publik

Bersama

Strategi Mitigasi Sesuai

Sektor Bendungan

Kondisi Spesifik terkait

Peristiwa Risiko

[Pra-Konstruksi/Konstruksi/Operasi]

Best Practice
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
1 Proses pemantauan dan evaluasi
proses pembebasan lahan, khususnya
untuk lahan-lahan kritis atau prioritas.

Alokasi Risiko
Perpanjangan masa konstruksi
tidak menjamin diberikannya
perpanjangan grace period
pinjaman, sehingga BU perlu
memastikan kepada lender.

yang rumit

rumitnya isu proses pemukiman kembali T
[Tahap Pra-konstruksi]

komunikasi yang baik dengan pihak
yang terkena dampak

Lahan tidak dapat Kegagalan perolehan lokasi lahan proyek X 9 Status hukum lahan dan prosedur 1 Risiko terdapat ketidaksesuaian
dibebaskan karena proses pembebasan lahan yang sulit, yang jelas dalam pembebasan lahan RTRW.
seperti tanah wakaf, Tanah Kas Desa (TKD), proyek. 1 Risiko bahwa penetapan lokasi
dan kehutanan yang membutuhkan waktu 1 Proses pembebasan tanah wakaf, atau izin  lokasi tidak
lama i [Tahap Pra-konstruksi] Tanah Kas Desa (TKD), dan dikeluarkan oleh Pemerintah
kehutanan diprioritaskan Daerah
9 Penyempurnaan regulasi tanah wakaf |{ Risiko tidak dikeluarkannya Izin
dan TKD Pinjam Pakai Kawasan Hutan
9 Penitipan Ganti Kerugian ke 9 Tanah milik BUMN tidak dapat
pengadilan sehingga proses dibeli
pembebasan lahan dapat dilanjutkan  |{ Risiko tidak dikeluarkannya lIzin
Kementerian Agama  untuk
tanah wakaf
1 Keterlambatan pengeluaran
hasil appraisal oleh BPN
Lahan tidak dapat digunakan | Kesulitan akses ke lahan dikarenakan X 9 Strategi komunikasi proyek 1 Preventif:
setelah dibebaskan. gangguan sosial 1 [Tahap Konstruksi] termasuk, pemetaan isu sosial dan o Pemerintah dan BU
tokoh kunci yang terkait melakukan sosialisasi
9 Kesepakatan dikontrak yang jelas proyek sejak dini.
terkait pelibatan warga setempat di o Biaya penyediaan
proyek (beli/sewa) alternatif akses
1 Menyiapkan alternatif akses ke lokasi diperhitungkan di RAB

1 Korektif: Pemerintah terlibat
dalam proses mediasi.

1 Risiko ini tidak bisa
sepenuhnya ditanggung
bersama, karena bisa jadi
risiko tersebut diakibatkan
tindakan atau aksi yang
dilakukan oleh BU, seperti
janji pelibatan warga di proyek
tetapi tidak dilakukan.
Pemerintah membantu
mediasi.

Proses pemukiman kembali Keterlambatan dan kenaikan biaya karena X 1 Kompensasi yang wajar dan Kebutuhan lahan proyek jenis ini

biasanya tidak luas dan dampak
sosial relatif kecil
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Deskripsi

Publik

Strategi Mitigasi Sesuai

Sektor Bendungan

Kondisi Spesifik terkait

Peristiwa Risiko

[Pra-Konstruksi/Konstruksi/Operasi]

(=10) ‘ Bersama

Best Practice
9 Koordinasi antar pihak terkait dalam
menentukan pelaksana atau pemberi
kompensasi termasuk skema dan
bentuk kompensasi

Alokasi Risiko

Risiko Status Tanah

Kepemilikan sertifikat tanah ganda ditemukan
saat proyek dilaksanakan i [Tahap Pra-
konstruksi]

9 Melaksanakan validasi dan
penyelesaian status kepemilikan
lahan

9 Dukungan otoritas terkait (BPN, Dinas
Kependudukan) sangat penting

1 Dilakukan pengumuman di desa
setelah proses inventarisasi dan
identifikasi selesai dilaksanakan

Kesulitan pada kondisi lokasi
yang tak terduga

Tidak teridentifikasinya utilitas dan kesulitan
proses relokasi utilitas, sehingga terjadi
keterlambatan dan mungkin dilakukan
perpindahan rute. i [Tahap Konstruksi]

1 Pelaksanaan identifikasi utilitas pada
saat perencanaan dengan didukung
oleh data yang memadai.

1 Melibatkan Warga Terkena Proyek
(WTP) dalam perencanaan
permukiman kembali

Data utilitas tidak tersedia, baru
diketahui saat proses penggalian
berlangsung. Kesulitan yang
tidak mungkin teridentifikasi pada
tahap perencanaan diambil oleh
Pemerintah.

dapat mempengaruhi ekosistem kawasan
lindung - [Tahap Konstruksi]

yang memberikan dampak minumim
bagi lingkungan

1 BUP menggunakan
konstruksi  yang terlah
(proven)

metode
terbukti

Keterbatasan ruang kerja Terkait penyediaan lahan untuk ruang kerja X 1 Metode konstruksi yang baik dan Bila ada penolakan masyarakat,
/working space konstruksi pada masa konstruksi 1 [Tahap Konstruksi] apabila tidak memungkinkan, Pemerintah dapat membantu BU
dilakukan sewa lahan lain;
9 Sosialisasi oleh pemerintah
Kerusakan artefak dan Rusaknya artefak dan barang kuno yang X Data historis penggunaan lahan dan
barang kuno pada lokasi ditemukan di lokasi saat konstruksi proyek i penyelidikan tanah
[Tahap Konstruksi]
Kontaminasi/polusi ke Kontaminasi/polusi di lingkungan lokasi yang X 1 Kesesuaian dengan studi AMDAL
lingkungan lokasi mengganggu pelaksanaan proyek i [Semua yang baik
Tahap] 1 Implementasi AMDAL
1 Melakukan pemantauan dan
pengelolaan lingkungan sesuai RKL
dan RPL
Risiko perubahan kondisi Adanya potensi perubahan kondisi pada X Melakukan pengerukan berkala untuk Potensi pendangkalan
lingkungan lingkungan tempat proyek dibangun, misalnya memastikan kedalaman sungai dan sungai/waduk sehingga dapat
sedimentasi. i [Tahap Operasi] waduk sesuai standar mempengaruhi kinerja
bendungan.
Kerusakan Kawasan Lindung | Metode konstruksi proyek yang tidak sesuai X 1 BUP mengunakan metode konstruksi
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Publik

Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice

Sektor Bendungan

Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko

Peristiwa Risiko

[Pra-Konstruksi/Konstruksi/Operasi]

(=10) ‘ Bersama

1 BUP melaksanakan upaya
pengelolaan lingkungan mengacu
kepada Dokumen ANDAL
Relokasi masyarakat Kegagalan atau keterlambatan proses relokasi X 1 PJPK memastikan pemberian
terdampak pembangunan masyarakat terdampak karena adanya kompensasi yang sesuai kepada
bendungan penolakan dari masyarakat - [Tahap masyarakat
Konstruksi]
Kerusakan 1 Alih fungsi hutan sebagai lokasi genangan X 1 PJPK memastikan penentuan lokasi
lingkungan/ekosistem air dapat mengakibatkan terganggunya proyek telah mempertimbangkan
morfolagi dan eskosistem Daerah Aliran dampak risiko yang minimal bagi
Sungai lingkungan
I Adanya potensi tercemarnya ekosistem 1 BUP melaksanakan upaya
sungai dan hutan akibat dari proses pengelolaan lingkungan mengacu
konstruksi - [Tahap Konstruksi] kepada Dokumen ANDAL
Pondasi Kekuatan struktur bendungan dipengaruhi X 1 BUP melakukan studi independen
oleh konstruksi pondasi. Jika pondasi tidak terkait kondisi dan struktur tanah
kokoh ada kemungkinan terjadinya kegagalan 1 BUP menyususun DED dengan
berupa keruntuhan bendungan - [Tahap mempertimbangkan hasil studi terkait
Konstruksi] kondisi dan struktur tanah
Perbedaan bunga pinjaman Perbedaan antara nilai bunga yang diterima X 1 Selisih bunga dimasukkan ke dalam Kondisi ini terjadi karena dana
dana talangan tanah BU dari lembaga keuangan pemberi pinjaman CAPEX sehingga dapat talangan LMAN menggunakan
dengan LMAN dikompensasikan melalui skema reimburse, sehingga
penyesuaian tarif atau masa konsesi | BUP membutuhkan dana awal
dari sumber lain.
Risiko Lokasi di bawah ini berlaku untuk skema BOT dan ROT
Ketidakjelasan spesifikasi Keterlambatan dan kenaikan biaya akibat X 1 Klarifikasi saat proses tender Spesifikasi output PJPK harus
output spesifikasi output tidak jelas i [Tahap Pra- 1 Kapasitas desain yang baik mengacu ke best practice
konstruksi] 11 Dokumen lelang sebaiknya tersaji
dengan jelas dan mudah dipahami
agar dapat meningkatkan kompetisi
dan menurunkan biaya proyek
Kesalahan desain Menyebabkan ekstra/revisi desain yang X 9 Konsultan desain atau EPC yang Biasanya teridentifikasi saat uji
diminta operator i [Tahap Pra-konstruksi & berpengalaman dan handal. operasi teknis
Konstruksi] 1 Untuk proyek KPBU solicited,
Pemerintah sebaiknya menyediakan
data topografi dan soil investigation




62

KPBU di Indonesia: Acuan Alokasi Risiko

Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko

Deskripsi
[Pra-Konstruksi/Konstruksi/Operasi]

Publik

Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice

Sektor Bendungan

Kondisi Spesifik terkait
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yang valid dan aktual sebagai
referensi saat lelang.

manajemen internal & finansial i [Tahap
Konstruksi]

Gagal menjaga keamanan Tingkat kecelakaan selama pekerjaan X 9 Implementasi prosedur keamanan
dan keselamatan dalam konstruksi berlangsung tinggi. 1 [Tahap dan keselamatan kerja (K3) yang baik
lokasi Konstruksi] menuju Zero Accident.
9 EPC yang berpengalaman dan
handal.
9 Klausul penalti atas pelanggaran K3
di dalam kontrak
Terlambatnya penyelesaian Dapat termasuk akibat kualitas keahlian SDM X Kontraktor yang handal dan klausul
konstruksi yang buruk, terbatasnya ketersediaan kontrak yang standar, termasuk klausul
material & peralatan, terlambatnya penalti atas Liquidity Damages
pengembalian akses lokasi. i [Tahap
Konstruksi]
Kenaikan biaya konstruksi Kenaikan akibat perubahan volume pekerjaan X 9 Kesepakatan prosedur persetujuan
ataupun harga material i [Tahap Konstruksi] perubahan volume dan ambang batas
perubahan
9 Akomodir perhitungan faktor eskalasi
harga di dalam kontrak
9 Hubungan baik dengan supplier
1 Klausul penalti atas Liquidity
Damages
Kinerja Kontraktor/Sub-kontraktor tidak mampu X 9 Proses pemilihan kontraktor &
kontraktor/subkontraktor melakukan pekerjaan sesuai kontrak i [Tahap subkontraktor yang kredibel
yang buruk Konstruksi] 9 Penerapan penalti
Default kontraktor/sub- Kegagalan penyelesaian kontrak oleh X 1 Proses pemilihan kontraktor &
kontraktor kontraktor/sub-kontraktor karena faktor subkontraktor yang kredibel

9 Penerapan penalti

Risiko pengisian awal waduk

Hasil pengisian awal tidak sesuai dengan
spesifikasi minimum yang disyaratkan. i
[Tahap Konstruksi]

1 Rencana pengisian awal disusun
dengan menggunakan data dan
informasi yang handal dan akurat

9 Pemantauan yang ketat di saat
konstruksi.

9 Konstruksi oleh kontraktor
berpengalaman.

9 Pemantauan dan penerapan
kebijakan tata ruang yang tegas dan
konsisten

9 Pengaturan batas toleransi tingkat
pemenuhan level pengisian awal
waduk di dalam kontrak.

Pengisian awal waduk umumnya
membutuhkan waktu 1 tahun.
Kondisi tata guna lahan di hulu

dan juga cuaca sangat
berpengaruh. Dalam hal akibat
tata ruang, risiko ini dibagi
bersama Pemerintah. Akan

tetapi, hal ini juga merupakan
risiko Badan Usaha sebagai
Pemilik Bendungan.
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Kategori Risiko dan

Peristiwa Risiko
Risiko uji operasi (testing &
comissioning)

Deskripsi
[Pra-Konstruksi/Konstruksi/Operasi]
Kesalahan estimasi waktu/ biaya dalam uji
operasi teknis i [Tahap Konstruksi]

Publik

Bersama

Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice

9 Sistem komunikasi & koordinasi
kontraktor, konsultan penguji, dan
operator yang tepat

1 Konsultan testing & comissioning
yang berpengalaman

9 Memastikan konstruksi memenuhi
standar kelaikan operasi bendungan

Sektor Bendungan

Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko
Sertifikasi uji operasi bendungan

harus  memenuhi  ketentuan
peraturan perundang-undangan
dan memenuhi standar

internasional.

Perubahan lingkup pekerjaan
paska penandatanganan
kontrak

Perubahan CAPEX dan/atau OPEX akibat
perubahan lingkup pekerjaan atas permintaan
Pemerintah dan/atau usulan BU i [Semua
Tahap]

1 Penyiapan proyek yang baik dan
menjawab kebutuhan masyarakat

1 Adanya klausul amandemen terkait
risiko ini

9 Pemahaman kontrak yang baik oleh
kedua pihak

T Amandemen kontrak

3. RISIKO SPONSOR

Kegagalan mencapai financial
close

(atau sindikasi) karena perubahan
kebijakan/trust terhadap BU atau akibat isu
internal i [Semua Tahap setelah financial
close]

Tidak tercapainya financial close karena
ketidakpastian kondisi pasar atau struktur
modal proyek yang tidak optimal i [Tahap
Pra-Konstruksi]

X

Default BU Default BU yang mengarah ke terminasi atau X Konsorsium didukung sponsor yang
step-in oleh financier i [Semua Tahap] kredibel dan solid

Default sponsor proyek Default pihak sponsor (atau anggota X Proses PQ untuk memperoleh sponsor
konsorsium) T [Semua Tahap setelah yang kredibel
financial close]

Default lender proyek Default pihak institusi keuangan/perbankan X 9 Pemilihan lender yang kredibel

1 Kinerja BU memenuhi kontrak
9 Pemenuhan persyaratan lender

4. RISIKO FINANSIAL

Bisa karena
precedence tidak terpenuhi

Koordinasi dan konsorsium yang baik
dengan lender yang kredibel dan
potensial

conditions

Risiko keterlambatan
dukungan pemerintah
(insentif, subsidi, dIl)

Pelaksanaan dukungan pemerintah tidak
dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang
dijanjikan sehingga mengganggu
pembangunan dan/atau operasional layanan
i [Tahap Konstruksi & Operasi]

9 Memastikan sumber pendanaan
(APBN, pinjaman, dll) tersedia dan
tepat waktu

9 Untuk dukungan sebagian konstruksi,
Pemerintah memastikan proses lelang
berjalan sesuai jadwal proyek,
termasuk pelaksanaan lelang
sebelum anggaran ditetapkan (lelang
bersyarat).

9 Penjaminan Pemerintah
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Kategori Risiko dan
Peristiwa Risiko
Risiko pencairan VGF

Deskripsi
[Pra-Konstruksi/Konstruksi/Operasi]
Pencairan VGF bertahap berisiko tidak dapat

dilakukan tepat waktu i [Tahap Konstruksi]

Publik

(=10) ‘ Bersama

Strategi Mitigasi Sesuai
Best Practice

9 Koordinasi antar Pihak terkait dalam
pemenuhan persyaratan pencairan
VGF

9 Memastikan sumber pendanaan
(APBN, pinjaman, dll) tersedia dan
tepat waktu

9 Penjaminan Pemerintah

Sektor Bendungan

Kondisi Spesifik terkait
Alokasi Risiko

Risiko pengembalian dana
talangan tanah

Pengembalian dana talangan tanah oleh
Pemerintah (LMAN) kepada BU terlambat i
[Tahap Konstruksi]

9 Kepastian ketersediaan dana LMAN
dengan kepastian penambahan dana
dari APBN jika sudah mencapai
treshold tertentu.

9 Badan Usaha dapat terlibat aktif
dalam memastikan kualitas dan
kelengkapan dokumen agar sesuai
dengan standar

Risiko nilai tukar mata uang Fluktuasi (non ekstrim) nilai tukar i [Semua X 1 Pembiayaan dalam Rupiah; Bisa dibagi dengan Pemerintah
Tahap] 1 Indeks harga pembelian apabila fluktuasinya ekstrim
memperhitungkan fluktuasi mata
uang;
1 Instrumen lindung nilai, diantaranya
kontrak berjangka dan opsi mata uang

Risiko tingkat inflasi dan suku | Kenaikan (non ekstrim) tingkat inflasi X Faktor indeksasi tarif dan lindung nilai Bisa dibagi dengan Pemerintah

bunga terhadap asumsi dalam life-cycle cost dan tingkat suku bunga apabila fluktuasinya ekstrim
suku bunga i [Semua Tahap]

Risiko asuransi Cakupan asuransi untuk risiko tertentu tidak X Konsultansi dengan spesialis/broker Khususnya untuk cakupan risiko
lagi tersedia di pasaran dan kenaikan asuransi terkait keadaan kahar
substansial tingkat premi terhadap estimasi
awal i [Semua Tahap]

Ketersediaan fasilitas Akibat fasilitas tidak bisa terbangun i [Tahap X Kontraktor yang handal
Konstruksi]

Buruk atau tidak tersedianya Akibat fasilitas tidak bisa beroperasi i [Tahap X Operator yang handal;

layanan Operasi] Spesifikasi output yang jelas

Aksi industri Aksi mogok, larangan kerja,dsb i [Tahap X Kebijakan SDM dan hubungan Bisa oleh staf operator,

Operasi]

industrial yang baik

subkontraktor atau penyuplai;

Aksi demo skala nasional yang
berujung kepada pemogokan
kerja nasional dapat
dipertimbangkan ke  d